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 KATA PENGANTAR
 KALIMANTAN FORESTS AND CLIMATE PARTNERSHIP (KFCP) merupakan salah satu program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia di bidang perubahan iklim. KFCP bekerja untuk mengujicoba cara pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Wilayah kerja KFCP
 berada di area bekas Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah.
 Hingga kini, berbagai pihak masih terus mengembangkan metode yang sesuai untuk melaksanakan REDD+, mengurangi emisi, dan merehabilitasi lahan gambut. Oleh karena itu, program-program yang dijalankan oleh KFCP merupakan sebuah percontohan yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan pembelajaran mengenai cara yang tepat untuk mengurangi emisi GRK.
 Beberapa cara pengurangan emisi yang diujicobakan dalam KFCP diantaranya adalah penanaman hutan, penutupan (penabatan) tatas, dukungan terhadap pengembangan mata pencaharian alternatif, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan lokal dalam mengelola kegiatan REDD+. Sebagian besar kegiatan KFCP dilakukan untuk masyarakat desa dan dikelola bersama oleh KFCP dan desa. Dalam membantu desa mengelola kegiatan-kegiatan tersebut, KFCP berupaya untuk menguatkan kapasitas kelembagaan desa, termasuk kelembagaan adat. Kedepannya, desa diharapkan memiliki kesiapan untuk mengelola program REDD+ dan pengelolaan hutan lainnya secara mandiri.
 Dukungan KFCP terhadap kelembagaan desa diberikan melalui: 1) pembentukan dan penguatan kapasitas tim pengelola kegiatan KFCP di desa, 2) penguatan kapasitas kelembagaan adat, 3) fasilitasi pembentukan forum koordinasi dan komunikasi desa, dan 4) bantuan kepada desa yang ingin mengajukan pengelolaan hutan desa.
 Makalah ini akan menjelaskan mengenai proses dan pembelajaran dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan desa sebagai pengelola REDD+. Pembelajaran yang diperoleh dari upaya penguatan tersebut dapat digunakan sebagai pengetahuan untuk merumuskan metode dan pendekatan yang tepat dalam pengurangan emisi GRK melalui rehabilitasi lahan gambut yang mengalami kerusakan.
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 SINGKATAN DAN ISTILAH
 COP : Conference of the Parties (Konferensi para pihak)
 GRK : Gas Rumah Kaca
 IAFCP : Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership
 KMPK : Kelompok Masyarakat Pengendali Kebakaran
 KFCP : Kalimantan Forests and Climate Partnership
 Musdes : Musyawarah Desa
 Pemdes : Pemerintah Desa
 PLG : Pengembangan Lahan Gambut
 REDD+ : Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). The ‘+’ includes the role of conservation, sustainable management of forests and the enhancement of forest carbon stocks (tanda ‘+’ mencakup peranan konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon).
 RPK : Regu Pengendali Kebakaran
 TP : Tim Pengawas (beranggotakan pemerintahan dan warga desa)
 TPK : Tim Pengelola Kegiatan
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 LEMBAR PENGAKUAN
 Laporan ini disusun oleh Lis Nurhayati, Jamil Gunawan, Murianson, Obrien Tinus, Sumarlin dengan dibantu oleh Arief Rachman, Benjamin Tular, Ichlas Al-Zaqie, Rachael Diprose, dan Ramos Nababan khususnya dalam penyediaan data dan informasi lainnya. Panduan teknis diberikan oleh Timothy Jessup, sedangkan penyuntingan laporan dilakukan oleh Lis Nurhayati. Desain dan gambar dilakukan oleh unit Communications IAFCP, yaitu Nanda Aprilia, Stella Pongsitanan dan James Maiden.
 Laporan ini disusun sebagai bagian dari kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia. Namun demikian, temuan dan analisa yang tercantum di dalam laporan mewakili pandangan dari para penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari kedua pemerintah tersebut. Laporan ini merupakan laporan kerja mengenai pembelajaran praktis dari pelaksanaan kegiatan KFCP di lapangan, sehingga kedepannya, dimungkinkan perbaikan-perbaikan untuk mengakomodir masukan, umpan balik, serta bukti dan pengalaman baru untuk menyempurnakan isi laporan.
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 PADA PERTENGAHAN TAHUN 2009, Kalimantan Forests and Climate Partnership
 (KFCP) diluncurkan sebagai sebuah program uji coba REDD+ di Indonesia, dan yang
 pertama untuk areal hutan dan lahan gambut. KFCP dibentuk atas dasar kerjasama
 antara Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang perubahan iklim yang dinamakan
 Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP).
 Tujuan utama KFCP adalah mengadakan uji coba berbagai metode untuk mengetahui cara pengurangan emisi melalui pendekatan REDD+. Secara bersamaan, KFCP mendukung pengembangan mata pencaharian alternatif, khususnya bagi masyarakat yang sebagian besar sumber mata pencahariannya bergantung dari hutan. Dukungan tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, KFCP juga membantu pengintegrasian REDD+ ke dalam perencanaan dan pengelolaan program di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan di masyarakat melalui pengembangan kapasitas dan pengujian model untuk kelembagaan, serta kebijakan dan kerangka hukum REDD+.
 Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan pembelajaran dari
 upaya-upaya penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola kegiatan uji coba REDD+ di tingkat desa, yang dilakukan oleh KFCP. Laporan pembelajaran ini dibagi menjadi enam bagian. Bagian pertama menjelaskan latar belakang
 KFCP dan kondisi desa saat KFCP pertama kali memperkenalkan programnya. Bagian kedua menjelaskan proses pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Pengelola Kegiatan/Tim Pengawas (TPK/TP). Sementara itu, bagian ketiga menerangkan kondisi lembaga adat desa dan penguatan kapasitas bagi lembaga tersebut. Bagian keempat menjelaskan fasilitasi yang dilakukan KFCP dalam mendorong terbentuknya forum koordinasi dan komunikasi antar desa untuk membantu desa mengelola kegiatan. Bagian kelima menjelaskan tentang bantuan KFCP yang diberikan kepada desa-desa yang ingin mengelola hutan desa. Terakhir, bagian keenam merangkum pembelajaran yang diperoleh dari dukungan KFCP terhadap kelembagaan desa sebagai pengelola program. Seluruh informasi dan data yang tercantum di dalam laporan ini merupakan data dan dokumen internal KFCP, yang diantaranya terdiri dari laporan kajian dan analisa, laporan lapangan, arsip data partisipan KFCP dan wawancara dengan warga desa dan staf KFCP.
 Secara bersamaan, KFCP mendukung pengembangan
 mata pencaharian alternatif, khususnya
 bagi masyarakat yang sebagian
 besar sumber mata pencahariannya bergantung dari
 hutan.
 Mitra utama KFCP adalah Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, dan Pemerintah Australia.
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 Program KFCP mencakup wilayah kerja seluas kurang lebih 120.000 hektar pada kawasan bekas proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Kegiatan KFCP diantaranya adalah sekolah lapang petani, dukungan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, reforestasi dan rehabilitasi hutan skala kecil, peningkatan kapasitas desa agar dapat mengelola kegiatan KFCP secara mandiri, pengelolaan dan pengawasan kebakaran lahan dan hutan, serta pengembangan mata pencaharian alternatif. KFCP juga menghimpun banyak data seperti vegetasi lahan gambut, hidrologi, dan kebakaran lahan dan hutan. Data tersebut digunakan untuk analisa, dan sebagai kontribusi KFCP terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait hutan rawa gambut dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sebagian dari kegiatan KFCP dilakukan di lahan gambut, yang umumnya berstatus Hutan Lindung. Sebagian kegiatan lainnya, misalnya pengembangan mata pencaharian alternatif dan sekolah lapang petani, diselenggarakan di lahan mineral dan di gambut tipis milik penduduk atau masyarakat setempat. Manfaat kegiatan KFCP bagi desa, diantaranya adalah untuk pembelajaran, pengembangan dan peningkatan pendapatan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan lain di luar program.
 1.1 Latar Belakang: Wilayah Kerja dan Kegiatan KFCP
 Kegiatan KFCP ditujukan sebagai upaya uji coba “REDD+ dalam skala kecil”, yang memungkinkan untuk dilakukannya perbaikan pendekatan dan metode pelaksanaan secara terus menerus. Pembelajaran yang diperoleh dari uji coba ini merupakan kontribusi terhadap pengembangan REDD+, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, pembelajaran tersebut juga dapat membantu dalam menguji coba seberapa jauh kontribusi REDD+ terhadap kerangka mitigasi perubahan iklim di tingkat global
 melalui upaya-upaya yang dilakukan di tingkat lokal, dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, serta memasukkan di dalamnya pengetahuan dan kearifan lokal. Lebih lanjut lagi, pembelajaran tersebut juga menggambarkan pendekatan dan metode yang diuji di Kalimantan Tengah agar dapat dikembangkan atau direplikasi di tempat lain, baik di Indonesia maupun di negara lain.
 Kegiatan KFCP melibatkan sembilan desa dengan total 14 permukiman yang berada di sepanjang Sungai Kapuas, di Kabupaten Kapuas. Berdasarkan data dari Socio-Economic Baseline 2009, 91% penduduk yang mendiami permukiman tersebut adalah suku Dayak Ngaju. Di tingkat desa, masyarakat adat Dayak memiliki tokoh adat yang disebut sebagai Mantir Adat (kepala adat dayak di desa). Namun, saat KFCP baru memulai programnya (2009-10), di sebagian besar desa Mantir Adat belum terpilih.
 Permukiman penduduk tersebar di dua areal utama PLG, yaitu di bagian utara (Blok E) dan bagian
 selatan (Blok A). Kedua areal tersebut memiliki ekosistem yang berbeda; dimana Blok A merupakan area yang telah banyak kehilangan tutupan lahan dan hutan, sedangkan Blok E masih memiliki banyak tutupan lahan dan hutan. Perbedaan keragaman ekosistem di kedua areal tersebut menimbulkan perbedaan kegiatan pengelolaan lahan (misalnya pertanian) yang signifikan. Perbedaan tersebut antara lain adalah penyusunan strategi pengembangan sumber mata pencaharian, dimana kegiatan REDD+ harus disesuaikan dengan ekosistem yang dimaksud. Selain itu, perbedaan tingkat tutupan hutan di kedua blok tersebut juga disebabkan oleh drainase (di Blok A terdapat kanal-kanal besar, sedangkan di Blok E lebih banyak terdapat kanal-kanal kecil) dan tanah. Jumlah pemukiman juga lebih banyak dan terkonsentrasi di Blok A.
 Selama tahun 2009-10, fokus kegiatan KFCP adalah merancang dan menetapkan program dengan Pemerintah Indonesia, membentuk kelompok dan unit kerja lain yang diperlukan, sistem pengadaan serta mekanisme pelaksanaan program. Selain itu, upaya penting yang juga
 Kegiatan KFCP ditujukan sebagai
 upaya ujicoba “REDD+ dalam
 skala kecil”, yang memungkinkan
 untuk dilakukannya perbaikan pendekatan
 dan metode pelaksanaan secara
 terus menerus.
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 Percontohan juga dimaksudkan untuk menguji beberapa
 metode, karena sebagian dari metode masih terbilang baru,
 baik bagi staf KFCP maupun warga desa.
 dilakukan adalah kajian awal dan kajian kebutuhan, misalnya kajian kesesuaian dan kebutuhan mata pencaharian masyarakat. Di akhir tahun 2010 dan di tahun 2011, berbagai kegiatan dilakukan di desa untuk mengujicoba REDD+, diantaranya mencakup perencanaan dengan warga desa, pelatihan, konsultasi, pemetaan sosial dan lingkungan yang partisipatif, kajian kesesuaian, serta fasilitasi desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Pada tahun tersebut, KFCP juga melakukan upaya-upaya untuk merumuskan cara yang paling sesuai guna merencanakan dan mengelola kegiatan, serta melakukan pembayaran kolektif kepada desa yang melakukan uji coba REDD+. Melalui skema REDD+, manfaat dari pencegahan emisi GRK dan rehabilitasi lahan gambut didistribusikan kepada masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, sebagai bentuk uji coba REDD+, KFCP berusaha mencari berbagai pendekatan guna membantu masyarakat agar memiliki kesiapan dalam menerima manfaat secara kolektif dibandingkan secara
 individual. Manfaat yang dimaksud berasal dari keterlibatan warga dalam kegiatan untuk menghindari emisi atau yang berkontribusi terhadap rehabilitasi lahan gambut di wilayah kerja KFCP. Guna melengkapi pendekataan kolektif tersebut, KFCP memberikan dukungan terhadap pengembangan mata pencharian
 dalam melakukan uji coba metode dan pendekatan REDD+ yang dilaksanakan oleh desa dan KFCP.
 Lebih lanjut, di tahun 2010-11, KFCP mengadakan percontohan beberapa kegiatan dalam skala kecil. Percontohan dilakukan agar masyarakat mengetahui cara menjalankan kegiatan tersebut sebelum melakukannya dalam skala besar. Percontohan juga dimaksudkan untuk menguji beberapa metode, karena sebagian dari metode masih terbilang baru, baik bagi staf KFCP maupun warga desa. Kegiatan percontohan diantaranya adalah penanaman kembali hutan dengan spesies tanaman hutan rawa gambut. Kebutuhan bibit untuk penanaman ini dipenuhi oleh warga desa dengan mendirikan sejumlah persemaian bibit di desa. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, KFCP melakukan diskusi dan konsultasi dengan warga desa untuk menyusun perjanjian kerjasama untuk melakukan kegiatan dalam skala lebih besar. Perjanjian ini dinamakan ‘Perjanjian Desa’ yang menjelaskan prinsip dan mekanisme kerjasama antara desa dan KFCP.
 1.2 Memetakan dan Memahami Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Adat Desa
 Salah satu prinsip pengelolaan program yang diterapkan oleh KFCP adalah melibatkan masyarakat lokal yang tinggal di wilayah program. Seperti yang dijelaskan pada bagian pendahuluan, sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah program KFCP adalah penduduk asli, yaitu suku Dayak Ngaju. Pelibatan penduduk asli dalam pengelolaan program sejalan dengan hasil dari pertemuan COP-UNFCCC2 di tahun 2007 yang menghasilkan kesepakatan tentang perlunya mengenali kebutuhan penduduk asli dalam pelaksanaan program REDD+ (UNFCC 2007). COP 16 tahun
 alternatif. Dalam program tersebut, manfaat program dialokasikan kepada tiap-tiap individu (diwakilkan oleh Kepala Keluarga). Perjanjian Desa atau Village Agreement (akan dijelaskan selanjutnya) dan paket pekerjaan atau Work Package1
 merupakan instrumen utama
 1Paket pekerjaan adalah kegiatan-kegiatan dari program KFCP yang dikelola oleh desa.Paket pekerjaan merupakan pengelolaan ‘usaha’ desa, dan tidak diartikan sebagai pembayaran tenaga kerja yang terlibat di dalam program.
 2Conference of the Parties for the United Nations Convention on Climate Change - Pertemuan Para Pihak dalam Konvensi Kerangka Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa
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 2007 telah mengembangkan kesepakatan tersebut ke dalam diskusi-diskusi lanjutan dan menyusun panduan standar safeguards. Sejalan dengan hal ini, KFCP telah berupaya menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip safeguards yang sesuai dengan kebutuhan di tingkat program. Prinsip safeguards yang dimaksud juga telah memenuhi standar RESA (Regional Environmental Social Assessment/Kajian Lingkungan dan Sosial Regional) dari World Bank. Oleh karena itu, dalam melakukan uji coba REDD+, KFCP memposisikan penduduk lokal, termasuk masyarakat adat, sebagai stakeholder utama. Di tingkat desa, sebagian dari kegiatan uji coba REDD+ dikelola oleh desa dan sebagian lagi dikelola bersama-sama dengan KFCP. Selain itu, KFCP juga berperan sebagai pendamping untuk memberikan bantuan teknis serta pengembangan kapasitas. Mekanisme pengelolaan seperti ini dapat membuka kesempatan bagi desa untuk mengelola program REDD+ dan pengelolaan hutan desa di masa depan.
 Fase Persiapan
 Sebelum melaksanakan program, KFCP (melalui CARE dan lembaga lainnya seperti ICRAF dan GRM) mengadakan kunjungan ke desa guna melakukan kajian dan diskusi awal dengan berbagai pihak di desa, seperti pemerintahan desa, tokoh adat desa, serta warga desa. Selain mengadakan kunjungan, KFCP dan lembaga-lembaga tersebut juga melakukan survei socio-economic
 baseline serta kajian-kajian lainnya di desa-desa yang berpotensi menjadi wilayah kerja KFCP. Kunjungan, survei dan kajian tersebut diadakan untuk memetakan dan memahami situasi dan kondisi pemerintahan di desa, termasuk adat, sebelum program dimulai. Kunjungan ke desa tersebut melibatkan enam tim yang melakukan survei di 16 permukiman, yang dipilih karena memiliki kualifikasi
 untuk terlibat dalam program KFCP, yaitu berpotensi terpengaruh oleh kegiatan KFCP. Keenam tim tersebut mengadakan diskusi, baik secara individu maupun kelompok dengan berbagai pihak seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Adat, warga desa dan pihak-pihak lainnya, mengenai (CARE 2009b):
 • Kependudukan dan tingkat pendidikan warga desa.
 • Desa, aksesibilitas, lahan dan pengelolaannya.
 • Pengawasan dan penggunaan handil dan tatas.
 • Mata pencaharian utama dan tambahan.
 • Sistem kepemilikan/pergantian lahan.
 • Metode resolusi konflik.
 • Sistem penanggulangan kebakaran desa.
 • Kelompok sosial desa (termasuk adat).
 • Penerimaan dalam bekerja sama dengan Non Government Organisation (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
 • Kesadaran mengenai REDD dan penerimaan terhadap keterlibatan dalam kegiatan REDD.
 Pengkajian poin-poin tersebut penting guna memahami cara menjalankan program dan menemukan metode untuk bekerjasama dengan masyarakat sehingga mereka dapat mengelola kegiatan secara mandiri.
 Selanjutnya, KFCP mengatur pertemuan dengan para ahli yang berasal dari daerah setempat pada tanggal 19 Maret 2009 di Hotel Batu Suli, Palangkaraya (CARE 2009b). Para peserta pertemuan meliputi perwakilan LSM/NGO, pemerintahan
 provinsi/kabupaten/desa, Camat dari dua kecamatan yang diusulkan menjadi area kerja KFCP serta tenaga ahli dari Universitas Palangkaraya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk:
 • Memaparkan data dan informasi terkait REDD.
 • Mengidentifikasi kecenderungan dan sejarah yang akan berimplikasi kepada kegiatan REDD.
 • Mengidentifikasi data yang perlu dipertajam/dikembangkan lebih jauh.

Page 15
						
						

Dukungan Penguatan Kelembagaan Bagi Desa dalam Mengelola Kegiatan REDD+ | KFCP 13
 Selain itu, hasil dari kajian dan pertemuan tersebut juga digunakan sebagai masukan dalam socio-economic baseline di wilayah
 kerja KFCP. Di dalam pertemuan, para peserta dibagi kedalam dua kelompok diskusi. Kelompok pertama mendiskusikan kondisi wilayah PLG
 di utara dan kelompok yang kedua mendiskusikan kondisi wilayah di selatan (Ibid.). Tiap-tiap kelompok mendiskusikan (Ibid.):
 Berdasarkan hasil pertemuan dengan para ahli, kapasitas
 pengelolaan dan perencanaan desa dinilai masih perlu
 ditingkatkan.
 seksi kesejahteraan sosial. Di setiap desa, jumlah dan jenis seksi-seksi tersebut berbeda-beda tergantung dari kebutuhan desa. Sesuai dengan
 peraturan pemerintah, desa juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, berdasarkan hasil pertemuan dengan para ahli, kapasitas pengelolaan dan perencanaan desa dinilai masih perlu ditingkatkan.
 Meskipun sistem perencanaan pemerintah desa mengharuskan adanya perencanaan jangka menengah dan panjang, pada tahun 2009, sebagian dari desa-desa yang ada di wilayah kerja KFCP belum memiliki perencanaan. Di wilayah utara, hampir seluruh desa belum
 3www.iafcp.co.id
 • Kondisi lingkungan
 • Mata pencaharian
 • Kepemilikan lahan
 • Pengelolaan kebakaran
 • Drainase
 • Kesehatan
 • Lemaga desa formal dan informal
 • Pencetus deforestasi
 • Ancaman dan kesempatan bagi REDD
 • Informasi lain yang diperlukan
 Selama fase persiapan ini, KFCP (melalui CARE) mengadakan pemetaan partisipatif yang mencakup:
 Melalui teknik ‘pemetaan pikiran’, KFCP mengarahkan sejumlah fasilitator lokal untuk menyusun peta tematis berdasarkan hasil observasi mereka. Peta tersebut terdiri dari:
 - Praktik umum pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan dan secara bersamaan dapat mengurangi emisi.
 - Inisiatif rehabilitasi yang berkelanjutan dan efektif secara finansial.
 - Pelibatan masyarakat dalam penutupan kanal.
 - Pencegahan kebakaran yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
 Mengembangkan laporan berdasarkan peta tematis tersebut, dan juga:
 - menyusun laporan pemetaan yang lebih luas di tingkat kabupaten mengenai lembaga pemerintahan, serta
 - melakukan survei socio-economic baseline (laporan ini dapat diunduh di situs resmi IAFCP)3.
 Dari seluruh kegiatan di fase persiapan ini (kunjungan, pertemuan/lokakarya, dan kajian-kajian), KFCP memperoleh informasi mengenai kondisi pemerintahan desa dan kelembagaan adat yang dijelaskan pada bagian berikut ini.
 Pemerintahan Desa
 Kunjungan ke desa dan lokakarya dengan para ahli menghasilkan beberapa temuan penting mengenai pemerintahan desa pada saat KFCP mulai memasuki wilayah kerjanya. Saat itu, tiap desa telah memiliki sistem pemerintahan formal yang dikepalai oleh Kepala Desa. Di bawah Kepala Desa terdapat Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Dusun. Di bawah Sekdes terdapat Kepala Urusan (Kaur). Desa dapat memiliki seksi-seksi tambahan seperti seksi pengelolaan, seksi pengembangan, seksi keuangan/anggaran, seksi urusan umum, dan
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 menyusun RPJM-Desa, kecuali satu desa. Di wilayah selatan, desa-desa telah menyelesaikan RPJM dengan didukung oleh Central Kalimantan Peatland Project (CKPP) dan difasilitasi oleh CARE yang memperkenalkan perencanaan partisipatif kepada masyarakat.
 Lebih lanjut, berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar desa di wilayah KFCP saat itu sedang melangsungkan proses pemilihan kepala desa. Maka dari itu, saat KFCP masuk ke desa-desa tersebut, posisi Kades belum terisi. Di sebagian desa lainnya, Kades telah terpilih
 namun belum dilantik secara resmi. Saat itu, proses pemilihan Kades meningkatkan ketegangan antara beberapa pihak atau kelompok yang ada di desa yang tengah bersaing untuk mengisi posisi Kades.
 Lembaga Formal dan Informal di Desa
 Melalui kunjungan desa dan lokakarya para ahli, diperoleh informasi mengenai beberapa program-program formal yang ada di desa, diantaranya adalah PKK, Posyandu, serta komite sekolah. Selain itu, terdapat juga sejumlah kelompok kerja seperti kelompok petani, peternak, dan nelayan. Sebagian dari kelompok tersebut dibentuk oleh proyek seperti DAK/DR forestry project, kecuali sebagian lainnya, seperti Handil. Kelompok-kelompok yang terbentuk oleh proyek cenderung aktif sepanjang proyek berjalan. Saat itu, program Government Community Empowerment Rural Development (CERD) belum berfungsi di wilayah kerjanya.
 Kelompok diskusi dalam lokakarya melaporkan adanya tiga koperasi simpan pinjam yang terhubung hingga kabupaten4 di Kecamatan Timpah (yang meliputi sebagian dari desa di bagian utara wilayah kerja KFCP). Selain itu, terdapat juga kelompok seni ‘Karangut’, walaupun di tingkat desa kelompok tersebut
 tidak terlalu kuat. Di wilayah selatan, juga teridentifikasi koperasi untuk pekerja perkebunan sawit plasma.
 Selain dari kelompok-kelompok yang disebutkan di atas, para ahli di dalam lokakarya mengidentifikasi beberapa lembaga informal yang ada di desa-desa, diantaranya:
 • Gotong royong, dipraktikkan melalui kelompok bernama Handep. Jenis pekerjaan yang biasa mereka lakukan adalah membersihkan lahan atau merawat tatas bersama.
 • Sandung, pantar, dan/atau sapandu adalah kelompok lokal di desa yang mengelola pemakaman.
 • Karang Taruna.
 • Dukung kampung atau kelompok olahraga desa
 • Kelompok keagamaan seperti kelompok berdoa, kelompok mengaji, kelompok layanan, dan sebagainya5.
 • Partai politik6.
 • Regu Pengendali Kebakaran/Kelompok Masyarakat Pengendali Kebakaran (RPK/KMPK).
 Pada sesi akhir lokakarya, peserta menyimpulkan bahwa kelompok/lembaga yang ada di desa masih belum kuat. Mereka menyatakan bahwa lemahnya kelembagaan
 desa akan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program REDD+ dan KFCP (CARE 2009). Menyikapi temuan ini, KFCP memutuskan untuk memperoleh informasi lebih rinci
 dan mendalam mengenai kapasitas dan cakupan layanan kelompok-kelompok/lembaga-lembaga tersebut melalui socio-economic baseline dan pemetaan kelembagaan desa yang partisipatif.
 Kelompok-kelompok yang terbentuk oleh proyek cenderung
 aktif sepanjang proyek berjalan.
 4Sebagain besar dari koperasi ini berskala kecil.Kelompok-kelompok ad hoc (sementara) dibentuk untuk memperoleh pinjaman dari poyek DR. 5Kelompok-kelompok ini teridentifikasi dari pengamatan lapangan pada saat KFCP memulai pelaksanaan programnya.6Meskipun ditemukan dalam laporan, normalnya, lembaga ini bukan termasuk ke dalam lembaga informal.
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 Laporan kunjungan ke desa juga menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian konflik (untuk isu terkait lahan), yang umumnya diselesaikan dengan cara pihak-pihak yang bertikai menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri. Jika masalah tidak terselesaikan, mereka dapat membawa permasalahan tersebut ke Kades dan Tokoh Masyarakat serta Adat. Seluruh desa melaporkan bahwa permasalahan yang tidak terselesaikan akan dibawa ke kades untuk ditemukan solusinya.
 Kelembagaan Adat di Desa
 Laporan dari lokakarya dengan para ahli menyatakan bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sistem kepemimpinan Dayak, yaitu Kedamangan7. Damang adalah ketua kedamangan yang berposisi di kabupaten, sedangkan di tingkat desa terdapat Mantir Adat. Gambaran mengenai kondisi sistem kelembagaan/kepemimpinan adat tersebut yang diperoleh dari hasil lokakarya dapat dilihat pada poin-poin di bawah ini:
 • Dalam sistem kedamangan, peran Damang dan Mantir adalah untuk mengintervensi dan menyelesaikan masalah/isu yang terkait adat, seperti pernikahan, pembukaan lahan, dan konflik keluarga.
 • Damang dihargai dan menguasai hampir seluruh kehidupan Dayak, khususnya dalam urusan sosial, dan penyelesaian masalah.
 • Secara resmi, pemerintah telah mengakui sistem kedamangan dan berupaya untuk mendukungnya. Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah
 (Perda) No. 16 tahun 2008, mengenai kelembagaan adat. Di bawah regulasi ini, Damang dapat mengeluarkan Surat Keputusan (SK), yaitu dokumen yang menyatakan wewenang seseorang mengenai hak atas kepemilikan/pengelolaan lahan.
 • Di wilayah utara PLG, masyarakat sering (khususnya terhadap Mantir Adat yang lebih tua) menganggap bahwa posisi Mantir Adat lebih tinggi dari Kades.
 • Sistem kepemimpinan adat di desa dan kabupaten cenderung lemah yang dimungkinkan karena terbatasnya anggaran
 yang tersedia untuk kedamangan.
 • Sebelumnya, Damang haruslah memiliki hubungan kuat dengan leluhur Dayak. Namun, hal ini berangsur-angsur berkurang, karena Damang dipilih oleh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Ketua Adat.
 • Tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai mediator isu-isu sosial dapat muncul di desa.
 • Terdapat hal-hal yang tumpang tindih antara peran Damang/Mantir dan Kades/Camat/Bupati yang dapat memicu masalah di antara keduanya.
 Laporan kunjungan ke desa juga menjelaskan mengenai mekanisme
 penyelesaian konflik (untuk isu terkait lahan), yang umumnya diselesaikan
 dengan cara pihak-pihak yang bertikai menyelesaikan masalah di
 antara mereka sendiri
 Lebih lanjut, berdasarkan observasi lapangan dan pemetaan partisipatif, pada saat KFCP baru memperkenalkan programnya (2009-11) di sebagian besar desa, Mantir Adat maupun Dewan Adat Dayak (DAD) Desa sebagai lembaga adat di desa, belum terbentuk. Sebagian kecil desa yang telah memilih Mantir Adat, belum memahami fungsi dan perannya sebagaimana tertera dalam Perda tentang kelembagaan adat (bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian “Dukungan terhadap Kelembagaan Adat”).
 Data dan informasi yang terkumpul mengenai pemerintahan desa, kelembagaan adat desa dan kelompok/lembaga formal maupun
 informal yang dijelaskan di atas, digunakan oleh KFCP untuk membantu desa dalam menentukan lembaga pengelola kegiatan di desa.
 Dalam hal ini, fokus utama KFCP adalah melakukan kajian partisipatif terhadap sebagian besar kriteria-kriteria yang dianggap tepat oleh
 7Perlu dicatat bahwa kepemimpinan adat diformalisasikan dan didukung oleh kebijakan pemerintah. Selain itu, kedamangan yang “tradisional” dilembagakan oleh Belanda pada akhir abad 19 dan awal abad 20 yang dimaksudkan sebagai bagian dari administrasi kolonial (lihat Gerry van Kilken, ‘Dayak ethnogenesis and conservative politics in Indonesia’s outer islands’, dalam: Henk Schulte. Nordholt and Hanneman Samuel (eds), Indonesia in
 Transition: Rethinking ‘Civil Society’, ‘Region’ and ‘Crisis’, pp. 107-28. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. http://ssrn.com/abstract=1030241).
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 warga untuk menentukan lembaga pengelola kegiatan. Sebagian dari kriteria lembaga pengelola tersebut juga harus sesuai dengan persyaratan REDD+ dan kelayakan dari sisi manajemen pengelolaan proyek, dimana salah satu persyaratan/kelayakan tersebut adalah perlunya lembaga untuk memiliki basis legal dalam menyusun perjanjian kerjasama dengan KFCP. Selain itu, fokus KFCP juga untuk membantu
 penyusunan RPJM-Desa bagi desa-desa yang belum memiliki rencana pembangunan. Fasilitasi penyusunan akan dilakukan setelah kades terpilih. Di dalam perumusan RPJM-Desa, para tokoh adat desa mengusulkan untuk mengutamakan dukungan terhadap penguatan pemahaman tugas dan peran Mantir Adat sebagaimana tertuang dalam Perda No.16 Tahun 2008. Dalam musyawarah desa yang terpisah,
 setelah dilakukan pemetaan dan penilaian kelembagaan lokal, desa memutuskan untuk mengelola kegiatan dengan membentuk tim pengelola yang baru. Para tokoh adat dan masyarakat desa selalu disertakan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan KFCP di desa.
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 SEBAGIAN DARI KEGIATAN KFCP DI DESA DIKELOLA SECARA MANDIRI
 OLEH DESA, dan sebagian lagi bersama-sama dengan KFCP. Prinsip
 pengelolaan kegiatan didasari oleh beberapa prinsip, diantaranya adalah
 peningkatan kapasitas dan kemitraan yang setara.
 Selama kegiatan dilaksanakan, KFCP memberikan bantuan teknis, pelatihan, penguatan kapasitas, dan
 pemantauan untuk membantu desa dalam mengelola kegiatan. Prinsip dan mekanisme pengelolaan tersebut diterapkan sebagai uji coba untuk melihat sejauh mana pendekatan dan metode dapat berjalan untuk REDD+. Selain itu, kedepannya diharapkan desa memiliki kapasitas dalam mengelola program yang masuk ke desa secara mandiri.
 Guna mengelola kegiatan KFCP, desa menentukan sendiri kelompok/lembaga pengelola. Pada tahun 2010, penentuan dan pembentukan lembaga/kelompok tersebut diujicobakan di dua desa. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembentukan tersebut dikaji ulang dan diperbaiki (jika perlu) untuk diterapkan dalam membentuk lembaga/kelompok pengelola di lima desa lainnya (dilakukan pada tahun 2011) di wilayah kerja KFCP. Bersamaan dengan pembentukan ini, KFCP juga menyusun Perjanjian
 Desa untuk mengatur kerjasama yang setara antara desa dan KFCP. Perjanjian tersebut ditandatangani dan disahkan pada Januari 2012 dan berlaku hingga pertengahan 2013. Di beberapa desa, proses pemilihan tim pengelola kegiatan di desa mengalami perubahan, karena proses pembentukannya dipengaruhi oleh situasi politik-ekonomi desa. KFCP berupaya untuk menemukan cara guna menjembatani berbagai perbedaan pendapat dan ketertarikan dari berbagai kelompok yang ada di desa.
 Bagian ini akan membahas mengenai tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KFCP dan desa dalam menentukan lembaga perwakilan desa untuk mengelola kegiatan KFCP desa. Tahapan kegiatan tersebut terdiri dari pemetaan/kajian, pembentukan tim pengelola, beserta pembelajaran, perubahan dan perbaikan cara atau pendekatan. Susunan kelembagaan yang diterapkan dalam kelompok/lembaga pengelola dimaksudkan agar desa dapat membentuk cabang dari kerangka REDD+ nasional ataupun sub-nasional. Dalam hal ini, manfaat bersama yang diterima oleh warga desa adalah pengalaman yang berguna untuk mengelola kegiatan atau program yang ada di desa.
 2.1 Menentukan Bentuk Tim Pengelola
 Penentuan lembaga/kelompok yang akan mengelola program KFCP di desa diawali dengan
 melakukan berbagai kajian dan pertemuan dengan para ahli (lihat: Pendahuluan). Dari hasil kajian dan
 pertemuan tersebut, KFCP kemudian melakukan kajian kelembagaan lokal yang ada di desa secara partisipatif
 Membentuk dan Menguatkan Tim Pengelola di Desa

Page 20
						
						

KFCP | Dukungan Penguatan Kelembagaan Bagi Desa dalam Mengelola Kegiatan REDD+18
 untuk mengidentifikasi dan menilai kapasitas lembaga formal maupun informal yang ada di desa. Hasil dari pemetaan dan penilaian ini
 didiskusikan dengan warga desa melalui musyawarah desa (Musdes) agar mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan memutuskan
 lembaga/kelompok mana yang akan digunakan untuk mengelola kegiatan KFCP di desa.
 Kajian Lembaga Lokal
 Kajian ini bertujuan untuk memetakan dan menilai keberadaan dan kapasitas lembaga di desa, termasuk kelembagaan adat dan kelompok kerja (misal: kelompok tani), yang dilakukan oleh KFCP bersama-sama dengan desa di ketujuh desa8. Selain itu, KFCP juga mengkaji mekanisme dan sistem pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk melihat potensi penerapan konsep dan prosesnya bagi pengelolaan program KFCP di desa. Program PNPM merupakan program yang sudah cukup dikenal dan diterima luas oleh banyak desa di Indonesia, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi KFCP. Dalam pengelolaan program di desa, KFCP tidak memposisikan diri sebagai pihak yang mengatur, melainkan sebagai pihak yang memberikan dukungan agar desa dapat menggunakan lembaga/kelompok yang dikenal atau diketahui oleh sebagian besar warga desa.
 Pada prinsipnya, proses penentuan kelompok/lembaga pengelola ini merupakan uji coba mekanisme pembayaran. Dokumen program KFCP menyebutkan bahwa mekanisme pembayaran haruslah sesederhana mungkin (tetapi tidak disederhanakan) untuk mengurangi biaya transaksi dan memfasilitasi pengawasan (IAFCP 2009). Pengembangan mekanisme tersebut dapat dilakukan -jika memungkinkan- dengan menggunakan dan mengembangkan lembaga dan sistem yang telah ada. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan agar program tidak perlu menciptakan kelompok/
 Selain itu, KFCP juga mengkaji
 mekanisme dan sistem pengelolaan Program Nasional
 Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
 untuk melihat potensi penerapan konsep dan prosesnya bagi
 pengelolaan program KFCP di desa.
 lembaga baru yang tidak dikenal oleh warga desa. Hal ini juga diperkuat oleh hasil lokakarya para ahli, yang menyatakan bahwa lemahnya kelembagaan di tingkat desa akan menjadi kendala bagi program, dan untuk itu desa dapat memilih lembaga (atau bentuk lembaga) yang mewakilkan warga desa termasuk kelompok rentan (CARE 2009a).
 Menurut laporan Hasil Penilaian Kelompok (KFCP 2011), pengkajian terhadap lembaga lokal (melalui CARE) dilakukan dalam beberapa tahapan:
 Mengidentifikasi semua kelompok dan lembaga yang ada di desa bersama dengan warga desa.
 Melakukan verifikasi kelompok dan lembaga yang teridentifikasi dengan melibatkan:
 - Kepala Desa atau yang mewakili.
 Verifikasi oleh kepala desa merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa kelompok yang dinilai adalah kelompok yang aktif melaporkan pekerjaan maupun kinerjanya, baik secara tertulis maupun verbal, kepada Pemerintahan Desa.
 - Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
 Umumnya, PPL mengetahui kelompok-kelompok yang aktif di desa, khususnya kelompok yang termasuk ke dalam sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok rentan yang ada di desa.
 8Sesudah terjadi pemekaran pada tahun 2013, jumlahnya menjadi sembilan desa.
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 Mengukur kapasitas kelompok/lembaga yang terverifikasi dengan menggunakan instrumen penilaian Pengukur Kapasitas Kelembagaan. Instrumen ini dipilih karena mudah digunakan, fleksibel, serta memiliki spektrum penilaian yang luas. Instrumen ini berupa kuesioner tertutup yang diberikan kepada perwakilan pengurus dan anggota kelompok yang teridentifikasi melalui wawancara dan diskusi.
 Hasil penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok yang teridentifikasi dibentuk tanpa melalui forum keputusan yang partisipatif karena berbagai sebab. Misalnya, kelompok tani dibentuk untuk mengorganisasikan kegiatan para petani dan tidak merepresentasikan kelompok lain. Begitupun juga dengan kelompok handil, hanya mewakili warga yang mengerjakan handil, bukan warga desa secara keseluruhan. Selain itu, kelompok-kelompok tersebut juga belum terorganisir, baik dari perspektif
 administrasi ataupun transparansi. Lebih lanjut, di desa juga belum ada kelompok adat yang memiliki struktur jelas, dan sebagian besar desa belum memilih Mantir Adat. Adapun kelompok yang cukup terorganisir, kegiatannya terfokus pada pembangunan infrastruktur desa, bukan lingkungan ataupun pengembangan mata pencaharian (KFCP 2011).
 Kajian terhadap pengelolaan PNPM memberikan informasi mengenai mekanisme pengelolaan
 PNPM di desa. Pengelolaan kegiatan PNPM dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Sedangkan, penyaluran dana kegiatan dikoordinasikan oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang berada di kecamatan. Anggota TPK merupakan warga desa yang dipilih melalui musyawarah desa. Struktur TPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Jika diperlukan, TPK dapat menambah anggota sesuai dengan kebutuhan desa9.
 Konsultasi Hasil Penilaian Melalui Musyawarah Desa
 Di dalam pertemuan, didiskusikan juga mengenai tujuan
 penggunaan kelompok lokal
 sebagai tim pengelola beserta kriteria dan
 persyaratannya.
 Hasil penilaian lembaga lokal didiskusikan oleh KFCP dengan desa. Mulanya, KFCP mengadakan pertemuan dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat/adat untuk memperoleh masukan dan merencanakan pembahasan dengan warga desa. Proses yang penting ini merupakan bagian dari penghargaan terhadap kebiasaan lokal dimana proses konsultasi didahului oleh pembicaraan dengan para tokoh lokal sebelum dilakukan secara luas. Di dalam pertemuan, didiskusikan
 juga mengenai tujuan penggunaan kelompok lokal sebagai tim pengelola beserta kriteria dan persyaratannya.
 Namun demikian, tidak di semua desa KFCP dapat bertemu dengan staf pemerintah desa yang berwenang (Kepala Desa). Di salah satu desa, proses pemilihan Kepala Desa masih berlangsung dan posisi Kepala Desa masih kosong, sehingga KFCP melakukan sebagian besar koordinasi dengan Badan Perwakilan Desa (BPD).
 Hasil Kesepakatan Desa
 KFCP melakukan pembahasan hasil penilaian dengan warga desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh berbagai kalangan seperti pemerintah desa, BPD, mantir adat, serta warga desa lainnya. Berbagai pihak dilibatkan dalam musyawarah untuk memperoleh lebih banyak masukan dan pendapat, sehingga hasil pembahasan dapat mewakili pandangan desa. Tetapi, di sebagian desa, jumlah warga desa yang mengikut musyawarah tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena warga yang tinggal cukup jauh dari lokasi musyawarah tidak dapat hadir dengan alasan sulitnya transportasi. Untuk mengatasi hal ini, peserta musyawarah diminta untuk menginformasikan hasil musyawarah kepada warga yang tidak hadir. Fasilitator KFCP yang tinggal di desa berupaya melakukan hal yang sama. Di desa lainnya, musyawarah desa harus dijadwal ulang beberapa kali, karena sebagian besar warga sedang bekerja di luar desa.
 9Wawancara dengan staf KFCP, Juni 2013, Kapuas.
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 Pada mulanya, isu utama yang muncul diawal musyawarah adalah kekhawatiran warga bahwa KFCP akan mengubah status dan mengambil alih lahan mereka. Menurut beberapa warga, salah satu
 alasan kekhawatiran tersebut muncul karena pengalaman mereka dengan program sebelumnya yang serupa dengan program KFCP. Menyikapi hal ini, KFCP menjelaskan bahwa tidak akan terjadi pengambil-alihan
 ataupun pengubahan status lahan. Setelah warga menerima penjelasan KFCP, pembahasan berlanjut pada kriteria dan persyaratan lembaga pengelola, diantaranya:
 memiliki komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa dan warga masyarakat;
 memiliki sistem administasi yang baik;
 melibatkan warga di semua tahapan kegiatan tanpa terkecuali;
 mengelola kesepakatan secara partisipatif; dan
 memiliki manajemen pengelolaan yang transparan dan akuntabel di seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan verifikasi.
 Umumnya, tanggapan yang muncul dari peserta musyawarah mengenai lembaga/kelompok yang teridentifikasi dalam penilaian lembaga lokal adalah (KFCP 2012):
 Beberapa kelompok yang teridenitifikasi dalam penilaian lembaga lokal cenderung berpihak kepada kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan di desa.
 Beberapa kelompok yang ada kurang melibatkan warga dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
 Pemberdayaan beberapa kelompok/lembaga berfokus pada anggota-anggotanya, dan kurang mengembangkan kebutuhan warga desa secara luas.
 Dikarenakan ketiga hal di atas, muncul ketidakpercayaan di antara warga desa terhadap sebagian dari kelompok/lembaga yang teridentifikasi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ketujuh desa memutuskan untuk membentuk kelompok baru
 guna mengelola kegiatan KFCP di desa. Sebagian besar warga berpendapat bahwa kelompok yang baru ini diharapkan dapat menghindari dominasi beberapa pihak yang ada di desa terhadap pemerataan manfaat dari kegiatan KFCP kepada seluruh warga
 desa. Menanggapi keputusan ini, KFCP merekomendasikan untuk menggunakan struktur yang serupa dengan TPK yang digunakan oleh PNPM dan desa menyetujuinya. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu:
 - Struktur TPK sudah pernah ada di desa sehingga warga sudah terbiasa dengannya.
 - Struktur TPK cukup sederhana.
 - Anggota TPK dipilih dari warga desa melalui musyawarah desa.
 Namun, ada beberapa hal dari TPK-PNPM yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan program KFCP, diantaranya:
 - Menambahkan Tim Pengawas (TP) sebagai pengawas TPK, agar pengelolaan kegiatan KFCP berjalan dengan transparan dan akuntabel.
 - Pengelolaan dana kegiatan dilakukan oleh TPK, berbeda dengan TPK-PNPM yang dikelola oleh UPK di kecamatan. Mekanisme ini diterapkan agar desa memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dana program.
 Desa menetapkan bahwa TPK dan TP akan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Kedua tim tersebut hanya bersifat sementara namun memiliki potensi untuk menjadi lembaga pengelola REDD+ yang permanen di tingkat desa. Untuk memudahkan penyebutan nama, terminologi TPK/TP digunakan sebagai nama tim pengelola program KFCP di desa.
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 Setelah desa memutuskan untuk membentuk TPK dan TP sebagai tim pengelola kegiatan KFCP di desa, KFCP dan desa melanjutkan diskusi untuk menentukan struktur, fungsi dan tugas TPK dan TP. Berdasarkan hasil diskusi, struktur TPK dan TP dibuat sederhana (lihat: Gambar 1). TPK berperan sebagai pengelola kegiatan, dan TP mengawasi jalannya pengelolaan oleh TPK. Baik TPK maupun TP melaporkan pekerjaannya kepada Kades (KFCP 2012).
 2.2 Menyusun Struktur, Fungsi dan Tugas TPK/TP
 Gambar 1 menunjukkan struktur TPK yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Baik pada TPK maupun TP, desa dapat menambah anggota jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan desa. Biasanya, penambahan terjadi karena
 banyaknya jumlah kegiatan dan atau luasnya wilayah yang harus dikelola. Pada fase pelaksanaan kegiatan skala besar, terdapat lebih banyak desa yang menambah anggota TPK maupun TP untuk membantu pengelolaan kegiatan.
 TP tidak memilik struktur berjenjang, hanya terdiri dari anggota-anggota. Garis putus-putus pada gambar 1 menunjukkan fungsi KFCP dalam memberikan peningkatan kapasitas melalui pelatihan-petihan dan pendampingan intensif, baik kepada
 Pembelajaran Kunci:
 1. Pendekatan partisipatif perlu diterapkan dalam penentuan bentuk lembaga pengelola kegiatan di desa, mulai dari tahap pengkajian, penilaian, hingga pengambilan keputusan. Melalui pendekatan ini, dapat diperoleh kriteria lembaga pengelola yang sesuai dengan kebutuhan warga desa. Tetapi, jika kegiatan yang akan dikelola oleh desa merupakan program percontohan REDD+, kriteria tersebut perlu disesuaikan dengan persyaratan REDD+ dan prinsip pengelolaan pelaksanaan program (program management).
 2. Penggunaan tim pengelola kegiatan desa merupakan bagian dari mekanisme pembayaran. Penggunaan dan pengembangan lembaga yang ada di desa atau bentuk lembaga yang dikenal oleh desa sebagai tim pengelola dapat menjadi salah satu cara untuk merancang mekanisme pembayaran yang sederhana.
 Forum Komunikasi
 Antar Daerah (FKAD)
 Pokja REDD+ Kabupaten
 KFCP
 Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
 Kelompok Kerja
 Kelompok Kerja
 Kelompok Kerja
 Tim Pengawas (TP)
 Desa Lembaga Adat
 Koordinasi
 Pengawasan
 Peningkatan kapasitas, pelatihan dan dampingan teknis.
 Gambar 1. Struktur TPK/TP
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 Pada saat uji coba pembentukan TPK di dua desa, salah satu desa menginginkan agar anggota TPK berasal dari kalangan pemerintah desa. Mereka beralasan bahwa staf pemerintah desa lebih berpengalaman dalam mengelola program di desa. Pihak yang mengajukan usul tersebut cukup memiliki pengaruh kuat di desa, sehingga sebagian besar peserta musyawarah menyetujuinya. Saat pembentukan TPK di lima desa lainnya, salah satu desa juga mengajukan hal yang sama, tetapi pihak yang mengajukan tersebut tidak terlalu kuat sehingga sebagian besar warga tidak menyetujuinya. Menyikapi hal ini, KFCP berusaha untuk menjelaskan kembali bahwa pemerintah desa dapat terlibat dalam program
 sebagai anggota TP, sehingga pengelolaan kegiatan dapat diserahkan kepada warga desa. Namun, keputusan tertinggi ada pada musyawarah desa. Jika program memaksakan mekanisme yang tidak disetujui oleh sebagian besar warga,
 maka akan memicu ketegangan. Tetapi, melalui pendampingan yang terus menerus dan peningkatan kapasitas, pada saat kegiatan KFCP dilakukan dalam skala besar, anggota-anggota TPK yang mulanya memiliki posisi sebagai staf
 pemerintahan desa mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan desa dan fokus pada kegiatan KFCP.
 Kotak 1
 TPK/TP, lembaga desa, pemerintah desa, FKAD maupun Pojka REDD+. Selain itu, KFCP juga melakukan pengawasan/monitoring bersama dengan TP guna memastikan perjanjian kerjasama (Perjanjian Desa dan Paket Pekerjaan) terpenuhi.
 Selain mengenai struktur, fungsi dan peran TPK/TP, desa juga menentukan syarat-syarat lain terkait keanggotaan TPK dan TP, diantaranya adalah syarat keanggotaan, jumlah anggota, dan keterwakilan perempuan. Dalam proses ini, KFCP berperan untuk
 memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. Pihak yang berwenang untuk menetapkan syarat-syarat tersebut adalah desa. Lebih jelasnya, syarat-syarat terkait keanggotaan yang dimaksud dijelaskan dalam poin-poin di bawah ini (KFCP 2012):
 Syarat Keanggotaan TPK
 Para pihak di desa menyepakati bahwa anggota TPK harus berasal dari warga desa yang terpilih dalam forum desa. Setiap warga desa berhak mencalonkan diri untuk menjadi anggota TPK dan akan dipilih oleh warga desa berdasarkan suara terbanyak. Mekanisme ini diberlakukan agar setiap warga desa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota TPK. Secara keseluruhan, kesepakatan mengenai syarat keanggotaan TPK sama untuk setiap desa. Namun, di awal pembentukan TPK, dua desa menginginkan syarat keanggotaan yang berbeda (lihat: Kotak 1).
 Syarat Keanggotaan TP
 Desa sepakat untuk memilih anggota-anggota TP dari kalangan yang dihormati di desa, seperti pemerintahan desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya. Kesepakatan tersebut ditentukan dalam forum musyawarah desa. Desa berpendapat bahwa untuk menjadi pengawas kegiatan diperlukan sosok yang disegani oleh warga desa. Ini merupakan bagian dari tujuan jangka panjang KFCP, sebagai sebuah program uji coba, untuk menguatkan kemampuan tata kelola dan manajemen desa. Kedepannya, desa diharapkan dapat memenuhi persyaratan tata kelola dan dapat mengurangi kekeliruan dalam pengelolaan program REDD+ lainnya.
 Jumlah Anggota TPK dan TP
 Baik TPK maupun TP berjumlah minimal tiga orang. TPK terdiri dari ketua, bendahara dan sekretaris. Seperti dijelaskan sebelumnya, TPK dapat menambah orang sebagai anggota untuk membantu pengelolaan kegiatan. Begitupun juga untuk TP, desa dapat menambahkan anggota sesuai dengan kesepakatan desa. Penambahan tersebut umum terjadi saat desa melakukan kegiatan dalam skala besar atau untuk desa yang wilayahnya luas. Contohnya, salah satu desa
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 terdiri dari tujuh RT yang terletak berjauhan. Untuk mencapai salah satu RT, diperlukan transportasi air dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit. Oleh karena itu, desa memutuskan untuk menambah anggota TPK/TP yang mewakili RT tersebut.
 Namun demikian, pada saat uji coba pembentukan TPK/TP, beberapa pihak dapat menginginkan untuk terlibat, meskipun jumlah anggota yang terpilih sudah mencukupi. Di salah satu desa, satu kelompok warga ingin seluruh anggotanya terlibat dalam keanggotaan TP. Jika hal ini dipenuhi, jumlah anggota TP akan lebih banyak dari yang diperlukan. Menyikapi hal ini, KFCP menjelaskan manfaat dan resiko jika anggota TP terlalu banyak. Namun, keputusan tetap dipegang oleh warga desa. Meskipun desa memutuskan untuk menambah jumlah TP, KFCP tetap melakukan pendampingan intensif dan peningkatan kapasitas. Sehingga, seiring dengan berjalannya kegiatan, para anggota TP dapat memahami bahwa kelebihan jumlah anggota menyebabkan tidak efektifnya peran dan tugas TP.
 Keterwakilan Perempuan
 KFCP menekankan pentingnya melibatkan perempuan baik sebagai anggota TPK maupun TP. Untuk itu, KFCP menentukan kuota keterwakilan perempuan dalam keanggotaan TPK dan TP sebesar 30%. Baik pada tahap uji coba di dua desa maupun tahap pembentukan di lima desa lainnya, peserta musyawarah menyatakan keberatan dengan kuota ini, dengan alasan sulit untuk mencari perempuan yang berminat dan memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas TPK/TP. Mengatasi hal ini, KFCP mendorong warga desa untuk mencoba menerapkan kuota ini, dan menekankan bahwa akan ada peningkatan kapasitas bagi anggota TPK/TP baik laki-laki maupun perempuan.
 Salah satu kendala yang muncul selama proses penyusunan struktur, fungsi dan peran TPK/TP adalah kehadiran warga desa dalam Musdes. Hal ini terjadi saat uji coba pembentukan TPK/TP ketika program KFCP baru dimulai dan warga desa masih mempelajari program tersebut. Tidak semua warga dapat menghadiri Musdes, terlebih lagi kelompok rentan. Adapun kelompok rentan yang hadir, mereka masih belum memberikan masukan dan pendapatnya. Saat itu, mayoritas peserta yang lebih
 banyak mengeluarkan pendapat adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh di desa. Meskipun KFCP mengajak mereka untuk lebih aktif, mereka masih sulit untuk berbicara di depan banyak orang. Belajar dari tahap uji coba, saat pembentukan TPK/TP di lima desa lainnya, KFCP terus berupaya untuk meningkatkan jumlah peserta dari berbagai kelompok warga, salah satunya dengan cara menambah media sosialisasi seperti pengumuman melalui tempat ibadah dan pemberian informasi di tempat warga
 biasa berkumpul (misal: warung)10.
 Kedepannya, untuk meningkatkan cakupan konsultasi dengan warga desa pada kegiatan yang lain, KFCP memfasilitasi kelompok-kelompok diskusi khusus, seperti kelompok perempuan dan kelompok rentan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk agar mereka merasa nyaman dan terbuka dalam menyampaikan pendapat. Umumnya, mereka cenderung pasif jika berada di dalam forum besar, karena tidak terbiasa berbicara di depan publik.
 Pembelajaran Kunci:
 1. Pada awal pembentukan TPK, meskipun warga sudah menyepakati syarat-syarat keanggotaan TPK, terdapat kemungkinan munculnya keinginan/permintaan dari beberapa kelompok warga agar staf pemerintahan desa menjadi anggota. Hal ini dapat terjadi di desa dengan pengaruh pemerintahan desa yang kuat dalam penentuan keputusan. Dalam hal ini, keputusan tetap perlu diserahkan kepada forum desa. Jika program memaksakan penerapan suatu mekanisme yang ditentang oleh kelompok yang cukup kuat, hal itu akan memicu ketegangan di desa. Tetapi, seiring dengan berjalannya kegiatan dan diiringi dengan pendampingan serta peningkatan kapasitas, berbagai kelompok di desa mulai
 10Wawancara dengan staf KFCP, Juni 2013, Kapuas.
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 memahami pentingnya kemandirian TPK dalam menjalankan peran dan fungsinya. Warga juga mulai dapat membedakan fungsi pengelolaan oleh TPK dan fungsi pemantauan oleh pemerintahan desa.
 2. Guna mendorong pelibatan perempuan dalam keanggotaan TPK/TP, program dapat menerapkan kuota keterlibatan perempuan yang harus dipenuhi oleh desa. Selain itu, program juga perlu membantu desa untuk mencari dan menerapkan mekanisme/ strategi kreatif untuk mengundang lebih banyak perempuan agar aktif dalam kegiatan.
 3. Peningkatan kinerja TPK/ TP dalam mengelola dan mengawasi kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengalaman bekerja dalam organisasi, pengalaman mengelola program, tingkat pendidikan, luasan wilayah kerja, dukungan yang diberikan oleh program dan sebagainya. Maka dari itu, upaya-upaya peningkatan kapasitas perlu disesuaikan berdasarkan faktor-faktor tersebut.
 4. Pada awal pelaksanaan program, tidak semua warga dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam pemilihan anggota TPK/TP. Mulanya, mereka akan melihat dan menilai bagaimana program dijalankan dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka. Setelah warga melihat dan memperoleh pengalaman positif dari program, mereka akan menunjukan ketertarikan untuk terlibat dalam program. Namun, hal tersebut harus ditunjang dengan perhatian yang berkelanjutan dan upaya-upaya kreatif lainnya dari program untuk meningkatkan partisipasi (misalnya dengan mengadakan pertemuan dalam kelompok-kelompok kecil). Melalui penerapan strategi tersebut, program dapat melihat kemajuan dari tahun ke tahun, khususnya pada saat mengenalkan kegiatan atau pendekatan baru.
 Berdasarkan kesepakatan desa, anggota-anggota TPK berasal dari warga desa yang akan dipilih melalui suara terbanyak dalam forum musyawarah desa. Sedangkan anggota-anggota TP terdiri dari para tokoh desa dan adat yang ditentukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Di beberapa desa, pemilihan anggota-anggota TPK/TP dapat diselesaikan dalam satu kali pemilihan. Sementara beberapa desa lainnya memerlukan lebih dari
 2.3 Memilih Anggota TPK dan TP
 satu kali putaran pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memilih anggota-anggota TPK/TP diperlukan alokasi waktu yang cukup panjang, karena tidak semua desa dapat menyelesaikannya dalam jangka waktu yang sama, tergantung dari ketersediaan waktu warga desa.
 Dalam hal keterwakilan perempuan, meskipun kuota sebesar 30% untuk perempuan telah ditetapkan, para kandidat perempuan masih
 kalah suara jika disandingkan dengan kandidat laki-laki. Hal tersebut mungkin terjadi karena tidak banyak perempuan di desa yang mencalonkan diri dan biasa menduduki posisi kepemimpinan. Kondisi dan sebab yang sama juga terjadi dalam keterwakilan perempuan dalam TP. Menyikapi hal tersebut, beberapa desa menerapkan strategi berikut ini, khususnya dalam pemilihan TPK11:
 Mengadakan satu putaran pemilihan khusus untuk perempuan.
 Menetapkan perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota TPK.
 11Wawancara dengan staf KFCP, Juni 2013, Kapuas.
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 Proses pemilihan TPK/TP bukanlah suatu proses yang singkat dan mudah. Meskipun sudah diujicobakan, dan mekanisme pemilihan sudah disepakati, tidak semua pemilihan berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, kontroversi pemilihan tim seperti ini sering terjadi dalam program pembangunan yang lain, termasuk PNPM, dimana berbagai kepentingan yang berbeda mencari atau menolak partisipasi dari luar (Barron, Diprose and Woolcock 2011). Hal-hal dibawah ini merupakan faktor yang mempengaruhi jalannya dan hasil musyawarah, yang terjadi baik pada tahap uji coba di dua desa, maupun pembentukan di lima desa lainnya:
 Situasi Politik Desa Pada Awal Pelaksanaan Program KFCP
 Pada saat KFCP baru memulai kegiatannya di desa, posisi kepala desa di beberapa desa masih kosong. Kekosongan tersebut telah menimbulkan ketegangan antara kelompok-kelompok yang ada di desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Di salah satu desa lainnya, terjadi ketidaksepahaman antara pemerintah desa dengan suatu kelompok yang memiliki pengaruh yang cukup kuat di desa. Tiap-tiap pihak berpengaruh kuat di desa dan memiliki pendukungnya masing-masing. Pihak-pihak tersebut berusaha agar sebagian besar anggota TPK maupun TP berasal dari pihak mereka. Keadaan ini menyebabkan pemilihan berjalan alot. Di desa lain, yang kepala desanya memiliki pengaruh yang cukup kuat, musyawarah desa menyetujui setiap nama yang diajukan kepala desa untuk menjadi anggota TP, sebagai jalan tengah.
 Selain itu, jumlah anggota TP dapat berkembang dari tiga hingga menjadi 10 orang dan selalu mengikutsertakan tokoh adat. Hal ini terjadi karena di beberapa desa, kelompok- kelompok yang ada ingin terwakili di dalam TP. Dinamika yang terjadi akibat transisi kepemimpinan pemerintahan desa seperti ini merupakan pembelajaran yang penting bagi program REDD+ lainnya. Namun, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kondisi politik lokal seperti ini tidak umum terjadi di program pembangunan lainnya, karena program KFCP dianggap sebagai sumber baru di desa (ibid.). Penguasaan terhadap sumber baru ini tidak hanya menjadi tujuan pemimpin lokal yang diakibatkan oleh penerapan proses pengambilan keputusan yang top-down selama puluhan tahun, tetapi juga sebagai salah satu cara untuk memperoleh dukungan dari kelompok tertentu, dan dari pihak lawan.
 Kekerabatan Antar Pihak-pihak yang Memiliki Pengaruh Kuat di Desa
 Di sebagian desa, struktur sosial ditandai dengan sistem kekerabatan yang cukup kuat dimana beberapa kelompok keluarga yang memiliki pengaruh menjadi bagian dari pemerintahan desa. Oleh karena itu, pada beberapa kasus, anggota-anggota TPK maupun TP yang terpilih merupakan orang-orang yang cukup dekat dengan pemerintah desa. Lebih lanjut, di beberapa desa kecil, dimana jaringan cukup kompleks dan setiap orang saling mengenal, cukup sulit untuk mencari kandidat yang bersedia mengambil posisi seperti itu, yaitu memiliki kemampuan untuk menguatkan dan membangun, dan berasal dari luar jaringan tersebut.
 Kepercayaan Warga
 Pada tahap uji coba, dalam musyawarah, sebagian desa menunjukkan sikap tidak percaya kepada KFCP karena pengalaman desa dari program lain yang pernah dijalankan sebelumnya dan perubahan status lahan untuk aktivitas penebangan kayu. Umumnya mereka meyakini KFCP akan mengubah status dan kepemilikan lahan, meskipun KFCP bukan merupakan proyek berbasis konsesi. Di salah satu desa, beberapa lembaga yang ada memberikan informasi yang memperuncing situasi tersebut, walaupun hal itu bukan tujuan dari KFCP. Oleh karenanya, proses pemilihan yang sedang berjalan terpengaruh oleh kecurigaan-kecurigaan yang timbul kepada KFCP. Menyikapi hal ini, KFCP menjelaskan kembali tujuan dan capaian yang ingin diperoleh dalam melaksanakan program di desa. Keputusan terlibat atau tidak terlibat dalam program KFCP, diserahkan sepenuhnya kepada musyawarah desa. Lalu, desa memutuskan tetap terlibat dalam program KFCP.

Page 28
						
						

KFCP | Dukungan Penguatan Kelembagaan Bagi Desa dalam Mengelola Kegiatan REDD+26
 Pada periode perjanjian desa 2012-13, setelah anggota-anggota TPK terpilih, posisi ketua, sekretaris dan bendahara TPK ditentukan secara internal oleh anggota-anggota TPK. Namun, pada periode perjanjian desa 2013-14, di beberapa desa warga menginginkan penentuan posisi-posisi tersebut dilakukan oleh warga desa
 melalui musyawarah desa. Maka dari itu, setelah anggota-anggota TPK terpilih, desa mengadakan musyawarah desa lanjutan untuk menentukan posisi-posisi dalam kepengurusan TPK. Warga berpendapat bahwa mekanisme
 tersebut dapat meningkatkan transparansi, keterbukaan, serta kepercayaan warga terhadap TPK.
 Penting untuk dijadikan catatan bahwa perubahan tersebut berlaku bagi desa yang menginginkannya. Maka dari itu, perubahan peraturan tersebut tidak berlaku bagi seluruh desa. Hal ini adalah catatan penting bagi program,
 dimana dinamika sosial dan politik tiap-tiap desa akan berbeda-beda, sehingga tidak seluruh peraturan dapat diterapkan secara merata. Namun, peraturan-peraturan tersebut tetap mengacu pada standar-standar safeguards
 dalam pengelolaan program REDD+.
 Kotak 2
 Pembelajaran Kunci:
 Di sebagian desa, proses pemilihan anggota tim pengelola dan pengawas kegiatan dapat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat.
 Kondisi Geografis Desa pada Awal Pembentukan TPK/TP di Lima Desa
 Banyak warga di beberapa desa yang bekerja diluar biasanya di penambangan emas yang tidak berijin. Ketidakhadiran warga tersebut menyebabkan jadwal pemilihan harus diubah dan disesuaikan dengan ketersediaan waktu warga. Namun, di setiap pertemuan, KFCP berupaya lebih untuk menjangkau sebanyak mungkin warga.
 Keterwakilan Kelompok Marjinal
 Di beberapa desa, sebagian warga yang tidak aktif memberikan pendapat ataupun masukan dalam musyawarah desa ternyata memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan yang tergolong rendah. Mereka juga tidak berani untuk mencalonkan diri sebagai anggota TPK/TP sehingga KFCP perlu mendukung mereka untuk lebih aktif. Namun, upaya seperti ini tidak secara langsung berhasil karena memerlukan proses dan waktu yang lama. Di salah satu desa lainnya, sebagian besar warga sudah mengenyam pendidikan tinggi, dan pada musyawarah desa, mereka aktif memberikan masukan.
 Pembelajaran yang diperoleh dari penetapan anggota TPK dan TP pada periode Perjanjian Desa 2012-13 digunakan oleh desa untuk memperbaiki mekanisme pemilihan anggota TPK/TP untuk Perjanjian Desa tahun 2013-14. Contoh pembelajaran yang diterapkan oleh desa dapat dilihat dalam kotak 2 di bawah ini.
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 2.4 Menguatkan Kapasitas Tim Pengelola
 KFCP membantu pengembangan kapasitas TPK/TP melalui beberapa cara, diantaranya melalui pelatihan, praktik lapangan atau on the job training, penyediaan buku-buku panduan, serta pendampingan intensif.
 Pelatihan
 Pelatihan-pelatihan yang telah diberikan mencakup: (1) konsep REDD+, (2) tugas pokok dan fungsi TPK dan TP, (3) resolusi konflik, (4) mekanisme keluhan (grievance mechanism), (5) verifikasi teknis, sosial dan lingkungan (Tular 2012). Selain itu, diberikan juga pelatihan administrasi dan pengelolaan keuangan yang terdiri dari (KFCP 2012):
 Petunjuk teknis pengadaan barang dan petunjuk pelaksanaan pembayaran.
 Alur hibah (AusAid sampai Desa) dan mekanisme pembayaran dana hibah.
 Mekanisme rekrutmen tenaga kerja.
 Mekanisme pelaporan keuangan dan pembukuan.
 Pelatihan administrasi.
 Narasumber pelatihan berasal dari berbagai instansi seperti dinas pemerintahan terkait dari Kabupaten Kapuas, lembaga adat, LSM, universitas, dan staf ahli KFCP. Peserta pelatihan yang telah dilatih oleh KFCP pada tahap uji coba pembentukan TPK/TP juga menjadi pelatih bagi anggota TPK/TP di desa lainnya. Seluruh pelatihan diberikan melalui metode dan bahasa yang disesuaikan dengan kapasitas anggota TPK/TP.
 Praktik Lapangan
 Praktik lapangan atau on the job training merupakan media bagi TPK/TP untuk berlatih mengelola kegiatan secara langsung. Praktik lapangan dilakukan dalam kegiatan uji coba skala kecil yang diantaranya terdiri dari:
 Penanaman hutan rawa gambut.
 Penabatan tatas.
 Sekolah Lapang Karet (SLK).
 Membuat palisade dan jaring rotan untuk kegiatan terkait perbaikan hidrologi hutan rawa gambut.
 Selama praktik lapangan dalam kegiatan uji coba program KFCP, para anggota TPK/TP belajar berbagai hal seperti:
 • penggunaan media informasi guna menyebarkan berita kepada warga desa,
 • pengorganisasian warga desa ke dalam kelompok-kelompok kerja,
 • koordinasi dengan pemerintahan desa dan dinas pemerintahan lainnya,
 • pengadaan material,
 • pengelolaan dana kegiatan beserta pendistribusiannya,
 • pembuatan laporan kegiatan dan laporan keuangan, dan
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 • cara mengawasi dan memverifikasi kegiatan sebelum pembayaran dilakukan, sebagai pemenuhan standar dan indikator pencapaian yang telah disepakati.
 Lebih lanjut, mereka juga belajar memahami penerimaan warga terhadap program KFCP, cara untuk meningkatkan partisipasi warga dalam program KFCP (melalui penyebarluasan informasi dan pelibatan lebih banyak kelompok warga dalam proses pengambilan keputusan), serta menangani berbagai ketegangan dan tantangan yang timbul selama kegiatan dijalankan.
 Pendampingan Teknis
 Untuk mendampingi TPK/TP di desa, KFCP menempatkan staf lapangan di tiap-tiap desa. Untuk desa-desa dengan wilayah luas, KFCP juga menempatkan staf di tiap dusun. Selain staf lapangan khusus untuk desa, KFCP juga memiliki staf teknis yang rutin memberikan pendampingan intensif kepada warga, khusus pada bidang-bidang teknis seperti teknik penanaman, pembibitan, penabatan tatas, dan sebagainya. Pendampingan dilakukan pada siang dan malam hari, tergantung dari ketersediaan waktu warga desa. Sebagai contoh, pada saat melakukan penanaman, dikarenakan lokasi yang jauh dan memerlukan biaya transportasi yang tinggi, sebagian besar warga desa menginap di lokasi penanaman. Pada saat itu, staf KFCP ikut menginap bersama warga guna memastikan penanaman dilakukan dengan cara yang tepat. Hal ini dilakukan agar program dapat memberikan perhatian yang berkesinambungan dan intensif bagi desa untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola kegiatan, dan juga memungkinkan program untuk memberikan masukan dan bantuan dengan cepat pada saat desa memerlukannya.
 Panduan
 Untuk memperluas informasi dan meningkatkan pengetahuan warga desa mengenai teknik-teknik kegiatan, KFCP membantu desa dengan menyediakan beberapa buku panduan. Buku panduan yang telah disusun oleh KFCP diantaranya adalah panduan penanaman, panduan pembibitan, dan panduan penabatan tatas. Penyusunan panduan-panduan tersebut dilakukan melalui diskusi dengan perwakilan warga desa agar mendapatkan masukan dari mereka.
 Safeguards
 Untuk mengevaluasi perkembangan kinerja TPK, KFCP menerapkan social and governance safeguards12 (sosial dan tata kelola). Safeguards tersebut menyediakan standar-standar yang perlu dipenuhi oleh desa dalam mengelola kegiatan. Dalam hal ini, safeguards menjadi alat untuk memantau dan mengevaluasi cara pengelolaan kegiatan oleh desa. Guna mengetahui pemenuhan safeguards, dilakukan verifikasi safeguards oleh para angggota TP. Hasil verifikasi safeguards dijadikan masukan untuk TPK dan desa dalam memperbaiki pengelolaan kegiatan. Safeguards juga dimaksudkan agar pengelolaan kegiatan oleh TPK berjalan secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan kelompok perempuan dan kelompok rentan (keluarga miskin dan keluarga yang mata pencaharian utamanya tergantung dari hasil hutan). Verifikasi dilakukan setiap dua bulan sekali, dimana kelompok rentan dan perempuan dilibatkan sebagai pihak yang akan memberikan masukan terhadap pengelolaan kegiatan. Hasil verifikasi akan dicantumkan dalam laporan kepada Kepala Desa dan KFCP.
 12Pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan sosial safeguards dituliskan dalam Laporan Pembelajaran “Penerapan Verifikasi Safeguards Sosial dalam Pengelolaan Kegiatan di Desa”.
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 2.5 Dinamika dan Tantangan TPK/TP dalam Mengelola Program
 Dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh TPK/TP dalam mengelola kegiatan di desa akan menjelaskan mengenai cakupan dan perubahan tugas TPK dan TP, tugas-tugas yang cukup sulit bagi TPK/TP, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka.
 Cakupan dan Perubahan Tugas
 Pada periode awal pelaksanaan program, tugas TPK diantaranya terdiri dari sosialisasi dan perencanaan kerja, manajemen keuangan, dan sebagainya. Namun, beberapa peran seperti penyelesaian konflik masih belum sepenuhnya ditangani oleh TPK. Sementara itu, TP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas TPK. Seiring dengan bertambahnya kegiatan dan meningkatnya kapasitas TPK dan TP, tugas TPK dan TP pun bertambah. Lebih jelasnya, perkembangan tugas TPK dan TP dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.
 TahunPeranan dan Tugas
 Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tim Pengawas (TP)
 Tahun 2010(dua desa)
 - Sosialiasai dan merencanakan pekerjaan.
 - Melakukan pengadaan bahan-bahan.
 - Mencari partisipan kegiatan secara adil.
 - Melaksanakan pembayaran.
 - Manajemen keuangan.
 - Tata kearsipan
 - Memastikan bahwa semua pekerjaan dan kegiatan dilaksanakan dengan aman serta mengelola asuransi bagi partisipan kegiatan.
 - Melakukan pengadaan transportasi dan jasa-jasa lainnya.
 Tugas pengawasan yang dilakukan oleh TP mencakup:
 - Keuangan
 - Pengadaan
 Tahun 2011
 Selain dari tugas-tugas yang telah dilakukan sejak tahun 2010, pada tahun 2011, terdapat tambahan tugas bagi TPK, yaitu:
 - Memfasilitasi konsultasi Perjanjian Desa
 - Memediasi (atau bertindak sebagai penengah) perselisihan dan ketegangan di antara masyarakat desa dengan dibantu oleh tokoh adat dan pemerintah desa, serta KFCP jika diperlukan.
 Sama dengan 2010
 Tahun 2012-13
 Pada tahun ini, Perjanjian Desa telah ditandatangani. Tugas-tugas yang sudah dilakukan dari sejak 2010-11 dicantumkan dalam Perjanjian. Adapun tambahan tugas bagi TPK adalah:
 - Memastikan bahwa semua pekerjaan dan kegiatan dilaksanakan dengan aman serta mengelola asuransi bagi partisipan kegiatan.
 - Memastikan bahwa persyaratan Perjanjian Desa dipenuhi..
 Sama dengan 2011, dengan penambahan tugas bagi TP:
 - Sosialisasi
 - Verifikasi safeguards
 Tahun 2013-14 Sama dengan tahun 2012-13 Sama dengan tahun 2012-13
 Tabel 1. Perkembangan Tugas TPK dan TP 2010-13
 Sumber: Data dan dokumen KFCP 2010-13.
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 dokumen kerjasama yang legal. Pada periode ini, TPK maupun TP juga baru saja mengenal program KFCP dan masih mempelajari tugas-tugasnya. Untuk membantu TPK/TP, KFCP memberikan pendampingan yang intensif kepada TPK/TP.
 2011: Di tahun ini, TPK/TP mulai dibentuk di lima desa lainnya, dan Perjanjian Desa memasuki tahap penyusunan dan konsultasi akhir. Jumlah kegiatan yang dikelola oleh desa bertambah dengan adanya pembibitan dan penabatan tatas dalam skala kecil. Kegiatan tersebut merupakan uji coba teknik pembibitan dan penabatan tatas serta pelibatan dan pengorganisasian masyarakat. Uji coba dapat memberikan pembelajaran sehingga KFCP mengetahui besaran bantuan dan dukungan yang diperlukan oleh desa saat akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam skala besar. Dikarenakan semakin banyaknya kegiatan yang dikelola oleh desa, cakupan tugas TPK dan TP pun bertambah. Penambahan
 Tabel 1 menjelaskan cakupan tugas TPK dan TP sepanjang tahun 2010-13. Dari tahun ke tahun, perkembangan tugas kedua tim dijelaskan sebagai berikut13:
 2010: Pada akhir tahun 2010, TPK/TP baru terbentuk di dua desa sebagai uji coba pembentukan tim pengelola kegiatan di desa. Saat itu, Perjanjian Desa dalam proses penyusunan dan konsultasi, sehingga pengelolaan paket pekerjaan diatur dalam perjanjian kerjasama yang sebut dengan ‘kontrak pendek’. Jenis kegiatan yang dikelola bersama oleh desa dan KFCP adalah uji coba penanaman dalam skala kecil. Tugas TPK mencakup sosialisasi, pengaturan pekerjaan hingga pengelolaan keuangan, sedangkan tugas TP mengawasi pengelolaan kegiatan oleh TP (Lihat: kolom 2010 pada tabel 1). Tetapi, saat itu metode atau cara pengawasan TP terhadap TPK masih dalam tahap pengembangan. Sesuai dengan kesepakatan desa dalam musyawarah desa, TPK dan TP akan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa (Kepdes). Namun, desa masih belum mengeluarkan SK tersebut hingga tahun 2011, sehingga cakupan tugas mereka belum tertulis secara sah di dalam
 tugas tersebut meliputi mediasi perselisihan antar warga desa dan konsultasi serta negosiasi perjanjian desa. Pada tahun sebelumnya, perselisihan masih ditangani oleh KFCP dengan berkoordinasi dengan pemerintahan desa, adat, dan tokoh masyarakat lainnya. Di tahun ini, sebagian besar ketegangan dan isu yang timbul mulai ditangani oleh TPK/TP.
 Pada periode ini, ketegangan antara TPK dan TP sebagai bagian dari proses belajar pernah timbul. Pada dasarnya, kekeliruan dan kekurangan yang dilakukan TPK/TP dalam melaksanakan tugasnya merupakan proses belajar yang dimaksud. Namun demikian, jika hal tersebut dihubungkan dan dipengaruhi oleh kondisi politik desa, kekeliruan dan kekurangan yang ditemukan TP pada saat melakukan pengawasan dapat memicu ketegangan. Terlebih lagi jika pengelolaan keuangan ada ditangan TPK. Seperti yang tercantum dalam kutipan dari salah satu anggota TPK14:
 Aku tame TPK awi kahandak kabuat (saya masuk TPK karena keinginan sendiri)..tapi peran TP belum maksimal, sering terjadi ketegangan dengan TPK.
 13Wawancara dengan staf KFCP, Juni 2013, Kapuas.14Wawancara dengan anggota TPK, 2012, Kapuas.
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 Lemahnya keterampilan TPK dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan standar tata kelola dapat dipandang sebagai kecurangan. Begitupun juga ketika TP merasa tidak dapat mengawasi dengan baik, dapat dilihat sebagai belum maksimalnya peran pengawasan. Padahal, semua itu adalah bagian dari proses belajar, sehingga kedepanya TPK dapat memenuhi standar-standar tata kelola program, dan TP lebih memahami perannya sebagai pengawas.
 Pada pertengahan tahun 2011, KFCP mulai mengujicobakan safeguards tata kelola dan sosial. Verifikasi safeguards dijalankan oleh KFCP, namun TP ikut serta dalam proses verifikasi tata kelola, sehingga mereka dapat belajar cara menilai tata kelola kegiatan yang dijalankan oleh TPK. Adanya mekanisme verifikasi dapat membantu TP dalam memahami peran pengawasan. Namun, perlu diingat bahwa saat itu, REDD+ masih merupakan konsep baru dan sedang dipelajari oleh berbagai pihak. Alat verifikasi safeguards yang dapat diterapkan di tingkat lokal masih terbatas, untuk itulah KFCP mengembangkan kerangka kerja safeguards sendiri. Sementara itu, inisiasi pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator Safeguards Indonesia (PRISAI) baru dimulai.
 2012: Di tahun ini, Perjanjian Desa sudah ditandatangani oleh desa dan KFCP, dan TPK/TP sudah disahkan melalui SK Kepdes. Oleh karena itu, sudah terdapat dokumen legal yang menguatkan cakupan tugas dan peran TPK dan TP. Pada dasarnya tidak ada perubahan mendasar dalam tugas-tugas TPK. Dengan semakin berkembangnya verifikasi safeguards, TP memiliki tambahan tugas untuk melakukan verifikasi.
 melakukan pengawasan secara mandiri. TP secara penuh melakukan verifikasi kegiatan. Mereka mengadakan diskusi kelompok dengan kelompok rentan dan kelompok perempuan, mewawancara TPK dan sebagainya. Selain itu, TP juga mulai menangani keluhan (grievance) yang disampaikan oleh warga terhadap pengelolaan dan pelaksanaan program di desa. Bagi TP, tugas verifikasi ini telah memperjelas peran pengawasan mereka terhadap TPK. Ketegangan antara TP dengan TPK seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, sudah tidak lagi sering terjadi.
 Bekerjasama dengan TPK dan TP, KFCP melakukan uji coba safeguards untuk kegiatan di desa guna menentukan indikator safeguards yang mudah dipahami dan dipraktikkan oleh desa. Hampir bersamaan dengan ini, Indonesia mulai mengembangkan Prinsip, Kriteria dan Indikator Safeguards Indonesia (PRISAI). Namun, PRISAI baru memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan untuk memverifikasi kegiatan. Oleh karena itu, KFCP juga berupaya untuk mengujicobakan beberapa indikator PRISAI yang relevan di tingkat kegiatan. Beberapa prinsip, seperti mekanisme penyelesaian konflik yang berkaitan dengan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, memiliki beberapa indikator yang lebih sesuai untuk tingkat yang lebih luas, seperti regional atau program.
 Bekerjasama dengan TPK dan TP, KFCP
 melakukan uji coba safeguards untuk
 kegiatan di desa guna menentukan indikator
 safeguards yang mudah dipahami
 dan dipraktikkan oleh desa.
 Pada tahun ini, TPK sudah dapat dengan mandiri memfasilitasi perselisihan yang timbul antar warga. TPK sudah lebih memahami penerimaan warga terhadap program KFCP serta mulai dapat mengukur kemampuan warga dalam aspek teknis kegiatan seperti cara membibit atau menanam. Selain itu, kemampuan mereka dalam mengelola administrasi dan keuangan program juga meningkat.
 Tugas verifikasi teknis dan safeguards (sosial dan tata kelola) mulai dialihkan kepada TP, karena mereka dinilai sudah mampu untuk
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 Dari tahun ke tahun, dengan semakin banyaknya kegiatan di desa, TPK/TP memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengelola kegiatan yang meningkatkan kapasitas mereka, dan beberapa tugas pun diberikan kepada TPK/TP secara bertahap. Penambahan tugas yang bertahap diterapkan untuk memudahkan
 TPK/TP mengenal, memahami dan beradaptasi terhadap peran dan tugasnya, sehingga memudahkan proses belajar mereka.
 Di antara berbagai tugas dan peran yang dijalankan oleh TPK/TP, diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengerjakan beberapa tugas
 dengan baik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari anggota TPK belum pernah terlibat dalam pengelolaan program, dimana beberapa proses dan mekanisme pengelolaan merupakan hal yang baru bagi mereka. Beberapa tugas yang dimaksud diantaranya adalah:
 Pengadaan barang melalui tender
 Di awal program, proses tender merupakan hal yang baru bagi TPK, sehingga mereka perlu waktu untuk memahami dan terbiasa dengan proses tersebut. Biasanya, kesulitan terletak dalam melengkapi dokumen administrasi tender dan mencari vendor untuk penyediaan material. TPK berpendapat bahwa proses tender memakan waktu lama, dan terlalu banyak dokumen administrasi yang harus disediakan.
 Pelaporan keuangan
 Saat uji coba kegiatan, sebagian besar anggota TPK belum terbiasa melaporkan penggunaan anggaran dengan lebih transparan dan akuntabel dari yang biasa mereka ketahui. Diperlukan waktu yang cukup lama bagi TPK untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengumpulkan bukti-bukti pembayaran, dan sebagainya.
 Fasilitasi perselisihan antar warga/pihak di desa.
 Tidak semua anggota TPK merupakan pihak yang memiliki pengaruh kuat di desa. Pada awal pelaksanaan kegiatan, penyelesaian perselisihan yang timbul antar warga maupun antar kelompok di desa, masih sering dibantu oleh staf lapangan KFCP (yang berasal dari daerah setempat) dengan dibantu oleh pemerintah desa dan Mantir Adat. Isu perselisihan tersebut merupakan isu manajemen pengelolaan di desa. Namun demikian, KFCP dan para pemangku desa terus membantu TPK untuk mempelajari cara-cara kreatif dalam menyelesaikan masalah dan menemukan kesepakatan agar kegiatan tetap berjalan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya, TPK mulai dapat menemukan cara-cara kreatif dalam menyelesaikan perselisihan.
 Mengikuti safeguards
 Di awal penerapan safeguards di kegiatan di desa, TPK masih belajar mengikuti verifikasi. Sebagian besar dari indikator-indikator safeguards merupakan hal-hal baru bagi mereka, misalnya dalam pelibatan perempuan seperti dalam kegiatan penanaman dan dalam posisi pemimpin di kelompok kerja warga. Kegiatan mata pencaharian umumnya dilakukan oleh laki-laki, dan perempuan belum umum menjadi pemimpin dalam kelompok kerja. Oleh karena itu, TPK dan desa perlu waktu untuk memahami pentingnya safeguards dan menciptakan strategi untuk mengundang lebih banyak perempuan dalam kegiatan.
 Verifikasi safeguards
 Sama halnya dengan TP, safeguards dan verifikasinya merupakan hal yang baru. Verifikasi biasa dilakukan dengan cara mengadakan diskusi dan atau wawancara dengan warga desa khususnya kelompok rentan dan kelompok perempuan. Mulanya, tidak mudah untuk menggali informasi dari mereka, sehingga TP perlu mencoba beberapa pendekatan. Seiring dengan semakin seringnya verifikasi dilakukan, TP sudah mulai menemukan cara untuk berdiskusi dengan warga, seperti melalui kunjungan rumah dan diskusi di warung-warung secara informal.
 Pemenuhan tugas-tugas tersebut masih sering menjadi kendala yang terjadi pada awal pelaksanaan program KFCP, khususnya sekitar
 tahun 2010-11 dimana kegiatan KFCP baru dimulai di desa. Melalui pendampingan yang intensif dari staf KFCP dan praktik yang terus
 menerus, kinerja TPK dalam ketiga tugas tersebut semakin membaik. Contohnya, TPK sudah dapat membuat laporan keuangan
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 yang sesuai standar pengelolaan program (project management) yang sederhana.
 Perlu dijadikan catatan bahwa peningkatan kapasitas perlu
 dilakukan melalui kegiatan yang berulang. Seiring dengan bertambahnya jumlah kegiatan di desa, jumlah anggota TPK/TP juga bertambah. Anggota-anggota TPK/TP lama perlu melatih dan membimbing
 anggota-anggota TPK/TP yang baru. Anggota lama cenderung telah banyak belajar dan dapat memperbaiki kesalahan, serta lebih kreatif dalam memecahkan masalah.
 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja TPK/TP
 Pencapaian hasil kegiatan tidak terlepas dari kinerja TPK/TP dalam mengelola kegiatan di desa. Tingkat kinerja mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mendorong kinerja TPK/TP dan yang menjadi kendala adalah sebagai berikut:
 Peningkatan dan kendala yang muncul: Konteks
 Dalam menjalankan tugasnya, kemajuan kinerja TPK/TP tidak hanya tergantung dari kemampuan personal tiap-tiap anggota. Di sebagian besar desa, kinerja juga dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh kuat di desa, luas area kerja serta banyaknya pekerjaan yang harus dikelola.
 Peningkatan
 a) Kesempatan Belajar: Di Desa D dan E, anggota-anggota TPK/TP memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan tugas dan perannya, tidak dibatasi oleh ketegangan internal antar pihak-pihak di desa. Hal ini membuat kapasitas mereka cepat meningkat karena mereka dapat lebih memfokuskan waktu dan tenaga mereka dalam pengelolaan kegiatan di desa, seperti pengorganisasian warga dan mengadakan/mengikuti pelatihan-pelatihan.
 b) Pengalaman: Perkembangan kinerja anggota TPK/TP dalam menjalankan tugasnya juga dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing anggota. Beberapa anggota TPK, misalnya di desa D, pernah terlibat dalam program pemerintah di desa, sehingga mereka berpengalaman dalam mengelola program. Biasanya, dengan pengalaman yang dimiliki, mereka lebih sedikit membuat kekeliruan dibandingkan dengan anggota-anggota baru yang belum memiliki pengalaman.
 c) Luas Wilayah Desa: Desa F adalah desa yang paling luas wilayahnya. Pengaruh pihak-pihak yang ada di desa juga tidak terlalu kuat. Desa ini dinilai sebagai yang paling cepat menyelesaikan target pekerjaan meskipun cakupan areanya luas. Hal ini menunjukkan bahwa desa dengan kondisi ekonomi-politik yang kondusif, dimana pemimpin tidak terlalu mempolitisasi program, cenderung memiliki tingkat pencapaian program yang lebih baik.
 Kendala
 a) Kepemimpinan desa: Di Desa A, B dan C, Kepdes memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap sebagian warganya. Kondisi ini telah ada sebelum KFCP berjalan. Di beberapa desa, seperti Desa A, selain dari Kepdes, kelompok yang lain juga memiliki pengaruh yang sama kuatnya. Pada saat program dijalankan, ketegangan antara kelompok tersebut dengan Kepdes pernah muncul. Kepdes, sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia di tingkat desa, sesuai dengan kesepakatan dalam Musdes, perlu mendukung Perjanjian Desa untuk menjalankan program. Kelompok yang tidak sejalan dengan Kepdes tidak mendukung program sebagai bentuk ketidaksejalanan dengan Kepdes. Pada saat KFCP berupaya untuk memediasi, tiap-tiap pihak menyatakan masih ingin melanjutkan kegiatan dengan syarat pihak yang tidak sejalan dengannya harus mengundurkan diri dari peta politik desa.
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 Di desa B dan C, pengaruh Kepala Desa cukup besar. TPK/TP sering kesulitan untuk menentukan jadwal kegiatan (misal: pertemuan) jika Kepala Desa tidak ada di tempat. Tanpa kehadiran Kepala Desa, TPK/TP kurang percaya diri untuk membuat keputusan.
 Dari kasus ini, dapat diambil pelajaran bahwa kondisi politik kepemimpinan desa akan mempengaruhi proses pelaksanaan program dan kemampuan TPK/TP dalam mengelola dan mencapai kemajuan program di desa. Hal-hal tersebut telah melemahkan kemandirian TPK dan TP dalam menjalankan tugasnya. Di beberapa desa, pola kepemimpinan tersebut masih terjadi hingga sekarang.
 b) Geografis: Desa E memiliki wilayah yang lebih luas dan kondisi ekonomi-politik yang lebih kondusif dibandingkan dengan desa lainnya, sehingga jumlah kegiatan di desa tersebut lebih banyak. Anggota-anggota TPK/TP perlu menyediakan waktu yang lebih banyak untuk mengelola kegiatan di desa. Sebagian dari anggota tersebut bisa jadi belum dapat memperkirakan banyaknya pekerjaan, sehingga salah satu dari mereka mengundurkan diri karena menilai jumlah pekerjaan dan pendapatan tidak seimbang. Kemudian, desa mengganti orang tersebut dengan yang baru, yang sanggup menjalankan tugas-tugas sebagai tim pengelola kegiatan. Kapasitas dan harapan seseorang dalam bekerja tentunya berbeda-beda, tergantung dari pengalamannya bekerja dan ketersediaan waktu luang orang tersebut. Oleh karena itu, menemukan orang yang tepat bagi TPK/TP merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu.
 Peningkatan dan kendala yang muncul: Pengelolaan keuangan
 Dalam pengelolaan dana kegiatan, muncul dua isu utama yaitu penyusunan anggran dan dasar pengelolaan keuangan.
 a) Pengelolaan Keuangan
 Dana kegiatan yang disalurkan KFCP untuk desa masuk melalui rekening desa. Rekening tersebut terpisah dengan rekening anggaran desa yang sudah ada (dana dari pemerintah). Setelah dana diterima oleh desa, TPK mengajukan permohonan pencairan dana kepada kepala desa. Dalam hal ini, diperlukan persetujuan dari TP dan pemerintah desa untuk mencairkan dana. TP bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan oleh TPK. Di beberapa desa, besarnya dana yang dikelola oleh TPK telah menimbulkan ketegangan antara pemerintah desa dan beberapa kelompok warga dengan TPK/TP, dimana beberapa pihak menuduh TPK telah menggelapkan dana. Oleh karena itu, guna mengurangi ketegangan, proses penganggaran yang melibatkan forum musyawarah desa dan pertemuan kelompok-kelompok kecil merupakan salah satu cara menciptakan transparansi pengelolaan uang. Warga desa pun dapat melihat besaran anggaran serta pengalokasiannya, sehingga kecurigaan dapat dikurangi.
 b) Penyusunan anggaran biaya: Untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menyusun anggaran yang partisipatif, KFCP melakukan pendampingan intensif kepada desa secara bertahap.
 2010-11: Pada awal program, penganggaran biaya kegiatan tidak langsung disusun oleh desa. Saat itu, Perjanjian Desa, sebagai payung kemitraan desa dan KFCP, belum tersusun. Anggaran biaya disusun terlebih dahulu oleh KFCP, lalu didiskusikan dengan TPK/TP, pemerintah desa serta Mantir Adat. Setelah itu, anggaran dikonsultasikan dengan warga desa melalui Musdes. Cara ini memungkinkan desa untuk mempelajari dasar-dasar penganggaran kegiatan.
 Sebelum mengadakan kegiatan, KFCP melakukan kajian terhadap biaya kegiatan, contohnya pada kegiatan persemaian bibit yang didasarkan pada pengelolaan bisnis. Kedepannya, setelah program selesai, desa dapat menggunakan pengalaman ini untuk mengembangkan kegiatan berbasis bisnis. Selain itu, TPK juga dapat belajar membuat perencanaan keuangan secara bertahap sehingga dapat menysusun anggaran secara mandiri dan partisipatif.
 Tantangan: Pada periode ini, desa masih mempelajari dan mengenal program KFCP, sehingga jumlah warga yang mengikuti kegiatan masih sedikit. Musyawarah desa yang digunakan sebagai forum pembahasan anggaran hanya dihadiri oleh beberapa pihak saja, seperti pemerintah desa, mantir dan TPK/TP, serta
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 sebagian kecil warga desa. Oleh karena itu, anggaran belum tersebar secara luas kepada warga desa yang menyebabkan ketidakpuasan dari beberapa kelompok di desa terhadap perencanaan anggaran. Maka dari itu, kunci pembelajaran dari kondisi ini adalah perlunya melibatkan sebanyak mungkin warga desa dalam proses pengambilan keputusan dan dalam penyusunan anggaran. Namun, diawal pelaksanaan, adanya ketidakpuasan dari pihak/kelompok tertentu dapat terjadi karena informasi belum tersebar luas dan warga masih belajar. Pada saat Perjanjian Desa tersusun dan desa sudah mengenal serta memahami KFCP, partisipasi warga dalam perencanaan pun meningkat.
 2011-12: Mulai akhir tahun 2011, porsi TPK dalam menyusun anggaran diperbesar. Anggaran disusun berdasarkan pengalaman TPK dalam menyusun anggaran dengan KFCP. Pada periode ini, KFCP menginformasikan besaran dana kegiatan secara umum, lalu dirinci oleh TPK dengan dibantu oleh staf KFCP di lapangan jika mereka memerlukan bantuan. Rincian biaya yang tersusun dibicarakan dengan pemerintahan desa dan Mantir Adat, lalu diskusikan dengan warga desa melalui Musdes untuk memperoleh masukan dan persetujuan warga. Besaran dana kegiatan tidak langsung didiskusikan dengan warga desa, karena TPK masih belajar untuk menyusun anggaran secara mandiri. Harapannya, jika TPK telah mahir menyusun anggaran, mereka akan lebih mudah memfasilitasi warga dalam menyusun anggaran.
 2013-sekarang: Pada tahun 2013, besaran dana kegiatan terlebih dahulu didiskusikan oleh TPK kepada warga desa melalui diskusi kecil dengan berbagai kelompok di desa. Masukan dari diskusi tersebut kemudian didiskusikan oleh TPK dengan Pemdes dan KFCP untuk mengakomodir masukan dari warga. Setelah itu, diadakan
 musyawarah desa untuk menjelaskan kembali anggaran yang telah direvisi (jika ada) berdasarkan masukan warga. Setelah warga menyetujuinya, TPK merincikan anggaran tersebut dengan dibantu oleh staf KFCP di lapangan jika mereka membutuhkannya. Di beberapa desa, musyawarah desa dapat dilakukan dua kali. Musdes yang kedua diadakan untuk menyetujui detil anggaran yang telah disusun oleh TPK. Namun, hal ini berbeda-beda di tiap desa, tergantung dari kesepakatan warga desa. Selain itu, selama proses penyusunan anggaran ini, muncul isu mengenai pembayaran kolektif yang dijelaskan dengan lebih detil pada kotak 2.
 Mekanisme penganggaran seperti ini memberikan kesempatan lebih luas bagi berbagai pihak di desa untuk terlibat dalam perencanaan keuangan. Selain itu, warga desa juga lebih memahami kegiatan sehingga ketidakpuasan warga terhadap proses penganggaran dapat dikurangi, dan kegiatan dapat dijalankan dengan lebih lancar. Namun demikian, penerapan mekanisme ini memerlukan waktu yang tidak sedikit, namun tetap penting dilakukan untuk mendorong transparansi anggaran. Kedepannya, program REDD+ perlu menyediakan waktu yang lebih panjang untuk pelibatan dan konsultasi dengan sebanyak mungkin warga guna mendorong penyebaran informasi yang luas, partisipasi, dan transparansi.
 Peningkatan dan kendala yang muncul: Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan TPK/TP
 Kedepannya, program REDD+ perlu menyediakan waktu yang lebih panjang
 untuk pelibatan dan konsultasi
 dengan sebanyak mungkin warga
 guna mendorong penyebaran informasi yang luas, partisipasi,
 dan transparansi.
 Guna meningkatkan keterlibatan perempuan dalam keanggotaan TPK dan TP, KFCP mendorong desa untuk menerapkan kuota keterlibatan perempuan sebesar minimal 30%. Target tersebut tidak mudah dicapai khususnya dalam lingkungan dimana laki-laki mendominasi posisi kepemimpinan di desa (Solvang 2013). Maka dari itu, pelibatan perempuan menjadi fokus perbaikan KFCP yang dilakukan secara terus menerus. KFCP telah melakukan kajian gender dan mencari cara yang inovatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan, baik dalam kegiatan maupun dalam keanggotaan TPK/TP. Berdasarkan data anggota TPK/TP per 2013, di seluruh
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 desa terdapat paling tidak 1 orang anggota perempuan dalam TPK. Dari tujuh desa, tiga desa memiliki anggota TPK perempuan lebih dari 30%, dan empat lainnya berkisar antara 13%-29%. Sedangkan untuk TP, dari tujuh desa, empat desa memiliki paling tidak satu anggota perempuan. Persentase keterwakilan perempuan di empat desa tersebut sekitar 20%-40%, dan tiga desa lainnya belum memiliki anggota TP perempuan. Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan TP masih belum dapat terpenuhi oleh seluruh desa karena anggota TP berasal dari kalangan tokoh masyarakat yang di sebagian besar desa adalah laki-laki. Sebagai contoh, tabel 2 di bawah ini menggambarkan perimbangan jumlah anggota TPK dan TP laki-laki maupun perempuan:
 TPK TP
 L P Total L P Total
 2 1 3 3 1 4
 2 1 3 3 0 3
 5 2 7 6 4 10
 5 2 7 5 2 7
 7 1 8 4 0 4
 4 1 5 5 0 5
 4 1 5 4 1 5
 Total Total
 27 7 34 27 9 36
 Tabel 2. Jumlah Anggota TPK dan TP
 Sumber: Data dan dokumen KFCP 2013.
 Selama tahun 2011-13, terjadi pergantian anggota TPK dan TP, baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa anggota perempuan mengundurkan diri dengan alasan melahirkan, sebagian lain karena dilarang oleh anggota keluarganya. Anggota perempuan yang lain menyatakan mengalami kesulitan dalam menangani administrasi kegiatan sehingga perannya perlu diganti oleh anggota lain15. Pergantian staf dalam program terkait pengelolaan hutan dapat menjadi tantangan bagi program REDD+ atau program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan keterlibatan perempuan di dalam program merupakan upaya yang harus terus dilakukan.
 Berdasarkan temuan verifikasi safeguards, yang salah satu indikatornya adalah keterwakilan perempuan, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam peran perempuan dalam pengelolaan maupun pengawasan kegiatan. Safeguards telah membuka informasi kepada perempuan mengenai kejelasan hak mereka dalam kegiatan KFCP. Sebagai contoh, di salah satu desa, salah seorang anggota TP adalah perempuan yang merupakan anggota yang paling aktif dalam melakukan pengawasan (termasuk verifikasi safeguards) dan menjadikan hasil pengawasan untuk mendorong TPK memperbaiki kinerjanya.
 Salah satu anggota TP pernah menempuh perjalanan yang jauh untuk memverifikasi (sebagai syarat pembayaran) Kepala Keluarga yang terlibat dalam penanaman. Ia tidak melakukannya secara terjadwal, untuk menghemat waktu
 dan biaya transportasi. Saat dilakukan wawancara, ditanyakan:
 Pak, kalau kedepannya, kegiatan ini dikelola sebagai bisnis, lalu bapak harus mendatangitiap-tiap rumah/orang dengan jadwal yang berbeda-beda, sesuai dengan ketersediaan waktu mereka,
 apa yang akan terjadi?A: Wah Bu, Saya pasti bangkrut. biaya nya akan tinggi!
 –anggota TP, Desa K, 2013–
 Kotak 3
 15Wawancara dengan anggota TPK, 2012, Kapuas.
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 Ada hal yang menarik dalam penyusunan anggaran dan pembagian manfaat di desa. Kegiatan di desa dikelola secara kolektif. Tetapi, partisipan kegiatan (tercatat atas nama Kepala Keluarga/KK) memilih agar manfaat kegiatan semaksimal mungkin dibagikan kepada tiap-tiap KK sesuai dengan besaran usaha yang dikeluarkan. KFCP berupaya untuk mengakomodasi hal tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap
 keputusan warga. Namun, muncul tantangan antara menjaga biaya tetap rasional dan menghadapi harapan dari partisipan untuk memperoleh manfaat dari keterlibatan mereka dalam kegiatan. Contohnya, jika desa memproduksi 20.000 bibit, KFCP akan memberikan sejumlah dana untuk produksi bibit tersebut. Di dalam dana tersebut, terdapat dana kolektif yang dikelola oleh desa guna membeli kebutuhan pembibitan seperti pupuk, alat angkut, dan sebagainya. Dari sisi usaha, pengelolaan secara kolektif tersebut dinilai lebih efisien. Dana kolektif seharusnya dilihat sebagai bagian dari pekerjaan kolektif dan kegiatan dianggap sebagai usaha yang dikelola desa. Pada beberapa kasus, khususnya pada awal program dijalankan, timbul kesalahpahaman
 antara TPK dan warga. Meskipun proses penyusunan anggaran dijelaskan dalam musyawarah desa dan pertemuan kelompok dengan warga, sebagian warga tidak dapat menghadirinya, sehingga warga yang tidak
 hadir menganggap bahwa anggaran untuk bibit telah dikurangi.
 Pada saat kasus tersebut sedang diatasi, beberapa pemerhati luar yang melakukan kunjungan lapangan singkat cenderung kurang memahami latar belakang kesalahpahaman tersebut. Kesimpulan mereka yang
 mengatakan bahwa TPK telah mengurangi anggaran tidak mencerminkan proses yang sesungguhnya terjadi. Pada kenyataannya, sebagian dari anggaran kegiatan dialokasikan untuk biaya-biaya yang bersifat kolektif.
 Dari kasus ini, pembelajaran yang dapat diambil untuk pelakasanaan REDD+ di desa adalah bahwa menemukan jalan tengah untuk mendistribusikan manfaat dalam kegiatan pengurangan emisi merupakan sebuah tantangan (individu versus kolektif). Hal yang sama dapat terjadi dalam pengelolaan hutan desa,
 dimana seluruh desa memiliki kesempatan untuk terlibat, sementara pengelolaannya dilakukan oleh unit/lembaga yang ada di desa
 Kotak 4
 Pembelajaran Kunci:
 1. Program perlu membantu desa untuk melakukan kajian dan penilaian kelembagaan lokal di desa sebelum desa menentukan lembaga atau kelompok yang akan menjadi pengelola kegiatan KFCP. Hasil penilaian juga harus didiskusikan dengan desa, sehingga desa menjadi penentu atas penggunaan lembaga/kelompok pengelola tersebut. Di dalam proses ini, desa (termasuk juga tokoh adat) dapat berfungsi sebagai pihak yang melakukan verifikasi temuan dari kajian dan penilaian. Selain itu, dalam penentuan lembaga/kelompok pengelola, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga/kelompok tersebut merupakan hal yang sangat penting.
 2. Mempertegas perbedaan tugas dan tanggung jawab antara pemerintah desa dan TPK/TP dalam pengelolaan kegiatan di desa merupakan hal yang penting. Selain itu, diperlukan diskusi yang intensif, pendampingan dan uji coba pengelolaan kegiatan secara terus menerus agar tugas dan tanggung jawab bagi kedua belah pihak dapat dipahami. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kesalahpahaman dan ketegangan antara berbagai pihak di desa. Di beberapa desa, meskipun sebagian besar anggota TP berasal dari pemerintah desa dan tokoh adat, mereka menginginkan peran sebagai TPK. Seperti yang terjadi di salah satu desa pada awal pelaksanaan program, muncul ketegangan antara TPK dan TP yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program.
 3. Proses pelibatan kelompok rentan dalam kegiatan tidak dapat dilakukan secara cepat. Pada beberapa konteks, masyarakat, khususnya kelompok rentan, tidak terbiasa terlibat aktif dalam kegiatan dan pengambilan keputusan. Selain itu, terkadang kondisi politik desa dapat mempengaruhi penggunaan TPK untuk memenuhi kepentingan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh kuat di desa. Maka dari itu, program perlu menyediakan waktu yang cukup untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi kelompok rentan.
 4. Materi pelatihan praktis dan on the job training merupakan metode yang paling efektif bagi anggota TPK/TP untuk memahami konsep program beserta tugas dan perannya.
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 5. Kuota keterwakilan perempuan dalam keanggotaan TPK/TP merupakan metode yang cukup efektif untuk membuka ruang bagi partisipasi perempuan. Namun, tetap diperlukan peningkatan kapasitas bagi perempuan sehingga keterlibatannya tidak hanya dihitung dalam angka kehadiran, tetapi juga mampu berperan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
 6. Proses pengambilan keputusan dan perencanaan yang partisipatif (juga melibatkan berbagai kelompok di desa) tidak hanya dapat diselesaikan dengan satu kali pertemuan, apalagi jika program mengenalkan konsep baru. Warga desa perlu memahami pentingnya konsep tersebut dalam kehidupan mereka, melihat dan mengalami bagaimana mereka dilibatkan dalam program, serta menilai manfaat yang diberikan oleh program. Hal-hal tersebut bukanlah hal yang dapat dilakukan dalam hitungan hari, diperlukan waktu dan sumber daya yang banyak, namun tetap perlu dilakukan agar lebih banyak masukan dan pandangan yang diterima oleh program. Sehingga, pengambilan keputusan mewakili berbagai kelompok desa dan perencanaan sesuai dengan kebutuhan desa.
 7. Verifikasi safeguards telah menjadi alat yang dapat meningkatkan keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan. Safeguards menjadi alat bagi TP agar TPK memastikan keterlibatan kelompok rentan dan perempuan dalam program. Bagi TPK, safeguards dapat menjadi panduan untuk menjangkau kelompok tersebut. Sementara itu, bagi kelompok rentan, safeguards adalah alat untuk menginformasikan dan melindungi haknya untuk menerima manfaat progam dan terlibat aktif didalamnya.
 8. Saat anggota-anggota TPK telah cukup lama terlibat dalam program dan semakin banyak kegiatan yang dikelola secara terus menerus, keterampilan dan kinerja mereka akan meningkat. TPK memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengkoordinasikan pertemuan dan melibatkan lebih banyak warga untuk mengikuti pertemuan-pertemuan yang berfungsi untuk menentukan keputusan. Selain itu, pemenuhan syarat administrasi yang semakin membaik, pengetahuan TPK dan TP mengenai teknik kegiatan seperti penanaman juga semakin meningkat, sehingga mereka dapat memberikan masukan kepada warga desa.
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 Temuan-temuan yang berkaitan dengan kelembagaan adat didiskusikan dengan
 pihak lain seperti para ahli dari Universitas Palangkaraya (UNPAR), pihak-pihak penyusun peraturan daerah mengenai kelembagaan adat, kelembagaan adat daerah, dan pihak-pihak lain yang relevan, melalui penyelenggaraan lokakarya dan pertemuan lainnya.
 Salah satu temuan yang penting adalah belum terbentuknya kelembagaan adat desa saat KFCP
 SEKITAR 90% PENDUDUK YANG TINGGAL DI WILAYAH KERJA KFCP ADALAH
 SUKU DAYAK NGAJU. Mereka dilibatkan dalam pengelolaan kegiatan KFCP di
 desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan. Saat
 program pertama kali diperkenalkan, KFCP pun melibatkan mereka dalam berbagai
 kajian, studi, diskusi dan analisis guna memetakan kondisi kelembagaan adat, sosial,
 ekonomi, politik maupun lingkungan di wilayah tempat tinggal mereka.
 baru memulai programnya. Sebagian besar desa yang ada di wilayah kerja KFCP belum memilih Mantir Adat sebagaimana diatur dalam Perda No.16 tahun 2008. Mantir Adat adalah bagian dari kelembagaan adat kabupaten (Kedamangan) yang berlokasi di tingkat desa. Selain itu, hasil diskusi dengan para ahli menyimpulkan bahwa kelembagaan adat Dayak masih belum kuat (lihat: Pendahuluan).
 Bagian ini akan membahas mengenai dukungan-dukungan yang diberikan oleh KFCP untuk kelembagaan adat.
 Bentuk dukungan yang diberikan akan mengacu pada hasil konsultasi dengan kelembagaan adat, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi. Bentuk dukungan yang dimaksud antara lain: 1) mengadakan pelatihan kelembagaan adat kabupaten dan desa mengenai peran dan fungsi kelembagaan adat yang sesuai dengan Perda No.16 tahun 2008, 2) memperjelas kerangka kerja pembuatan SKTA (Surat Keterangan Tanah Adat), dan 3) melaksanakan pemetaan wilayah kelola adat yang mengacu pada Pergub No.9 tahun 2010.
 Perda ini bermaksud untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan
 pemberdayaan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kelangsungan pembangunan, serta meningkatkan Ketahanan
 Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Kotak 5Perda No. 16 Tahun 2008
 Dukungan terhadap Kelembagaan Adat
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 Pergub No. 13 Tahun 2009, bertujuan untuk: (i) Melindungi, mengakui dan menghargai hak masyarakat adat; (ii) Melestarikan adat yang hidup di masyarakat; (iii) Menunjang keberhasilan pembangunan dan kelancaran jalannya pemerintahan; dan (iv) Memperjelas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan
 tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah. Pergub ini juga mengatur fungsi pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah: (i) untuk menunjang keberlangsungan mata pencaharian; dan (ii) sebagai petunjuk tentang kepemilikan dan penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya, dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai
 ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.
 Kotak 6Pergub No. 13 Tahun 2009 tentang
 tanah adat dan hak atas tanah adat.
 Sebelum menjelaskan mengenai dukungan-dukungan yang diberikan oleh KFCP untuk kelembagaan adat, laporan ini akan membahas nilai budaya masyarakat dayak yang
 berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, yang disebut ’Manyalamat Petak Danum’. Dengan mengetahui konsep ini, dapat diperoleh pemahaman bahwa
 sesungguhnya masyarakat dayak telah memiliki kebijakan lokal mengenai pengelolaan lingkungan.
 3.1 Konsep Manyalamat Petak Danum16
 Konsep pembangunan yang dikenal dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Dayak disebut dengan Manyalamat Petak Danum (menyelamatkan tanah air). Konsep tersebut meliputi (Usop 2012-13) :
 Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan dapat menjamin kelangsungan hidup umat manusia.
 Konsep ini telah dicetuskan di musyawarah besar Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah pada tahun 2002. Musyawarah tersebut mendeklarasikan Kalimantan Tengah sebagai Daerah Ekologi. Konteks pemikiran ini bersumber dari simbol Batang Garing yang bermakna ’keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan dengan sesama manusia’. Dalam hal ini, masyarakat Dayak mempunyai pengaturan tertentu dalam mengelola lahan, sebagaimana dijelaskan di Kotak 7.
 Pemanfataan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat
 Beberapa pelaksanaan kebijakan atau program cenderung menempatkan masyarakat adat pada posisi yang kurang kuat dan jauh dari akses informasi dan politik, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan tawar menawar yang berimbang, baik dengan pemerintah maupun pengusaha. Kondisi ini sering menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan beberapa pihak, seperti perkebunan. Menyikapi kondisi ini, cara-cara pengelolaan yang menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku atau subyek pembangunan perlu dicari dan digali, sehingga terjadi keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, dan masyarakat adat tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam proses pembangunan.
 16Bagian ini diambil dari tulisan Drs. Sidik Rahman Usop, M.S. mengenai “Manyalamat Petak Danum”.
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 Integrasi sosial yang termasuk di dalam nilai budaya belom bahadat sebagai standar dalam hubungan manusia dengan sesamanya dan alam.
 Konsep ini terkait dengan Pali (pantangan), yang menurut adat Dayak tidak boleh dilanggar. Nilai belom bahadat yang merupakan identitas masyarakat Dayak ini bersifat cair dan secara terus menerus diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat sehingga memberikan makna penting, bukan hanya bagi masyarakat Dayak, tetapi juga dalam pergaulan yang lebih luas. Hal ini juga akan memberikan pemahaman bahwa adat istiadat dan hukum adat yang ada perlu direvitalisasi agar sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat di masa kini dan menjangkau kehidupan di masa mendatang.
 1. Pahewan Pahewan adalah kawasan konservasi yang dianggap keramat dan dilindungi secara adat oleh masyarakat. Pahewan terdiri dari beberapa zona, yaitu zona inti, penyangga dan buffer. Pahewan juga dipercaya oleh masyarakat adat sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk gaib.
 2. Kaleka Kaleka merupakan bekas pemukiman masyarakat yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Biasanya daerah ini akan menjadi plasma nuftah, yang mendukung perkembangan keanekaragaman hayati dari ekosistem di sekitarnya.
 3. Tanggiran Tanggiran adalah jenis kayu besar yang biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai tempat bersarangnya lebah hutan (bejangi). Bersarang atau tidaknya lebah hutan ini sangat tergantung pada ekosistem di lingkungan sekitarnya. Apabila dalam keadaan baik, maka lebah hutan dapat berkembang dengan baik, dan demikian pula sebaliknya.
 4. Situs-situs budaya yang terkait dengan ritual kepercayaan kaharingan.Situs-situs budaya yang ada meliputi: sandung, sapunduk, patahu lewu, dan tempat keramat lainnya. Hal ini harus dipertahankan, karena merupakan gambaran dari eksistensi jati diri masyarakat adat. Mereka percaya bahwa apabila di suatu wilayah terdapat situs-situs budaya, maka secara tidak langsung situs-situs tersebut akan menjadi bagian dari konservasi wilayah adat itu sendiri.
 Sumber: (Usop 2012-13)
 Kotak 7Contoh penggunaan lahan dalam
 adat Dayak
 Sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan, sebelum memulai programnya, KFCP -melalui CARE- mengadakan kunjungan ke desa-desa untuk mengetahui
 3.2 Kajian dan Diskusi Awal Mengenai Kelembagaan Adat
 kondisi desa, termasuk keberadaan lembaga formal dan informal, serta kelembagaan dan kepemimpinan adat desa. Temuan dari kegiatan tersebut didiskusikan dengan para
 ahli dari berbagai lembaga seperti universitas, LSM, pemerintah dan sebagainya. Dari diskusi tersebut, ditemukan bahwa (CARE 2009):
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 • Kelembagaan masih lemah, khususnya di tingkat desa.
 • Cenderung muncul ketidakjelasan dan tumpang tindih status dan klaim lahan di beberapa wilayah program KFCP17.
 • Terdapat ikatan yang kuat antara budaya Dayak dan hutan.
 • Lembaga tradisional (Lembaga Adat) sedang dibenahi. Sekitar tahun 2010-11, tidak semua desa memilih Mantir Adat sesuai dengan Perda No.16 tahun 2008.
 • Hutan Pehewan (hutan keramat) perlu dikembalikan ke fungsi aslinya.
 • Tanah dan hutan adat serta kebijakan lokal perlu dilindungi.
 Menindaklanjuti temuan tersebut, KFCP mengadakan diskusi dengan kelembagaan adat dan pemerintah daerah dari tingkat desa hingga
 provinsi untuk memperoleh masukan tentang penguatan kelembagaan adat desa18. Masukan yang terhimpun dijadikan pertimbangan
 untuk menetapkan kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan adat desa, yang kemudian dituangkan dalam RPJM-Desa.
 3.3 Penguatan Kelembagaan Adat dalam RPJM-Desa
 Pada tahun 2010-11, KFCP memfasilitasi beberapa desa untuk menyusun RPJM-Desa dengan melibatkan tokoh adat dan Mantir Adat. Proses penyusunan tersebut meliputi berbagai pelatihan dan pertemuan guna melakukan hal-hal berikut ini19:
 Membuat peta tematik desa secara partisipatif (dengan warga desa), yang dibagi ke dalam beberapa tema: 1) Peta bencana (kebakaran, banjir, hama, dan penyakit), 2) peta status kawasan, dan 3) peta perkiraan kedalaman gambut.
 Menyusun pilihan program pembangunan desa dan identifikasi resikonya melalui overlay peta-peta tematik yang disebutkan pada butir 1. Contohnya, program revitalisasi pertanian dibuat dengan teknik overlay dari peta sebaran komoditas, peta sebaran banjir, peta sebaran kebakaran hutan dan lahan, dan peta perkiraan kedalaman gambut.
 Menentukan prioritas pembangunan desa. Dari berbagai usulan program pembangunan desa, desa menentukan beberapa program yang akan menjadi prioritas. Penentuan ini dilakukan oleh pemerintah desa dan tokoh adat, BPD, serta warga desa. Masukan yang lebih luas dari warga desa akan dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Lebih lanjut lagi, desa juga berupaya untuk mensinergikan program pembangunan desa dengan program kerja kabupaten.
 Proses penyusunan RPJM-Desa membutuhkan waktu yang cukup panjang. Contohnya, pelatihan mengenai penetapan prioritas pembangunan desa diselenggarakan sepanjang minggu. Setelah prioritas
 pembangunan tersusun, desa dan KFCP mengadakan beberapa pertemuan yang berlangsung berhari-hari untuk mengembangkan rencana kerja tahunan desa.
 Untuk mendukung peran dan fungsi kelembagaan adat desa, para tokoh adat di desa mengusulkan penguatan kelembagaan adat desa sebagai salah satu prioritas pembangunan desa. Program yang diusulkan terdiri dari:
 17Saat temuan ini dipresentasikan kepada pemerintah daerah, umpan balik yang kami terima menyatakan temuan ini jarang terjadi. 18Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.19Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
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 Usulan tersebut kemudian disepakati dalam musyawarah dan menjadi prioritas program pembangunan desa. Kedua usulan tersebut juga diakomodir oleh KFCP, dan dijadikan prioritas utama dalam memberikan dukungan terhadap kelembagaan adat desa. Lebih lanjut lagi, kedua usulan tersebut juga disepakati oleh kelembagaan adat dan pemerintah dareah Kalimantan Tengah (lihat: Konsultasi dengan Kelembagaan Adat dan Pemerintah Daerah). Penjelasan mengenai proses pelatihan dan pemetaan akan diuraikan pada bagian Pelatihan dan Pemetaan.
 Keterlibatan Mantir dan tokoh adat dalam proses penyusunan RPJM-Desa memberikan mereka ruang untuk turut serta dalam merencanakan pembangunan wilayah adatnya.
 Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti proses tersebut, seperti pembuatan peta tematik dan analisisnya, dapat menjadi bekal bagi mereka untuk melaksanakan pemetaan wilayah adat. Lebih lanjut lagi, keterlibatan ini juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran mengenai pentingnya menggabungkan program yang dibawa oleh pihak luar untuk desa ke dalam RPJM-Desa.
 Hingga kini, ketujuh (sekarang sembilan) desa di wilayah kerja KFCP telah memiliki RPJM-Desa. Di salah satu kecamatan, pemerintah kecamatan menjadikan RPJM-Desa yang disusun dengan KFCP sebagai acuan penyusunan RPJM-Desa untuk desa-desa lain (di luar wilayah kerja KFCP). Pemerintah Kecamatan
 menilai RPJM-Desa tersebut sebagai dokumen perencanaan pembangunan terbaik selama ini di kecamatan mereka20.
 Pada akhir tahun 2012, diadakan Manyanggar (upacara adat besar) yang dihadiri oleh tokoh adat, pemerintah desa, damang dan warga desa. Upacara tersebut bertujuan untuk meminta restu dari roh leluhur agar kegiatan yang akan dilakukan di desa berjalan dengan lancar dan terhindar dari bahaya. Upacara ini merupakan usulan dari Forum Komunikasi Antar Daerah (FKAD), yang dikoordinasikan oleh salah satu desa di wilayah kerja KFCP. Upacara meminta restu dari para leluhur ini memerlukan waktu sekitar 10 hari.
 3.4 Konsultasi dengan Kelembagaan Adat dan Pemerintah Daerah
 Pada tahun 2011-12, KFCP mengadakan diskusi lanjutan dengan kelembagaan adat dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana
 strategi penguatan kelembagaan adat. Berdasarkan laporan kegiatan adat, KFCP melaksanakan beberapa inisasi melalui diskusi dan konsultasi
 dengan berbagai pihak kelembagaan adat daerah, dalam rangka mencari bentuk dan pola keterlibatan kelembagaan adat dalam mekanisme REDD (lihat: Kotak 8).
 Penguatan pemahaman peran dan tugas kelembagaan adat desa, sebagaimana tertuang dalam Perda No.16 tahun 2008
 Para tokoh adat berpendapat bahwa sebelum terlibat lebih jauh dalam pengelolaan kegiatan KFCP di desa, pemahaman mengenai fungsi kelembagaan adat yang sesuai dengan Perda yang dimaksud perlu ditingkatkan.
 Pemetaan wilayah kelola adat
 Para tokoh adat juga sepakat bahwa wilayah kelola adat perlu dipetakan agar membantu mereka dalam mengelola wilayah adat, termasuk dalam hal negosiasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, berkaitan dengan wilayah adat tersebut.
 20Wawancara dengan staf KFCP (Juli 2013), Op.Cit.
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 Proses diskusi dan konsultasi yang dijelaskan dalam Kotak 6 merupakan proses panjang yang memerlukan waktu lama. Tetapi, hal ini perlu dilakukan agar lebih banyak pihak yang terkait dengan kelembagaan
 1. Koordinasi dengan Presiden MADNPertemuan dengan Presiden MADN dilakukan pada bulan Januari 2012. Dalam pertemuan ini, Presiden MADN mendukung kegiatan uji coba penerapan Perda No. 16 Tahun 2008 dan Pergub No. 13 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh KFCP.
 2. Koordinasi dengan Sekda Provinsi Koordinasi ini dilaksanakan pada bulan Desember 2011 dan Januari 2012. Pada prinsipnya, Sekda Provinsi sangat mendukung kegiatan uji coba Pergub No. 13 Tahun 2009.
 3. Pertemuan dengan Sekjen MADNPertemuan dilakukan pada bulan Desember 2011. Dalam hal ini, sekjen MADN berkehendak agar masyarakat adat jangan menjadi masyarakat yang selalu terpinggirkan dan tersingkirkan. Ia juga berharap agar wilayah kelola adat menjadi jelas.
 4. Koordinasi dengan Wakil Ketua DAD Provinsi Salah satu kesepakatan dan ide bersama yang timbul adalah perlu adanya juklak dan juknis dari Pergub No. 13/2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalteng.
 Sumber: KFCP 2013.
 Kotak 8Contoh penggunaan lahan dalam
 adat Dayak
 adat terlibat di dalamnya, sehingga menghasilkan lebih banyak masukan dan pendapat. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, tergali beberapa tantangan yang berkaitan dengan kelembagaan adat. Temuan-temuan
 tersebut juga mendukung hasil kajian awal yang dilakukan oleh KFCP melalui CARE pada tahun 2009 (lihat: Pendahuluan). Beberapa temuan tersebut antara lain adalah (KFCP 2013):
 Kecenderungan tumpang tindihnya otoritas antara Kelembagaan Adat Dayak dengan pemerintah daerah, terutama di tingkat kedamangan21.
 Penafsiran yang berbeda terhadap prosedur pengakuan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah.
 Tuntutan atas pengakuan hak-hak kolektif masyarakat adat atas ruang dan wilayah.
 Masukan yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan dengan pemerintah dan kelembagaan adat daerah selaras dengan prioritas
 pembangunan RPJM-Desa yang diusulkan oleh para tokoh adat desa, yaitu: 1) pelatihan kelembagaan adat dan 2) pemetaan wilayah kelola adat.
 Beberapa pihak dari pemerintahan dan kelembagaan adat kabupaten dan provinsi menambahkan bahwa:
 21Pada saat temuan ini dipresentasikan kepada pemerintahan daerah, umpan balik yang diterima adalah mereka mengatakan hal ini jarang terjadi.
 Mengingat belum adanya Perda Bupati yang dapat memperjelas Perda No.16 tahun 2008, maka penting untuk mengadakan pelatihan kelembagaan adat yang sesuai dengan Perda tersebut.
 Pemetaan wilayah kelola adat dapat membantu kedamangan untuk memetakan wilayah adat, karena belum ada dokumen tertulis yang menunjukkan batasan wilayah adat (tingkat kedamangan). Sebagaimana tertuang dalam Pergub No. 13 tahun 2009:
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 Fungsionaris lembaga kedamangan melakukan inventarisasi, pengukuran, pematokan dan pemetaan terhadap tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah.
 Oleh karena itu, inventarisasi tanah adat merupakan salah satu tugas kedamangan. Tetapi, kedamangan belum melakukannya dikarenakan keterbatasan dana. Padahal, keberadaan peta wilayah adat penting bagi kelembagaan adat agar memiliki kekuatan dalam bernegosiasi dengan pihak-pihak pelaku kegiatan yang berkaitan dengan batasan wilayah adat.
 3.5 Pelatihan untuk Kelembagaan Adat
 Untuk menjalankan tugasnya, Damang maupun Mantir Adat harus memiliki pemahaman dan penguasaan terhadap konsep, fungsi dan peran kelembagaan adat sebagaimana tercantum di dalam Perda No.16/2008. Berdasarkan laporan kegiatan adat KFCP, pelatihan tersebut diikuti oleh Damang Kecamatan Mantangai dan Timpah, Mantir Adat dari 7 Desa di wilayah
 kerja KFCP, beserta wakil dusun dan RT dari desa-desa tersebut. Rencananya pelatihan ini akan ditindaklanjuti dengan pemetaan wilayah adat. Pemetaan wilayah adat itu sendiri dibatasi hanya di Blok A dan E (KFCP 2013).
 Pelatihan diadakan sepanjang minggu pada bulan Februari 2012 di Desa Sei Ahas, Kecamatan
 Mantangai. Narasumber pelatihan berasal dari MADN, DAD Provinsi dan Kabupaten, Akademisi UNPAR (Universitas Palangkaraya), BPMD Kabupaten Kapuas, dan Sekda bagian hukum Kabupaten Kapuas (Ibid.).
 Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan adat dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini (ibid.):
 Tabel 3. Jumlah Narasumber dan Peserta Kegiatan Kelembagaan Adat
 Sumber: Data dan dokumen KFCP, 2012.
 No Lembaga P L Jumlah
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 Narasumber dari Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi
 Narasumber dari Dewan Adat Dayak Kabupaten
 Narasumber dari Universitas Palangkaraya
 Wakil dari Dusun/RT
 Kecamatan
 Fasilitator KFCP
 Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat
 Damang Kepala Adat
 Sekretaris Damang Kepala Adat
 1
 1
 3
 2
 1
 6
 6
 4
 21
 2
 2
 4
 2
 1
 6
 6
 5
 21
 2
 2
 Total 2 47 49
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 Di dalam pelatihan, KFCP berupaya untuk mengetahui tingkat pemahaman damang dan mantir adat mengenai kelembagaan adat. Melalui metode diskusi kelompok,
 presentasi, dan hasil curah pendapat, tingkat pemahaman peserta mengenai kelembagaan adat dapat disimpulkan (lihat: Kotak 9). Berdasarkan pemahaman
 peserta tersebut, para narasumber mengembangkan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman peserta.
 1. Peserta pelatihan tidak mengetahui secara utuh tentang maksud dan tujuan dari kelembagaan adat.
 2. Peserta pelatihan belum mengetahui secara optimal tentang peran dan fungsinya, fungsi yang diangkat hanya berfokus pada pengeluaran Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA), pertikaian sosial serta upacara ritual.
 3. Fungsi dan peran tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena tidak adanya SK, sehingga mantir merasa dirinya belum layak untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, batasan kewenangan antara kelembagaan adat dan pemerintah, khususnya pemerintah desa, belum jelas. Peserta pelatihan dapat menggambarkan struktur kelembagaan adat secara baik dan benar, namun belum mengetahui secara tepat bagaimana struktur itu dapat dijalankan.
 Kotak 9Pemahaman peserta pelatihan mengenai kelembagaan adat
 Identifikasi Tanah Adat dan Hak Atas Tanah Adat
 Deskripsi Jawaban Peserta Pelatihan
 Tanah Adat
 1. Tanah adat adalah sepanjang bunyi ayam berkokok dan bunyi suara gong.
 2. Tanah adat adalah tanah yang dimiliki secara turun temurun, dan ditanami tanaman yang tumbuh di atasnya seperti tanaman karet, cempedak dan buah-buahan lainnya seperti mangga dan durian.
 3. Hutan yang dikonservasi dan dikelola oleh masyarakat adat.
 4. Tanah yang ditanami tanaman dan memiliki nilai ekonomis seperti kebun karet dan buah-buahan, yang dikuasai baik individu atau kelompok.
 5. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamangan dan atau wilayah desa.
 6. Tanah adat adalah tanah yang di dalamnya terdapat bukti seperti ladang, dan berjarak hingga 5 km dari pinggir sungai kali kapuas.
 7. Meliputi: sungai, saka, bahu, himba, beje dan baruh.
 8. Tanah warisan peninggalan orang tua, yang berisi kebun karet dan rotan yang sudah dibuat SPT agar tidak diganggu oleh pihak lain.
 Selain mengenai peran dan fungsi, pelatihan ini juga membahas pemahaman peserta mengenai jenis-jenis tanah adat dan hak adat di atas tanah yang ada di wilayah kerja KFCP. Identifikasi ini dijadikan sebagai
 bahan untuk memetakan wilayah kelola adat setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 Untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap tanah adat
 dan hak-hak adat di atas tanah, fasilitator menggali pengetahuan dan informasi dari peserta pelatihan mengenai kedua topik tersebut. Jawaban peserta digambarkan dalam tabel 4 di bawah ini (KFCP 2013):
 Tabel 4. Pengetahuan Peserta Mengenai Tanah Adat dan Hak Adat di Atas Tanah
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 Deskripsi Jawaban Peserta Pelatihan
 9. Tanah adat adalah sejauh bunyi gong berbunyi, tanah warisan, dan tatas.
 10. Tanah adat milik bersama adalah tanah milik pribadi yang dimulai dari membuka hutan atau berladang.
 11. Tanah yang asal usulnya sudah jelas, walaupun tanah tersebut dimiliki oleh perorangan atau kelompok dan tanah tersebut terletak di bawah 5 km dari sungai besar (kampung).
 12. Hutan adat pahewan.
 13. Hutan keramat yang memiliki pukung pahewan.
 14. Kebun karet, rotan dan tanah jelajah masyarakat.
 15. Sepanjang-panjangnya tempat kami berusaha.
 16. Hutan keramat dan pukung pahewan.
 17. Tanah ladang dan tanah kosong.
 18. Sejauh gong berbunyi dan suara ayam berkokok, tanggiran, tajahan, kaleka, keramat, sepang, jalan memantung, jalan menghakang, jalan berburu dan tatas untuk jalan mencari ikan.
 Sumber: Pelatihan Kelembagaan Adat-KFCP, Februari 2012.
 Hak-hak Adat di Atas Tanah
 1. Sepanjang tempat masyarakat bekerja.
 2. Sawah, ladang, kebun karet, kebun durian dan buah cempedak.
 3. Tatas di hutan, gemur, rotan, pantung.
 4. Di lahan gambut garu ramin dan nyaring.
 5. Jenis obat-obatan yang ada di hutan.
 6. Ada rumah, SP, SPT, Sertifikat dan kebun di atasnya, yang diakui oleh pemerintah maupun secara keadatan.
 7. Tatas, sungai, tanggiran, pahewan, sepan dan kebun.
 8. Kebun dan tanggiran.
 9. Hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan hasil di dalam maupun di atas tanah.
 10. Sepan, pahewan dan tanggiran.
 11. Tempat berladang.
 12. Bekas perladangan, tatah dan jalur untuk tempat menuju kaleka.
 13. Hutan adat sepanjang yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk berusaha, dengan hukum adat yang berlaku.
 14. Bekas tempat tinggal leluhur, misalnya ada tanaman keras dan bekas berladang, pohon tanggiran atau tatas.
 15. Hutan adat yang ada di desa itu sendiri, tanah hak kelola adat dan sungai.
 16. Kebun karet, kebun rotan, beje, tatas, kebun buah-buahan.
 Jawaban-jawaban peserta di atas telah mendekati definisi yang tercantum di Pergub No. 13 Tahun 2009. Namun, beberapa istilah dalam
 tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah berdasarkan konteks lokal perlu mendapatkan perhatian khusus (KFCP 2013).
 Setelah itu, peserta pelatihan diminta untuk mengidentifikasi tanah adat dan hak atas tanah adat di wilayah kerja KFCP. Hasil identifikasi peserta dijelaskan dalam tabel 5 berikut:
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 Tanah Adat Perorangan Tanah Adat Bersama Hak-Hak Masyarakat Adatdi Atas Tanah
 1. Petak Bahu
 2. Tanggiran
 3. Kebun Karet
 4. Kebun Rotan
 5. Kebun Buah-buahan
 6. Kebun Purun
 7. Tatas (buatan sendiri)
 8. Tabengan Pantung
 9. Jalan Manjarat
 10. Tanah Tempat Tinggal
 11. Beje
 12. Kolam yang jauh dari tempat tinggal
 13. Kaleka
 14. Tanah milik bersama yang telah dihibahkan
 15. Saka
 16. Petak Kubur
 17. Sandung
 18. Jarau
 1. Jakatan
 2. Tajahan
 3. Kaleka
 4. Baruh
 5. Lutu
 6. Tanggiran milik bersama
 7. Sepan/ eka mengan
 8. Tabengan pantung mllik bersama
 9. Tatas
 10. Eka malan manana satiar
 11. Sungai
 12. Danau
 13. Sandung/ Sapundu/ Pantar
 14. Eka keramat (pasah Pangantuhu, pasah patahu)
 15. Eka raung bagantung
 16. Petak Rutas
 Usahanya adalah mencari ramuan obat-obatan tradisional (saluang belum pasak bumi penawar gantung, tabat barito, akar kuning, tawar pari, dll), gemor, rotan, pantung, garu ramin, damar (nyating), mencari ikan, buah-buahan alami, berburu, madu, tanaman hias (anggrek hutan, kantong semar, dan lain-lain), Pahewan.
 Tabel 5. Tanah Adat dan Hak Adat di Atas Tanah
 Sumber: Pelatihan Kelembagaan Adat-KFCP, Februari 2012.
 Jenis-jenis tanah adat yang teridentifikasi oleh peserta pelatihan dapat digunakan sebagai dasar dalam pemetaan wilayah kelola adat. Penjelasan dari istilah-istilah jenis tanah adat yang tertera pada tabel 5 dapat dilihat pada lampiran 2.
 Tata Cara Penggunaan dan Kepemilikan Tanah Adat Serta Hak-Hak Adat di atas Tanah
 Setelah membahas mengenai identifikasi tanah adat dan hak adat di atas tanah, pelatihan dilanjutkan dengan sesi pembahasan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Sejauh ini, kendala-kendala yang ditemui dalam kepemilikan tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, beberapa diantaranya dijelaskan dalam Kotak 10 berikut ini.
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 1. Perusahaan besar swasta dan Kuasa Pertambangan (KP).
 2. Konflik tanah warisan.
 3. Tumpang tindih kepemilikan lahan.
 4. Kepentingan pemerintah desa (pemdes) dan adat.
 5. Kepemilikan lahan dengan segel/verklaring.
 6. Jadwal kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat.
 7. Pemahaman tentang istilah tanah adat di masyarakat.
 8. Batas desa belum jelas.
 Kotak 10Pemahaman peserta pelatihan mengenai kelembagaan adat
 Kendala-kendala tersebut menyebabkan sebagian warga merasa enggan mengajukan permohonan surat keterangan kepemilikan tanah. Selain itu, hasil diskusi dengan kelembagaan adat daerah juga menyatakan perlunya penjelasan kerangka kerja SKTA untuk memudahkan proses penerbitannya. Oleh karena itu, pada pelatihan ini para narasumber dan peserta berdiskusi untuk menyusun diagram alur mengenai cara-cara pembuatan SKTA.
 Untuk lebih jelasnya, tata cara tersebut diuraikan dalam diagram di bawah ini:
 Diagram 1. Alur Penerbitan SKTA
 Sumber: Pelatihan Kelembagaan Adat-KFCP, Februari 2012.
 Keterangan diagram 1:
 1. Masyarakat mengajukan permohonan kepada mantir untuk pembuatan SKTA (sesuai dengan lampiran pada Pergub No. 13 Tahun 2009), kemudian mantir bertugas membuat surat pengajuan SKTA kepada Damang kepala adat.
 2. Menanggapi surat permohonan mantir, kepala adat (damang) dan sekretaris adat mengadakan rapat kedamangan di tingkat kecamatan. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membentuk komisi adat,
 Masyarakat membuat surat pernyataan tanah adat dan
 surat permohonan SKTA
 Mantir desa (mengumpulkan) dan membuat surat
 Damang kepala adat dan sekretaris
 Membentuk komisi adat. Orang yang ada di desa
 Rapat komisi adat, waktu dan biaya mengusulkan ke damang
 Keputusan damang
 Rapat kedamangan dan komisi
 Turun ke lapangan, sejarah
 Ada gugatan
 Tidak ada gugatan
 Rapat kedamangan dan komisiPengumuman berita acara pemeriksaan di masyarakat
 selama 21 hari
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 yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah desa yang mengetahui/mengenal lokasi dari usulan SKTA masyarakat (berdasarkan rekomendasi dari mantir adat desa).
 3. Langkah selanjutnya dikoordinir oleh damang kepala adat, yaitu melakukan pertemuan di kecamatan/desa untuk menyusun langkah/starategi untuk melakukan peninjauan ke lapangan. Selain itu, juga dibahas mengenai: biaya anggaran, kesiapan lapangan, dan pihak-pihak yang akan terlibat.
 4. Hasil peninjauan lapangan dilaporkan dalam berita acara yang akan diletakkan di depan umum selama 1 minggu untuk mendapat masukan atau sanggahan dari masyarakat.
 5. Melihat apakah terdapat gugatan dari masyarakat lain terkait usulan pembuatan SKTA.
 6. Damang Kepala Adat adalah pengambil keputusan tertinggi.
 Selain itu, di dalam pelatihan juga dibahas mengenai cara-cara untuk memverifikasi inventaris lahan di desa. Selama ini, beredar lebih dari satu jenis surat kepemilikan tanah di desa, yaitu Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dikeluarkan oleh
 pemerintah desa, SKTA dikeluarkan oleh Mantir Adat atas persetujuan Damang, dan Verklaring (surat kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh pemerintah pada masa penjajahan Belanda). Adanya berbagai jenis surat kepemilikan
 tanah tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepemilikan tanah, sehingga proses verifikasi atas inventarisasi lahan perlu dilakukan.
 Prosedur verifikasi dijelaskan sebagai berikut:
 Sumber: Pelatihan Kelembagaan Adat-KFCP, Februari 2012.
 Diagram 2. Verifikasi Atas Inventarisasi Tanah Adat
 Komisi adat tingkat desa
 Laporan hasil inventarisasi kepala Damang kepala adat
 Inventarisasi tanah-tanah adat di wilayah desa (atas dasar Pergub No.13 Tahun 2009)
 Adanya keluhan dari masyarakat
 Pengumuman di tingkat desa hasil inventarisasi tanah-tanah
 adat
 Rapat komisi adat dengan Damang kepala adatTidak ada keluhan
 Turun peninjauan ke lapanganRapat komisi adat dengan
 Damang kepala adat
 Keputusan Damang kepala adat
 DAD (Dewan Adat Dayak)
 Turun peninjauan ke lapangan
 Keputusan Damang kepala adat
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 Setelah pelaksanaan pelatihan, dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan peran dan tugas kelembagaan adat desa, yang sebagian besar mengenai penerbitan SKTA. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa:
 • kelembagaan adat desa telah lebih memahami peran dan tugas kelembagaan adat di Kalimantan Tengah serta peran mereka di desa.
 • prosedur penyusunan SKTA yang disusun dalam pelatihan ternyata memudahkan kedamangan dan Mantir dalam memproses SKTA. Untuk itu, prosedur penyusunan SKTA ini akan dijadikan sebagai prosedur tetap penyusunan SKTA bagi kedamangan.
 Sebagaimana dijelaskan di atas, informasi yang diperoleh dari pelatihan, seperti identifikasi tanah adat dan hak adat di atas tanah digunakan untuk melakukan pemetaan wilayah kelola adat. Proses pemetaan wilayah kelola tersebut dijelaskan pada bagian di bawah ini.
 Setelah pelatihan dilakukan, KFCP memfasilitasi pemetaan wilayah kelola adat di tujuh desa di wilayah program KFCP, yang bertujuan untuk memetakan tanah adat milik bersama. Tanah adat milik
 3.6 Pemetaan Wilayah Kelola Adat
 perorangan masih belum dipetakan karena identifikasi dan pemetaan tanah tersebut cukup kompleks, sedangkan pelaksanaan program KFCP dibatasi oleh waktu. Selama proses pemetaan, KFCP bekerja
 sama dengan konsultan-konsultan, diantaranya dari UNPAR, MADN, dan DAD (Provinsi dan Kabupaten)23. Pemetaan dilakukan dalam beberapa tahap, yang terdiri dari:
 Pemetaan pertama: Pembuatan batasan luar tanah adat milik bersama.
 Pemetaan kedua: Pembuatan batasan dalam tanah adat milik bersama.
 Sebagai bagian dari proses pembelajaran desa, KFCP mengupayakan agar pemetaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga desa. Hal ini dilakukan karena desa adalah pihak yang mengetahui kondisi wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, peta wilayah kelola adat yang dihasilkan merupakan peta milik desa. Selain
 itu, pengetahuan yang diperoleh desa (termasuk kelembagaan adat) dari proses pemetaan ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi desa dalam menegosiasikan dan mengkonsultasikan program-program yang terkait pengelolaan hutan.
 Pemetaan dilakukan secara langsung oleh tim pemetaan desa, yang
 terdiri dari Mantir Adat, warga desa dan pemerintah desa. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 150 orang yang terlibat dalam pemetaan, dan 13 diantaranya perempuan. Sementara itu, kedamangan, DAD dan MADN berperan sebagai tim penasihat.
 23Ibid.
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 Pemetaan Pertama: Pembuatan Batasan Luar Tanah Adat Milik Bersama
 Pemetaan ini dilakukan melalui beberapa tahapan:
 Uji coba Metode Pemetaan
 Pemetaan dilakukan dengan teknik overlay. Tim pemetaan membuat titik-titik terjauh wilayah kelola adat. Titik-titik yang teridentifikasi tersebut ditentukan posisinya dengan menggunakan GPS. Setelah itu, untuk memastikan, dilakukan survei lokasi. Pada saat survei lokasi, justifikasi titik-titik terjauh wilayah kelola adat dilakukan dengan sejarah pengelolaan lahan yang dituturkan oleh para Mantir Adat, tokoh adat, dan warga. Lalu, tim pemetaan menempelkan hasil pemetaan sementara di desa dan mendiskusikannya dengan warga desa yang memahami sejarah tanah adat desanya.
 Evaluasi
 Dari evaluasi, diperoleh beberapa pembelajaran dari uji coba pemetaan, diantaranya adalah:
 Penggunaan sketsa yang di-overlay dengan peta citra satelit dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya pemetaan.
 Penempelan hasil sementara pemetaan dan diskusi kelompok terarah dengan warga desa telah meningkatkan kepercayaan warga desa kepada program. Sebelumnya, mereka mencurigai adanya pengubahan status dan kepemilikan lahan, sehubungan dengan adanya pemetaan ini.
 Batas sebaran tanah adat milik perorangan dan milik bersama berbeda di setiap desa, padahal dari sisi budaya dan demografi desa-desa tersebut berasal dari betang yang sama dan punya batas yang sama.
 Penentuan sebagian besar batas wilayah selama pemetaan berlangsung masih melalui perkiraan, tanpa runutan sejarah kepemilikan dan pengelolaan lahan yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa budaya tutur di antara masyarakat adat Dayak sudah mulai menghilang, dan hampir tidak ada upaya pendokumentasiannya. Tanpa dokumentasi sejarah, dasar klaim kepemilikan tanah adat, baik milik perseorangan maupun milik bersama, menjadi lemah. Oleh karena itu, pendokumentasian sejarah penting untuk dilakukan.
 Batas sebaran tanah adat milik perorangan dan milik bersama sebenarnya bisa dijelaskan oleh konsep tradisional eka malan manana satiar. Seluruh Mantir dan Damang sepakat bahwa batas ini ditentukan oleh kemampuan warga untuk mengakses lahan tempatnya melakukan kegiatan usaha.
 Bila suatu kawasan dapat ditempuh pulang pergi dalam 1 hari dan warga berusaha di kawasan itu, misalnya menangkap ikan, maka kawasan itu dianggap sebagai batas eka malan manana satiar. Di kawasan inilah tanah adat milik perorangan terkonsentrasi. Di
 luar kawasan itu, lebih banyak tanah adat milik bersama.
 Hasil pemetaan membuktikan pernyataan tersebut. Saat diperiksa, tanah adat milik bersama umumnya terletak jauh dari pusat desa.
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 Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, seperti kanal di Blok A dan jalan tambang di Blok E, membuat daya jelajah Masyarakat Adat Dayak dalam 1 hari menjadi lebih jauh, dan resiko ketidakpastian lahan juga menjadi tinggi.
 Masih terdapat kesalahan penentuan lokasi titik-titik terjauh wilayah kelola dengan menggunakan GPS. Oleh karena itu, perlu pembersihan data dan pemeriksaan ulang.
 Hasil evaluasi dari uji coba pemetaan dipaparkan kepada MADN dan DAD di provinsi. Mereka menyebutkan bahwa meskipun terdapat peta wilayah, berbagai tantangan dalam hal wilayah adat masih harus diselesaikan (lihat: Kotak 11).
 1. Tidak ada Hak Ulayat di Kalimantan Tengah. Pendapat yang mengatakan batasnya adalah 5 km dari pinggir sungai tidak bisa digunakan sebagai acuan.
 2. Tanah Adat di kawasan hutan, misalnya inisiasi Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa dan lainnya hanya impian bagi warga Dayak. Alasannya, bahwa keputusan diambil oleh Keputusan Menteri Kehutanan.
 3. Warga Dayak tidak bisa mengakses Surat Kepemilikan Tanah di kawasan hutan, karena melanggar aturan yang berlaku.
 4. Apabila ada inisiasi pembentukan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) di Kabupaten, asal memiliki konsep yang jelas, patut dicoba. Tapi, bila konsepnya tidak jelas, hanya akan jadi pekerjaan sia-sia.
 5. Banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pemetaan partisipatif, tapi tidak ada tindak lanjut. Pergub No. 13/2009 semestinya dapat menjadi langkah nyata. Kegiatan KFCP diharapkan bisa jadi contoh pelaksanaannya.
 6. Tim Penyelesaian Konflik Lahan telah dibentuk, tapi tidak berjalan karena belum ada langkah nyata sejauh ini.
 Kotak 11Pemahaman peserta pelatihan mengenai kelembagaan adat
 Debugging (pembersihan) Data Hasil Pemetaan Tahap Pertama
 Setelah proses pemetaan, dilakukan pembersihan data (debugging) terhadap peta yang dihasilkan dari uji coba pemetaan tersebut. Pembersihan data dilakukan oleh Mantir dari Desa Katunjung dan Sei Ahas, dibantu oleh staf KFCP. Peta yang sudah dibersihkan dikembalikan ke Mantir Adat di setiap desa.
 Setelah peta hasil uji coba selesai dibersihkan, kesalahan dalam pemetaan (seperti: penentuan titik koordinat) diperbaiki dengan pemeriksaan ulang melalui pengambilan titik koordinat di lapangan atau diskusi terarah. Hasil sementara dari pemetaan pertama ini adalah:
 Peta perkiraan batas tanah adat milik perorangan dan milik bersama di enam desa, termasuk dusunnya.
 Data sejarah di setiap titik batas di enam desa.
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 Pelatihan Pemetaan Lanjutan24
 Berdasarkan uji coba pemetaan, ditemukan kesulitan dalam menghimpun sejarah kepemilikan dan pengelolaan tanah adat. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemetaan kedua, tim pemetaan diberikan pelatihan dengan tujuan untuk:
 Melakukan verifikasi dan justifikasi sejarah yang digunakan Mantir Adat dan Damang untuk memetakan perkiraan batas tanah adat milik perorangan dan milik bersama.
 Melakukan verifikasi terhadap asumsi yang digunakan saat pemetaan tanah adat.
 Menawarkan pilihan jalan keluar dari masalah yang telah diidentifikasi saat pemeriksaan justifikasi sejarah dan asumsi pemetaan Tanah Adat.
 Selain itu, dari pelatihan tersebut, peserta juga memberikan masukan mengenai perlunya kejelasan dan revitalisasi dari beberapa kebijakan terkait dengan tanah adat, diantaranya seperti:
 Revitalisasi peraturan Adat yang sesuai untuk pengaturan tata ruang, misalnya Hukum Adat Dayak dalam Perjanjian Tumbang Anoi:
 Pasal 87 tentang Singer Karusak Pahewan, Karamat, Rutas dan Tajahan (denda Adat atas kerusakan).
 Pasal 90 tentang Perkara Takian Holang Tana, Bahu, Kabun (perkara perselisihan batas ladang, kebun, dan bekas berladang dan bekas berkebun).
 Pasal 95 tentang Adat Eka Malan-Manana, Satiar Bausaha (adat tempat berladang dan tempat berusaha).
 Pemetaan Kedua: Batasan dalam Tanah Adat Milik Bersama
 Pemetaan kedua dilakukan untuk membuat batas dalam tanah adat milik bersama. Selain itu, pemetaan ini bertujuan untuk:
 Memperbaharui peta yang sudah dimiliki, terutama tata batas tanah adat milik perorangan dan milik bersama serta asumsi penarikan garis lurus antar titik batas.
 Memetakan status Tanah Adat Milik Perorangan yang bersifat in-absentee dan tidak terkelola, serta tanah-tanah yang tidak jelas kepemilikannya (dalam wilayah eka malan manana satiar). Berdasarkan kesepakatan antara KFCP dan desa, pemetaan akan melibatkan Kepala Ladang, Pemilik Tatas, dan pihak lain yang diperlukan untuk proses identifikasi.
 Memetakan hak-hak adat di atas tanah, terutama di kawasan hutan.
 Pemetaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena lokasi yang dipetakan terletak jauh dari desa (jaraknya sekitar 1 hari). KFCP akan memanfaatkan musim hujan untuk menjangkau lokasi tersebut. Jika dimungkinkan, KFCP akan bekerja sama dengan Tim Inventarisasi, Pemetaan, Pematokan dan Pembuatan SKT Tanah Adat Pada Desa Percontohan di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemetaan dan agar dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan di antara Damang, Mantir dan Tim Pemetaan Adat.
 24Wawancara dengan staf KFCP, Juli 2013.
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 Pada saat laporan ini disusun, pemetaan tahap kedua belum dilaksanakan. KFCP tengah berupaya untuk mengadakan diskusi lebih lanjut dengan berbagai lembaga lokal yang bekerja di bidang pengembangan masyarakat,
 seperti: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), Yayasan Tahanjungan Tarung (YTT), dan Yayasan Petak Danum (YPD). Selain itu, turut hadir Dewan Adat Dayak (DAD). Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan bahwa
 pemetaan batas dalam wilayah kelola adat akan dilakukan bersama-sama dengan lembaga-lembaga tersebut. Sementara ini, seluruh lembaga akan mengkaji ulang peta-peta wilayah yang mereka miliki (KFCP 2013b).
 1. Menggunakan sejarah desa dalam penentuan titik-titik terluar wilayah kelola adat di satu desa.Sejarah desa dapat digunakan sebagai alat pendukung dalam pembuatan sketsa dasar wilayah adat. Sejarah tersebut digali berdasarkan informasi penggunaan sungai (besar dan kecil) dan daya jelajah masyarakat dalam melakukan kegiatan mata pencaharian. Contohnya, daya jelajah dapat ditentukan dari jarak yang ditempuh warga dalam menyusuri sungai sebagai jalur transportasi utama untuk mengakses sumber daya alam (SDA). Daya jelajah dapat diukur dari hulu ke hilir sungai, dilanjutkan dengan berjalan kaki kurang lebih 5 km.
 2. Asumsi Penarikan Garis Batas yang Menghubungkan Satu Titik ke Titik Lainnya.Berdasarkan sejarah pemanfaatan wilayah untuk mengakses SDA, daya jelajah masyarakat adalah kiri dan kanan sungai, baik dari muara maupun dari ujung-ujung sungai. Dari beberapa anak sungai yang ada, ujung sungai saling berdekatan, bahkan ada yang saling memotong antar anak sungai. Daya jelajah berdasarkan pemanfaatan sungai menjadikan potensi pemanfaatan wilayah di antara dua titik, bahkan lebih.
 3. Koreksi atas Titik-titik Terluar di Satu Desa dengan Desa Lain (Efek Tepi)Menginformasikan kepada masyarakat melalui publikasi peta yang telah dipetakan untuk mendapatkan informasi tentang asal usul atau sejarah titik terluar (efek tepi). Titik terluar wilayah adat tidak dipengaruhi oleh batas administrasi desa.
 4. Metodologi paling murah, sederhana dan akurat untuk menentukan titik-titik terluar dan garis batas penghubung antar titik.Beberapa metode pemetaan yang tersebut diantaranya adalah:
 • Penggalian sejarah asal usul desa
 • Penggalian sejarah jelajah pemanfaatan SDA di masing-masing sungai dan kondisi saat ini
 • Pembuatan sketsa peta dasar wilayah adat berdasarkan sejarah
 • Integrasi sketsa peta dasar wilayah adat dengan peta-peta lain, misalnya peta penggunaan lahan, status kawasan, peta rapid eye.
 • Survei acak wilayah-wilayah yang sudah dipetakan.
 5. Proses pengambilan keputusan tentang wilayah kelola antar desa yang tumpang tindih.Strategi yang digunakan KFCP dan desa dalam mengatasi ketumpangtindihan tersebut diantaranya:
 • Pengaduan masyarakat ditujukan kepada mantir desa.
 • Mantir membentuk komisi adat di tingkat desa untuk melakukan verifikasi terhadap lahan yang tumpang tindih setelah sebelumnya melakukan koordinasi dengan Damang Kepala Adat.
 • Komisi adat melakukan survei ke lokasi lahan yang tumpang tindih untuk mencari fakta di lapangan.
 • Rapat komisi adat atas hasil survei lapangan bersama Damang Kepala Adat.
 • Keputusan Damang Kepala Adat.
 Kotak 12Catatan Penting dalam Pemetaan
 Wilayah Adat
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 6. Menerapkan proses pengambilan keputusan zaman dahulu.Pada zaman dahulu, pengambilan keputusan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat. Jika menyangkut urusan desa sendiri, musyawarah mufakat dipimpin oleh tamanggung (sekarang kepala desa), sedangkan bila menyangkut dengan desa bersebelahan, kepala adat (sekarang damang) berperan sebagai tiang penengah untuk mencapai kesepakatan. Prinsip yang dibangun suku dayak dalam bermusyawarah maupun bekerja sama adalah prinsip penyang hinje simpei paturung humba tamburak (menjunjung tinggi kerja sama dan nilai persatuan antara satu dan yang lain). Prinsip tersebut membentuk sikap para warga untuk mencapai kerukunan dan kedamaian.
 7. Desa vs Lewu (adat) dan implikasinya.Jika desa mempunyai kewenangan administrasi yang jelas, maka sebaliknya dengan lewu (adat). Misalnya pada status kepemilikan lahan, implikasinya terlihat dalam menentukan perencanaan dan implementasi kegiatan yang terbentur dengan berbagai kepentingan (adat dan administrasi secara kepemerintahan). Seperti halnya pada lahan yang sama, selain SKT juga perlu dibuat SKTA. Selain itu, selanjutnya juga diharapkan adanya pengakuan terhadap lewu (Adat) dalam pengelolaan sumber daya alam.
 8. Keterlibatan peserta yang kontra terhadap KFCP dalam kegiatan pemetaan.Keterlibatan warga yang sikapnya kontra ini tidak lepas dari peran mantir adat, yang mengundang secara langsung warga tersebut untuk ikut andil dalam kegiatan pemetaan. Hal ini dilakukan karena warga tersebut mempunyai kemampuan dan minat dalam kegiatan pemetaan, terutama secara adat. Dalam tahapan kegiatan pemetaan, warga tersebut diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya tentang adat dan pemetaan partisipatif.
 Tim juga diberi penjelasan tentang tahapan-tahapan pemetaan serta hasil yang ingin dicapai, kemudian dibagi peran-perannya sesuai dengan minat dan kemampuan. Proses yang ingin dibangun dalam tim adalah proses partisipatif, dimana pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, sehingga warga yang kontra dengan KFCP merasa dilibatkan dan diperlukan.
 3.7 Melibatkan Tokoh Adat dalam Pengelolaan Kegiatan KFCP di Desa
 Selain dari dukungan kelembagaan adat melalui pelatihan, penyusunan proses SKTA dan pemetaan wilayah kelola adat, KFCP juga senantiasa melibatkan para tokoh adat desa dalam kegiatan-kegiatan KFCP di desa. Sejak awal, penyusunan dan konsultasi Perjanjian Desa selalu melibatkan Mantir Adat. Begitu pun dalam mengenalkan dan
 memulai kegiatan, diawali dengan sosialisasi kepada pemerintah desa dan tokoh adat. Selain itu, KFCP memberikan kesempatan kepada tokoh adat untuk menjadi anggota TPK dan TP dalam pengelolaan kegiatan KFCP. Melibatkan tokoh adat dalam pengelolaan kegiatan KFCP merupakan bentuk pelatihan langsung (on the job training) untuk
 meningkatkan pengetahuan mereka mengenai konsep dan pelaksanaan program REDD+.
 Pelibatan para tokoh adat dalam kegiatan KFCP terus berkembang dari tahun ke tahun, seperti dijelaskan di bawah ini25:
 Pertengahan Tahun 2009-11
 Di sepanjang tahun ini, KFCP memasuki tahap persiapan dan perencanaan pelaksanaan program, serta kegiatan uji coba penabatan tatas dan reforestasi. Tokoh dan Mantir Adat dilibatkan dalam:
 25Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
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 Konsultasi dan negosiasi perencanaan program KFCP di desa.
 Pelatihan konsep REDD+, tujuan dan cakupan program KFCP.
 Proses identifikasi kepemilikan tatas untuk kegiatan uji coba penabatan tatas.
 Rekomendasi lahan penanaman bagi kegiatan uji coba reforestasi.
 Keanggotaan Tim Konsultasi Perjanjian Desa (TKPD) untuk mengkonsultasikan Perjanjian Desa. Tim ini termasuk 20 Mantir Adat yang dipilih oleh warga.
 Prosesi upacara Adat (manyamburuk) sebelum kegiatan reforestasi.
 Tahun 2012-13
 Pada tahun ini, KFCP memperluas skala kegiatan, seperti reforestasi, pembibitan dan penabatan tatas. Selain itu, program pengembangan mata pencaharian mulai dikembangkan. Dalam proses tersebut, para tokoh adat dilibatkan dalam:
 Diskusi dan konsultasi lahan yang akan digunakan untuk reforestasi dan pengembangan mata pencaharian alternatif.
 Keanggotaan TP untuk mengawasi pengelolaan kegiatan agar berjalan dengan transparan, akuntabel dan partisipatif, diantaranya dengan memastikan bahwa informasi, manfaat dan resiko kegiatan disampaikan kepada warga desa, serta kelompok rentan seperti warga miskin dan perempuan dilibatkan dalam kegiatan KFCP.
 Keterlibatan tokoh adat dalam kegiatan-kegiatan tersebut merupakan media bagi mereka untuk mengenal proses pengelolaan program REDD+. Selanjutnya, mereka dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari keterlibatan ini untuk mengelola
 kegiatan lain yang berkaitan dengan REDD+ dan program pembangunan lainnya. Di salah satu desa, saat program dari luar diperkenalkan ke desa, Mantir Adat mendorong pemerintah daerah untuk mengelolanya seperti mekanisme pengelolaan yang diterapkan KFCP
 di desa. Bagi Mantir tersebut, beberapa pembelajaran dari KFCP yang dapat diterapkan diantaranya adalah transparansi, pemetaan lokasi kegiatan yang partisipatif, serta konsultasi resiko dan manfaat program kepada seluruh warga desa.
 Ketua Dewan Adat Dayak berdiskusi dengan anggota masyarakat.
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 Pembelajaran Kunci:
 1. Adat Dayak telah memiliki konsep yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, seperti Manyalamat Petak Danum. Oleh karena itu, konsep tersebut perlu diintegrasikan ke dalam pengelolaan program yang terkait lingkungan.
 2. Meskipun penguatan kapasitas kelembagaan adat difokuskan untuk desa dan kedamangan, KFCP melibatkan lembaga adat dari tingkat provinsi hingga desa untuk mengidentifikasi jenis-jenis penguatan kapasitas yang diperlukan. Kelembagaan adat yang ada dari provinsi hingga desa merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, konsultasi dengan seluruh kelembagaan tersebut sangatlah penting untuk memperoleh masukan dan dukungan yang lebih luas terhadap program KFCP, khususnya untuk penguatan kelembagaan adat di desa.
 3. Integrasi penguatan kelembagaan adat sebagai salah satu prioritas program dalam RPJM-Desa dilakukan agar penguatan dapat berjalan secara berkelanjutan oleh pemerintah setempat pada saat program KFCP telah selesai. KFCP hanya membantu membuka akses dan memfasilitasi sebagian dari penguatan kapasitas yang diperlukan oleh kelembagaan adat desa. Kedepannya, masih banyak yang harus ditingkatkan dalam kelembagaan adat desa, agar peran dan tugasnya sesuai dengan yang tertera dalam Perda No. 16/2008.
 4. Sebagian dari narasumber pelatihan kelembagaan adat merupakan pihak-pihak yang menyusun Perda No. 16/2008, dan sebagian lagi berasal dari pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan agar pelatihan diberikan oleh orang yang paling memahami Perda sehingga dapat menerangkan tugas dan peran kelembagaan adat dengan lebih tepat.
 5. Dalam memetakan wilayah adat, beberapa pembelajaran yang diperoleh diantaranya:
 • Pemetaan perlu dilakukan secara partisipatif dengan warga desa dan kelembagaan adat terkait. Meskipun proses ini memakan waktu lama, namun penting untuk dilakukan karena mereka adalah pihak yang memahami karakter dan kondisi wilayahnya sendiri. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dari pemetaan dapat dijadikan acuan untuk menegosiasikan upaya-upaya lain terkait pemetaan wilayah.
 • Menggunakan sejarah desa dalam penentuan titik-titik terluar wilayah kelola adat di satu desa adalah hal yang penting. Namun, belum ada upaya pencatatan sejarah tersebut, sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk mendokumentasikannya.
 • Perlunya integrasi antara pemerintah dan lembaga adat di desa mengenai prosedur pengesahan kepemilikan dan hak atas tanah melalui SPT dan SKTA untuk mengurangi ketumpangtindihan status dan kepemilikan tanah. Hal ini juga perlu dilakukan untuk mengurangi perselisihan yang mungkin timbul antara pemerintahan daerah dengan kelembagaan adat dalam pengurusan surat-surat tersebut.
 6. Pada saat KFCP baru memperkenalkan programnya di desa, Perda kelembagaan adat baru kurang lebih satu tahun disahkan. Sebagian besar desa juga belum memilih Mantir Adat yang sesuai dengan Perda tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan diskusi dengan pemerintahan daerah dan kelembagaan adat, pemerintah dan lembaga adat desa belum sepenuhnya memahami peran dan tugas kelembagaan adat yang sesuai dengan Perda. Oleh karena itu, KFCP terlebih dahulu fokus untuk membantu menguatkan kapasitas kelembagaan adat. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan suatu lembaga secara aktif dalam pengelolaan REDD+ tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Kesiapan mereka sebagai sebuah lembaga untuk mengelola program REDD+ penting untuk diketahui agar bentuk bantuan dan pelibatan mereka dalam pengelolaan program tepat sasaran.
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 Di desa, KFCP membantu pembentukan Forum Komunikasi Antar Desa (FKAD), yang ditujukan
 sebagai media bagi kepala desa, mantir adat dan tokoh desa
 DALAM RANGKA MENINGKATKAN DUKUNGAN TERHADAP DESA DALAM
 MENGELOLA KEGIATAN KFCP, selain memberikan penguatan kepada TPK/TP dan
 kelembagaan adat, KFCP juga memfasilitasi pembentukan forum koordinasi dan
 komunikasi bagi desa, baik antar desa maupun dengan pemerintahan daerah.
 lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati hal-hal terkait kegiatan KFCP dan desa. Selain itu, KFCP juga membantu persiapan bagi desa yang ingin mengajukan pengelolaan hutan desa. Sedangkan di tingkat
 kabupaten, KFCP membantu pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) REDD+, yang juga bertujuan untuk membuka akses bagi desa untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten.
 FKAD merupakan forum yang penting, dimana para kepala desa dapat berkumpul, berdiskusi dan berbagi informasi mengenai program KFCP di desa. Maka, sangat disarankan agar kedepannya, FKAD tetap ada, dan menjadi forum bagi kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan desa, tidak hanya
 untuk program KFCP saja.
 -Wakil Kepala Desa TM 2013-
 Kotak 13
 4.1 Forum Komunikasi Antar Desa (FKAD)
 Sebelum kehadiran KFCP di desa, kepala desa dan tokoh desa lainnya biasanya berkumpul secara informal di warung-warung atau tempat berkumpul lainnya. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas hal-hal yang berkaitan dengan urusan desa, informasi-
 informasi terbaru, dan sebagainya. KFCP melihat potensi ini dapat dikembangkan menjadi forum bagi kepala desa untuk bertukar informasi dan menyelesaikan beberapa permasalahan di desa. Sekitar tahun 2012, setelah Perjanjian Desa ditandatangani di
 seluruh desa, KFCP dan para kepala desa mulai mendiskusikan rencana pembentukan Forum Komunikasi Antar Daerah (FKAD). Forum ini digunakan sebagai media untuk berbagi informasi dan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan program KFCP26. Pada penyusunan
 Membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi
 26Wawancara dengan staf KFCP, Juni 2013, Kapuas.
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 perpanjangan Perjanjian Desa periode 2013-14, forum ini digunakan sebagai media untuk mendiskusikan dan menyepakati strategi dan
 proses konsultasi Perjanjian Desa untuk masing-masing desa. Melalui forum tersebut, informasi yang diperoleh desa dari program akan
 dipahami secara bersama oleh setiap desa, sehingga dapat mengurangi kesimpangsiuran informasi.
 Awal Pembentukan FKAD
 Di tahun 2012 saat FKAD pertama kali dibentuk, forum ini tidak memiliki struktur yang formal dan baku, serta belum memiliki rencana kerja. Biasanya, pertemuan forum diselenggarakan jika muncul isu atau kegiatan tertentu. Anggota FKAD tidak hanya terdiri dari kalangan pemerintahan desa saja, namun juga melibatkan Mantir Adat, dan tokoh desa lainnya27.
 Di tahun yang sama, FKAD terbukti mampu menjadi mediator yang cukup kuat dalam menghadapi perubahan arah program KFCP di desa. FKAD mampu meredam ketegangan yang mungkin timbul di antara warga desa sebagai akibat dari perubahan tersebut (lihat: Kotak 14).
 Di akhir tahun 2012, terjadi perubahan kebijakan program KFCP, yaitu mengenai program mata pencaharian. Perubahan ini berpotensi menimbulkan ketegangan di antara warga. Maka, sebelum
 perubahan tersebut dibicarakan dengan warga, terlebih dahulu dilakukan diskusi dengan FKAD. Setelah itu, FKAD sendiri yang melakukan diskusi dengan warga desa. Dikarenakan perwakilan dari mereka
 sendiri yang berbicara, warga desa lebih dapat menerima perubahan tersebut.
 -Staf KFCP, Juni 2013, Kapuas-
 Kotak 14
 Periode 2013-14
 Melihat fungsi dan peran FKAD yang cukup berhasil dalam menengahi isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan KFCP, para kepala desa dan kalangan adat menyarankan agar forum ini menjadi forum pertemuan
 formal antar desa. Selain itu, muncul gagasan untuk menjadikan FKAD sebagai salah satu forum yang akan menjembatani program-program terkait REDD+ lainnya dan pengelolaan hutan yang mungkin
 akan hadir di desa. Oleh karena itu, pada periode ini, fokus utama KFCP adalah membantu meningkatkan kapasitas FKAD dalam hal:
 Mendorong Pengesahan FKAD
 Menindaklanjuti masukan dari para kepala desa dan kalangan adat di desa, KFCP dan desa merencanakan untuk memformalkan FKAD. Dalam rangka mencapai hal tersebut, KFCP membantu desa untuk:
 Menyusun rencana kerja dan anggaran;
 Mengidentifikasi sumber-sumber penganggaran; dan
 Memperoleh Surat Keputusan Bupati untuk mengesahkan FKAD.
 27Ibid.
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 Membantu FKAD untuk Menjadi Forum Koordinasi dalam Program Pengelolaan Hutan di Desa
 Salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan berada di bawah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH merupakan satuan kerja pemerintah yang saat ini berada di bawah Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Sebagian dari kawasan hutan yang masuk ke dalam program KPH berada di wilayah kerja KFCP.
 Pada dasarnya, prinsip KPH dalam pengelolaan hutan lindung juga mengedepankan pemanfaatan hutan bagi masyarakat (lihat: Kotak 15).
 Salah satu fungsi KPHL dan KPHP adalah menyelenggarakan pengelolaan hutan, yang meliputi:
 1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 2. pemanfaatan hutan;
 3. penggunaan kawasan hutan;
 4. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 5. perlindungan hutan dan konservasi alam
 Pemanfaatan hutan diartikan sebagai:
 Kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
 Sumber: Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010
 Kotak 15
 Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara KPH dan masyarakat dalam program pengelolaan hutan yang berada di bawah KPH. Lebih lanjut lagi, salah satu staf KPHL Kapuas menyatakan:
 KFCP dapat memberikan banyak pembelajaran kepada KPHL, baik dari sisi teknis maupun sosial. Khususnya dari segi sosial, KPHL masih perlu belajar cara untuk bekerja sama
 dengan masyarakat. KFCP, sebagai program yang sudah cukup lama bekerja sama dengan warga desa, dapat membagikan pengalamannya kepada KPHL.
 –Staf KPHL Kapuas 2013-
 Berkaitan dengan program KPH dari pemerintah, pada periode program Juni 2013-April 2014, KFCP berupaya untuk membuka informasi mengenai
 program-program KPH kepada warga desa, agar warga memahami tujuan, manfaat dan resiko dari program tersebut. Selain itu, dalam
 hal pengelolaan hutan, KFCP juga membantu desa dalam:
 Penyusunan Pola dan Tata Guna Lahan Desa (PTGLD) yang dilakukan secara partisipatif. PTGLD dapat menyediakan bantuan bagi warga desa dalam memperjelas pengelolaan lahan desa, termasuk kawasan hutannya.
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 Pengajuan Hutan Desa. KFCP berupaya membantu desa untuk menyusun proposal pengajuan hutan desa dan membentuk unit pengelola hutan tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di bagian “Hutan Desa”.
 Kejelasan informasi mengenai KPHL, adanya PTGLD, Hutan Desa dan pengalaman yang dimiliki desa dalam bekerja sama dengan KFCP dapat membantu desa dalam melindungi kepentingan desa dan memberikan masukan kepada program-program
 pengelolaan hutan yang akan masuk ke desa.
 Untuk mensosialisasikan program-program KPH kepada warga desa, KPH akan bekerja sama dengan FKAD. Hal dilakukan agar para kepala
 desa, termasuk juga kalangan adat, memiliki pemahaman mengenai program KPH, sehingga mereka dapat menentukan langkah tepat selanjutnya bagi desa.
 Penjelasan mengenai Pokja hanya akan dibahas secara singkat, karena laporan ini lebih berfokus pada penguatan kelembagaan desa. Namun, penjelasan singkat mengenai Pokja ini masih relevan dengan topik penguatan kelembagaan desa, karena Pokja juga dimaksudkan untuk membuka akses bagi desa untuk membangun koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah.
 Pada saat memulai kegiatannya, KFCP telah membuka jalur komunikasi dengan pemerintah daerah setempat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas. Hal ini dimaksudkan agar proses dan pelaksanaan kegiatan di desa
 4.2 Kelompok Kerja (POKJA) REDD+ Kabupaten Kapuas
 dapat bersinergi dengan program pemerintah daerah. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah dapat bersama-sama memonitor jalannya kegiatan, serta memberikan masukan kepada program. Semula, dibentuk dua Kelompok Kerja (Pokja), Pokja provinsi dan Pokja kabupaten. Pokja juga terlibat selama proses perencanaan kegiatan. Contohnya, BPMD, sebagai salah satu anggota Pokja, terlibat dalam kegiatan pemetaan partisipatif. Beberapa staf pemerintah juga pernah terlibat sebagai narasumber pada pelatihan-pelatihan yang diadakan KFCP, baik di provinsi, kabupaten, maupun desa, bersama dengan tenaga ahli dari UNPAR dan lembaga lainnya.
 Mulai tahun 2013, di tingkat kabupaten, terdapat Pokja REDD+ yang semula berupa Pokja KFCP tingkat Kabupaten. Pokja ini terdiri dari berbagai dinas-dinas pemerintah, seperti Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UMK dan Koperasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). BAPPEDA Kabupaten Kapuas berperan sebagai Ketua Pokja28.
 Tahun 2011-12Pada periode ini, Pokja masih bernama Pokja KFCP. Pokja ikut terlibat dalam penyusunan Perjanjian Desa. Pada saat rancangan Perjanjian Desa telah selesai disusun, Pokja dimintai saran dan masukan guna
 memastikan Perjanjian tersebut sesuai dengan kebutuhan desa.
 Belajar dari proses penyusunan Perjanjian Desa tahun 2011, pada perpanjangan Perjanjian Desa (pertengahan tahun 2013), pelibatan
 Pokja berfokus pada penggabungan rencana kerja tahunan desa dengan program-program pemerintah di masing-masing dinas/badan. Tujuannya adalah agar rencana kerja desa selaras dengan program dinas/badan tersebut29.
 28Wawancara dengan staf KFCP, Juni 2013, Kapuas.29Ibid.
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 Tahun 2013-14
 Di tahun ini, Pokja KFCP mengusulkan untuk mengubah Pokja KFCP menjadi Pokja REDD+ tingkat kabupaten. Selanjutnya, Pokja ini akan menjadi unit yang mengkoordinasikan kegiatan/program terkait REDD+ di
 wilayah kabupaten. Kemudian setelah program KFCP selesai, diharapkan rencana kerja yang disusun oleh desa dapat didukung lebih lanjut oleh dinas/badan terkait. Selain itu, kehadiran Pokja ini dapat membuka
 akses bagi desa untuk berdiskusi dengan dinas/badan pemerintah di Kabupaten untuk mendukung program pembangunan desa.
 Pembelajaran Kunci:
 1. Forum komunikasi antar desa dapat menjadi media informasi untuk menjaga agar informasi yang diberikan sama isinya di setiap desa, karena diberikan kepada para pemangku desa pada waktu dan tempat yang sama.
 2. Forum komunikasi antar desa merupakan media yang dapat digunakan untuk meredam potensi ketegangan antar warga karena adanya perubahan kebijakan atau kegiatan. Warga cenderung lebih menerima perubahan jika para pemangku desa dapat menerimanya terlebih dahulu, dan disampaikan kepada warga oleh para pemangku desa tersebut.
 3. Guna melanjutkan pembelajaran dari program KFCP dalam pengelolaan program terkait REDD+, pemerintahan daerah perlu untuk dilibatkan secara holistis. Pembentukan Pokja KFCP yang melibatkan sebagian besar dinas-dinas yang terkait REDD memberikan peluang untuk memperoleh lebih banyak dukungan dari berbagai pihak di pemerintahan daerah. Hal ini memunculkan inisiatif Pokja KFCP untuk menjadikan Pokja tersebut menjadi Pokja REDD+ yang kedepannya akan berperan sebagai forum koordinasi dan perencanaan program-program REDD dan pengelolaan hutan lainnya.
 Forum Komunikasi Antar Desa (FKAD) untuk mendiskusikan penetapan kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) model Kabupaten Kapuas.
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 Sejalan dengan rancangan program, KFCP berupaya untuk mengidentifikasi dan mendukung pengembangan
 lembaga di tingkat desa agar dapat menyediakan:
 Unit pengelola hutan yang stabil dan sesuai dengan persyaratan REDD+.
 Mitra pengelola yang signifikan bagi masyarakat lokal.
 Kesempatan dalam melakukan pembagian manfaat dengan masyarakat.
 Persyaratan administrasi yang relatif mudah dan biaya awal yang wajar.
 Demi mencapai hal tersebut, KFCP berkonsultasi dengan wakil masyarakat, pemerintah daerah, serta mitra Kementerian Kehutanan di tingkat lokal. Konsultasi dilakukan untuk mengkaji ulang bentuk-bentuk pengelolaan hutan berbasis
 masyarakat. Beberapa bentuk yang ada saat ini adalah hutan desa, hutan adat dan hutan kemasyarakatan (lihat: The Implications of Using a Village Forest to Manage REDD+ in KFCP and Beyond, Kertas Kerja IAFCP, 4 Maret 2011). Dari hasil pengkajian
 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hutan Desa memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat lainnya, karena:
 • Hutan Desa dapat dikelola dalam jangka waktu 35 tahun, baik melalui kontrak maupun lisensi (dengan kemungkinan perpanjangan). Skema ini memenuhi persyaratan REDD+ dan memberikan kepastian kepada masyarakat dalam hal perlindungan hutan yang berada di dalam kawasan Hutan Desa dari klaim lahan yang diajukan pihak lain.
 • Kuasa pengelolaan Hutan Desa dipegang oleh desa. Pengelolaan tersebut berkaitan dengan kelembagaan desa yang menjadi tim pengelola kegiatan KFCP, sebagai bentuk kerja sama antara KFCP dan warga desa melalui Perjanjian Desa.
 • Hutan Desa memungkinkan/mengizinkan penggunaan hutan untuk keperluan komersial, termasuk REDD+ dan jenis pembayaran jasa lingkungan lainnya. Peraturan Kementerian Kehutanan terkini mengizinkan skema REDD+ berbasis masyarakat dalam pengelolaan Hutan Desa.
 • Tidak seperti hutan adat, regulasi dan pengaturan administrasi untuk pembentukan Hutan Desa telah ditetapkan, meski dapat dikatakan tidak praktis (memerlukan persetujuan baik dari Kementerian Kehutanan maupun dari pemerintah kabupaten).
 • Penetapan status hutan desa (dimana desa memerlukan lisensi atau hak penggunaan untuk mengelola kawasan hutan yang telah ditentukan) tidak memerlukan penentuan status akhir klaim di bawah hukum adat. Namun
 Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk
 kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
 -Permentan No. 49 Tahun 2008-
 Hutan Desa
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 demikian, hal tersebut dapat dikesampingkan dan tidak dilepaskan oleh masyarakat adat atau tidak diakui oleh pemerintah (karena ini adalah sebuah proses yang dapat memakan waktu lama). Di satu sisi, sebagaimana ditafsirkan oleh Kemenhut (pada tahun 2010-11), menentukan kawasan hutan untuk hutan adat memerlukan penerimaan dari masyarakat bahwa kawasan tersebut berada dalam kawasan hutan negara30.
 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, KFCP membantu desa untuk mengajukan proposal permohonan kawasan hutan desa kepada pemerintah dan memfasilitasi pembentukan dan penguatan tim pengelola hutan desa.
 KFCP hanya memberikan dukungan pengajuan hutan desa kepada desa yang menginginkannya. Tidak ada paksaan bagi desa lainnya. Adapun dukungan yang diberikan oleh KFCP kepada desa untuk pengajuan pengelolaan hutan desa diantaranya:
 Penyusunan dan Pengajuan Proposal Hutan Desa
 Pada tahun 2012, enam dari tujuh desa yang bekerja dengan KFCP memutuskan untuk menyiapkan proposal Hutan Desa dengan bantuan KFCP dan LSM lokal. Izin pengelolaan hutan desa dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dengan rekomendasi dari bupati/walikota.
 5.1 Dukungan KFCP terhadap Hutan Desa
 Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati/walikota dengan melampirkan persyaratan:
 • peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;
 • surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan yang diketahui camat;
 • luas area kerja yang dimohon; dan
 • rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.
 Bupati/Walikota meneruskan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa Lembaga Desa telah:
 • mendapatkan fasilitasi;
 • siap mengelola hutan desa; dan
 • ditetapkan areal kerja oleh Menteri.
 Sumber: Permentan No. 49 Tahun 2008
 Kotak 16 Tata Cara Permohonan Hak
 Pengelolaan Hutan Desa
 Hingga laporan ini disusun (November 2013), perkembangan pengajuan proposal hutan desa dari keenam desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
 30Situasi telah berubah setelah keluarnya putusan MK No.35 tentang Hutan Adat. [lihat Putusan MK putusan Nomor 35/PUU-X/2012].
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 Desa Status Tindak Lanjut
 Petak Puti Menunggu persetujuan dari Kemenhut. -
 Tumbang Muroi
 Luasan hutan desa yang diajukan belum disetujui oleh kabupaten.
 Fasilitasi kembali pengajuan hutan desa dan akan disesuaikan dengan hasil pemetaan Tata Guna Lahan Desa.
 Katunjung Menunggu persetujuan dari Kemenhut. -
 Sei Ahas Luasan hutan desa yang diajukan belum disetujui oleh kabupaten.
 Fasilitasi kembali pengajuan hutan desa dan akan disesuaikan dengan hasil pemetaan Tata Guna Lahan Desa.
 Katimpun Menunggu persetujuan dari Kemenhut. -
 Kalumpang Mengundurkan diri karena pembukaan lahan sawit. Mengundurkan diri dari kegiatan KFCP karena pembukaan lahan sawit.
 Mantangai Hulu Tidak ada pengajuan. Terjadi konflik internal di desa. Belum ada keputusan dari desa.
 Tabel 6. Status pengajuan Hutan Desa di wilayah KFCP
 Sumber: Data dan dokumen KFCP 2013.
 Tabel 6 menunjukkan bahwa tidak semua desa mengajukan proposal hutan desa. Berbagai faktor seperti kondisi politik desa atau intervensi bisnis dari pihak swasta dapat
 mempengaruhi keputusan desa untuk mengajukan permohonan pengelolaan hutan desa. Hingga kini tiga dari enam desa yang pernah mengajukan sudah memperoleh
 rekomendasi dari Bupati, dan sedang menunggu SK dari kementerian kehutanan.
 Pembentukan dan Penguatan Unit Pengelola Hutan Desa
 Untuk mengelola Hutan desa, diperlukan lembaga desa yang akan berperan sebagai unit pengelola. Hal ini senada dengan mekanisme pengelolaan program KFCP, yang juga menggunakan unit pengelola di tingkat desa untuk menjalankan program KFCP di desa. Dalam menentukan unit pengelola tersebut, pada tahun 2010, KFCP mengadakan lokakarya yang dihadiri oleh berbagai pihak, seperti LSM lokal, pemerintah daerah dan wakil dari universitas, untuk mengkaji persyaratan kelembagaan yang tepat. Pengalaman yang diperoleh desa dari mengelola program KFCP dapat dijadikan pengetahuan dan keterampilan bagi desa dalam membentuk tim pengelola hutan desa. Selain itu, KFCP membantu desa dalam memetakan wilayah kelola adat dan tata guna lahan desa. Pola tata guna lahan desa merupakan salah satu program KFCP untuk memetakan penggunaan lahan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa dan kondisi lingkungan. Pemetaan ini dilakukan secara partisipatif oleh warga desa sendiri. Melalui pemetaan tersebut, desa dapat menentukan luasan dan lokasi kawasan hutan desa.
 Unit Pengelola Hutan Desa
 Sebagaimana dijelaskan pada bagian Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan, KFCP telah mengadakan kajian dan lokakarya mengenai kelembagaan desa, yang menghasilkan rekomendasi bagi
 desa untuk mempertimbangkan bentuk kelembagaan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa (KFCP 2010). Selain dari lokakarya, KFCP juga mengadakan diskusi dan konsultasi dengan warga desa
 melalui musyawarah desa. Lokakarya dan konsultasi dengan warga desa memberikan kesimpulan yang sama, yaitu belum terdapat lembaga yang sesuai di desa di dalam wilayah kerja KFCP.
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 Dalam lokakarya tersebut, salah satu bentuk kelembagaan yang diidentifikasi dan yang memungkinkan untuk dijalankan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa). Menurut pertimbangan para peserta lokakarya, badan tersebut memungkinkan untuk menjadi unit pengelola. Namun, tantangan untuk mengembangkannya terletak dalam hal kapasitas manajemen bagi kelembagaan yang berbasis perusahaan di tingkat desa. Pada akhirnya, para peserta sepakat untuk fokus pada TPK. Mereka juga sepakat agar KFCP memberi dukungan dan menawarkan bantuan untuk meningkatkan kapasitas TPK
 yang berada di desa. Lebih lanjut lagi, desa memilih untuk menjadikan TPK sebagai lembaga yang lebih permanen di desa. TPK dapat menjadi lembaga pilihan desa untuk mengelola hutan desa dan kegiatan REDD+.
 Pada periode program Juni 2013-April 2014, KFCP akan membantu pembentukan unit pengelola hutan desa bagi desa-desa yang telah mengajukan proposal dan memperoleh rekomendasi bupati, serta desa-desa yang akan mengajukan kembali proposal hutan desa (lihat: Tabel 6). Seluruh desa di wilayah kerja KFCP memutuskan untuk membentuk unit pengelola
 hutan desa. TPK dan TP, sebagai sebuah unit/kelompok kerja yang bersifat sementara, tidak dapat digunakan karena salah satu syarat pengajuan hutan desa adalah desa harus memiliki unit pengelola yang permanen. Namun, seperti dijelaskan sebelumnya, pengalaman yang dimiliki desa dan warganya dengan kehadiran TPK/TP di desa dapat digunakan sebagai dasar pembentukan unit pengelola hutan desa. Selanjutnya, setelah unit-unit ini terbentuk di setiap desa, KFCP akan memberikan dukungan peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan, penyusunan rencana kerja, dan sebagainya.
 Pemetaan Wilayah Partisipatif
 Pemetaan partisipatif (lihat: Dukungan terhadap Kelembagaan Adat) dan perencanaan desa/RPJM-Desa (lihat: Pendahuluan) telah memberikan beberapa gagasan yang dapat dipadukan ke dalam rencana pengelolaan hutan berbasis desa, termasuk penunjukan zona hutan adat dan zona perlindungan hidrologi dan rehabilitasi (yang dapat dikaitkan dengan REDD+). Namun demikian, sebagai tinjauan ulang, harus diakui bahwa program KFCP awalnya tidak berfokus untuk menghasilkan dan mengkomunikasikan rencana teknis yang detil dan koheren, sebagai panduan rencana pengelolaan hutan desa. Akan tetapi, banyak detil teknis dari kegiatan KFCP yang sudah sesuai, seperti reforestasi dan rehabilitasi hidrologi, meski kegiatan-kegiatan tersebut semata tidak cukup untuk diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dipadukan ke dalam proposal
 dan perencanaan hutan desa. Masih diperlukan upaya-upaya lain yang dapat melengkapi perencanaan hutan desa. Beberapa diantaranya dapat diambil dari rencana pengelolaan KPHL dan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD). PTGLD merupakan salah satu kegiatan yang dirancang oleh desa dan KFCP, dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah serta kelembagaan adat. Kegiatan tersebut dilakukan secara partisipatif oleh warga desa. Pada saat laporan ini disusun, PTGLD masih dalam proses persiapan. PTGLD dapat melengkapi pemetaan wilayah kelola adat yang telah dilakukan oleh KFCP pada tahun-tahun sebelumnya.
 Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks ini, pengelolaan hutan desa dapat dibentuk melalui lebih dari satu desa. Melalui cara tersebut,
 dapat dibentuk suatu pendekatan yang lebih besar, koheren dan terpadu. Baik FKAD maupun KPH dapat memainkan peranan penting (IAFCP 2013).
 Oleh karena itu, pada periode program Juni 2013-April 2014, KFCP berupaya untuk membantu desa dalam memetakan wilayah dan tata guna lahan desa dengan melibatkan berbagai pihak, seperti dinas-dinas pemerintah di tingkat kabupaten yang tergabung dalam Pokja REDD, kelembagaan adat, dan FKAD (lihat: Dukungan terhadap Kelembagaan Adat dan Membentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi Bagi Desa). Setelah pola tata guna lahan terbentuk di tiap-tiap desa, KFCP membantu desa untuk menyusun dan mengajukan proposal hutan desa (bagi desa yang belum memperoleh rekomendasi bupati, Lihat: Tabel 6).
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 Secara ringkas, bentuk pengelolaan kegiatan di desa dapat
 dijelaskan melalui bagan berikut ini:
 Gambar 2 menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan KFCP di desa merupakan kerja sama
 yang setara antara KFCP dan desa. FKAD dan Pokja berfungsi sebagai media koordinasi dan komunikasi, sehingga desa dapat memperoleh lebih banyak saran, masukan, serta bantuan dari pihak lain, yaitu pemerintah daerah. Desa membentuk unit pengelola yang dinamakan TPK dan TP. Fungsi TPK adalah mengorganisir kegiatan KFCP di desa melalui kelompok-kelompok kerja yang terdiri dari warga-warga
 desa. Dalam pengelolaan tersebut, TPK diawasi atau dipantau oleh TP. Selain itu, TP melakukan pemantauan terhadap kelompok kerja sebagai bagian dari pengawasan terhadap TPK. Secara kelembagaan, lembaga adat desa membantu desa dalam isu-isu tertentu, seperti kepemilikan lahan dan tatas. Namun demikian, tokoh-tokoh adat (Mantir Adat) turut dilibatkan dalam keanggotaan TP.
 Lebih lanjut lagi, gambar 2 menjelaskan penguatan kapasitas yang diberikan oleh KFCP. Gambar 2 memperlihatkan bahwa KFCP
 memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas lembaga lokal dalam pengelolaan REDD, mulai dari FKAD, Pokja REDD, Pemerintah Desa, TPK dan TP, Kelembagaan Adat, serta kelompok-kelompok kerja di desa. Penguatan kapasitas diberikan dalam bentuk yang beragam, seperti pelatihan-pelatihan, praktik lapangan, pembuatan protokol/juknis/juklak, dukungan teknis serta pendampingan intensif.
 Pembelajaran yang diperoleh dari penguatan kapasitas tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:
 Kesimpulan
 Forum Komunikasi
 Antar Daerah (FKAD)
 Pokja REDD+ Kabupaten
 KFCP
 Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
 Kelompok Kerja
 Kelompok Kerja
 Kelompok Kerja
 Tim Pengawas (TP)
 Desa Lembaga Adat
 Koordinasi
 Pengawasan
 Peningkatan kapasitas, pelatihan dan dampingan teknis.
 Gambar 2. Bagan Pengelolaan Program KFCP di Desa
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 Pengelolaan program partisipatif dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik serta kesetaraan dan keadilan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Terlebih lagi apabila program tersebut memperkenalkan konsep atau pendekatan yang baru bagi masyarakat. Maka dari itu, program perlu mempertimbangkan penyediaan waktu untuk melakukan peningkatan kapasitas, konsultasi yang luas dengan warga desa dan pihak-pihak terkait lainnya, dan juga untuk melakukan uji coba. Kekeliruan dan perbaikan akan terjadi selama pengelolaan berlangsung sebagai bagian dari pembelajaran. Namun, hal ini akan memberikan pembelajaran bagi peningkatan kinerja tim pengelola dan berkontribusi pada pencapaian program.
 Sebelum memutuskan struktur pengelola kegiatan REDD+ di desa, program perlu melakukan konsultasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, termasuk kelembagaan adat, serta beberapa pihak terkait lainnya untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan. Lebih penting lagi, konsultasi perlu dilakukan dengan warga desa terkait pilihan mereka mengenai bagaimana kegiatan akan dikelola, kelembagaan yang tepat, mekanisme pengelolaan kegiatan dan kelompok yang mungkin telah ada di desa. Namun demikian, persyaratan kelembagaan dalam konteks manajemen proyek/program (project management) yang baik tetap perlu dipertimbangkan agar kegiatan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin.
 Program perlu melakukan penilaian terhadap kapasitas lembaga/kelompok yang diidentifikasi di desa. Namun, keputusan mengenai lembaga mana yang akan digunakan, apakah lembaga yang sudah ada atau lembaga baru, merupakan keputusan desa. Apabila lembaga yang dipilih belum kuat, perlu dilakukan penguatan kelembagaan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai lembaga pengelola. Penguatan dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan dukungan lainnya, termasuk di bidang anggaran.
 Pengelolaan program di desa tidak dapat lepas dari kondisi politik desa. Di beberapa desa, program akan berhadapan dengan pihak-pihak yang saling bertentangan. Hal ini sering terjadi dalam inisitatif pembangunan yang memperkenalkan sesuatu yang baru dan menimbulkan perubahan, dimana perubahan tersebut dapat didukung atau ditolak oleh berbagai kelompok kepentingan (Barron, Diprose, dan Woolcock 2011). Tim pengelola kegiatan dapat terdiri dari wakil pihak-pihak yang bertentangan, atau dipolitisasi oleh pihak-pihak tersebut sehingga menimbulkan hambatan pada peran lembaga/tim dalam pengelolaan kegiatan untuk desa.
 Pengaruh lembaga luar yang memiliki kepentingan berbeda dengan program yang tengah berjalan di desa, dapat menimbulkan ketegangan di desa. Keberadan pihak-pihak yang telah saling bertentangan di desa memungkinkan peningkatan ketegangan tersebut. Mediasi tetap merupakan strategi yang dapat digunakan, dan penyelenggara program harus bertindak senetral mungkin.
 TPK sebagai tim pengelola kegiatan berdana besar rentan terhadap isu ketidakterbukaan. Oleh karena itu, TPK/TP harus secara rutin dan luas mengumumkan besaran anggaran dan alokasinya kepada warga desa.
 Verifikasi pengaman (safeguards) merupakan salah satu metode monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di desa. Verifikasi yang dilakukan oleh desa sendiri memberikan kepada desa untuk belajar cara mengawasi
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 jalannya kegiatan. Selanjutnya, desa dapat belajar mengenai hal-hal yang perlu diterapkan dan diawasi untuk mencapai partisipasi, transparansi dan pemerataan dari pelaksanaan program yang ada di desa.
 Jalur komunikasi dan koordinasi perlu dikembangkan, baik antar desa maupun antara desa dan pemerintah daerah di Kabupaten dan Provinsi. Hal tersebut diperlukan agar desa memperoleh informasi dan masukan lebih luas dari berbagai pihak, sehingga dapat membantu pengembangan dan pelaksanaan program kerja di desa, serta menengahi perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan program kerja tersebut. FKAD dan Pokja Kabupaten dapat membuka akses komunikasi, kerja sama dan koordinasi kegiatan serta harapan desa kepada pemerintah setempat dan lembaga terkait lainnya.
 Peningkatan kapasitas melalui pelatihan lapangan (on the job training) dan uji coba kegiatan skala kecil merupakan metode yang paling efektif bagi desa (dan tim pengelola kegiatan) untuk belajar. Metode tersebut memberikan ruang bagi desa untuk belajar sambil melakukan, dimana desa memiliki pengalaman langsung tentang bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan, sehingga memudahkan mereka memahami proses dan metode pelaksanaan dari kegiatan tersebut.
 Sebelum menguatkan kelembagaan adat, perlu untuk mengetahui dan mengidentifikasi kondisi kelembagaan adat saat program pertama kali diperkenalkan. Identifikasi tersebut perlu dilakukan secara partisipatif, baik melalui kajian maupun diskusi dan konsultasi dengan warga desa, kelembagaan adat, dan pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Hal ini dilakukan agar penguatan kelembagaan adat sesuai dengan kondisi adat saat itu dan masukan dari berbagai pihak terkait dengan kelembagaan adat. Selain itu, karena di Kalimantan Tengah telah terdapat regulasi yang mengatur kelembagaan adat, maka penguatan harus juga mengacu pada peraturan tersebut.
 Pemetaan wilayah kelola adat merupakan salah satu penguatan adat yang diusulkan oleh kelembagaan adat daerah. Pemetaan tersebut harus dilakukan secara partisipatif agar dapat mengakomodir pengetahuan masyarakat mengenai batasan wilayahnya. Proses pemetaan seperti itu dapat memakan waktu lama dan membutuhkan sumber daya besar, namun tetap penting dilakukan agar masyarakat dapat belajar dan memahami proses pemetaan wilayah tempat tinggalnya. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh warga dari pemetaan partisipatif dapat digunakan dalam proses negosiasi dengan pihak lain terkait pemetaan atau pengelolaan lahan.
 Permasalahan kepemilikan lahan dan batas wilayah antar desa yang masih perlu diperjelas dapat menyebabkan proses pemetaan menjadi lebih kompleks. KFCP dapat membantu melakukan mediasi selama proses pemetaan, namun tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan status. Oleh karena itu, perlu untuk melibatkan berbagai pihak seperti kelembagaan adat dan pemerintahan daerah dari tingkat provinsi hingga desa. Selain itu, dalam melakukan pemetaan, perlu untuk mengkaji metode-metode penentuan batasan wilayah yang secara turun temurun diterapkan oleh masyarakat, seperti melalui penuturan sejarah desa.
 Pengalaman yang diperoleh desa dari mengelola kegiatan KFCP dapat digunakan untuk mengelola program pengelolaan hutan lainnya seperti hutan desa. Pengalaman ini penting bagi desa untuk mengetahui pentingnya nilai-nilai partisipatif, pemerataan, tata kelola, keberlanjutan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hutan.
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 Namun demikian, ketertarikan desa untuk mengelola hutan desa dipengaruhi oleh situasi politik desa dan pihak luar seperti swasta.
 Dalam program REDD+ yang membantu masyarakat mengelola kegiatan secara mandiri (self-management), akan timbul kesalahan dan kekeliruan sebagai bagian dari proses belajar. Terlebih lagi untuk program yang memperkenalkan konsep, pendekatan atau metode baru. Kritik yang disampaikan kepada program mengenai kekeliruan/kesalahan tersebut dapat diartikan sebagai kritik terhadap proses belajar masyarakat
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 LAMPIRAN
 Lampiran 1. Peta Wilayah Kerja KFCP
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 Lampiran 2. Struktur Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
 Penjelasan Gambar:
 a. Struktur kelembagaan adat paling atas adalah MADN (Majelis Adat Dayak Nasional), dan setiap provinsi (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) memiliki wakil-wakil.
 b. Dewan Adat Dayak Provinsi ditetapkan dan dikukuhkan oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kecamatan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.
 c. Damang memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pengambilan keputusan tertinggi. Keputusan damang tidak dapat dipengaruhi oleh DAD atau MADN. DAD dan MADN hanya berfungsi sebagai penasihat.
 d. Hubungan kelembagaan adat dengan pemerintah adalah hubungan koordinasi dan tidak ada garis komando.
 MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL
 DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 DEWAN ADAT DAYAKKabupaten/Kota
 DEWAN ADAT DAYAKKecamatan
 DEWAN ADAT DAYAKDesa/Kelurahan
 DEWAN ADAT DAYAKKABUPATEN
 Desa
 KEPALA DESA/KELURAHAN
 CAMATKedamangan dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat
 BUPATI/WALIKOTA
 GUBERNUR
 HubunganHirarki
 HubunganKoordinasi
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 Lampiran 3. Identifikasi Tanah Adat
 Tanah Adat
 1. Petak Bahu : Tanah bekas berladang.
 2. Tanggiran : Pohon kayu yang dipelihara untuk tempat bersarang lebah (Bajanyi).
 3. Kebun Karet : Lahan yang ditanami dengan pohon-pohon karet.
 4. Kebun rotan : Kebun rotan yang ditanam sendiri, baik bekas ladang maupun di hutan bukaan lahan baru.
 5. Kebun buah-buahan : Lahan yang ditanami dengan buah-buahan.
 6. Kebun Purun : Lahan rawa yang ditanami dengan tanaman purun.
 7. Tatas : Galian saluran air lebar kurang lebuh 1,5 m, kedalaman 90-100 cm dan rata-ratapanjang kurang lebih 5 km.
 8. Tabengan Pantung : Jalan yang dibuat dari bahan kayu bulat atau titian melewati sungai atau rawa-rawa.
 9. Jalan manjarat : Rintisan yang dibuat melalui jalur lalu lalang binatang untuk memasang jerat.
 10. Tanah Tempat Tinggal : Tanah tempat tinggal masyarakat.
 11. Kaleka : Bekas tempat pemukiman masyarakat, contoh kaleka lebih dari 1 rumah.
 12. Saka : Anak sungai yang terbentuk secara alami dan dipelihara sebagai jalan transportasi air.
 13. Petak kubur : Lahan bekas ladang atau kebun yang diperuntukkan sebagai tempatkuburan keluarga.
 14. Sandung : Bangunan tempat menyimpan tulang belulang yang sudah ditiwahkan.
 15. Jarau : Beberapa pohon yang dipelihara dan dimiliki untuk menangkap burung.
 16. Jakatan : Tempat di pinggir sungai yang berfungsi untuk naik turunnya orang atau binatang sesuai dengan karakteristik alamnya.
 17. Tajahan : Jalan yang berlokasi di hutan yang digunakan untuk kepentingan tertentu(sesuai kepentingan).
 18. Baruh/Lutu : Lokasi tempat mencari ikan, yang merupakan bekas lahan terbakar ataukayu tumbang.
 19. Eka malan manana satiar: Adalah kawasan/tempat berusaha masyarakat sepanjang kurang lebih 5 km dari kiri kanan sungai (sungai besar atau anak sungai).
 20. Sungai : Aliran air yang terbentuk secara alami.
 21. Danau : Kawasan kubah yang berair, baik yang dialiri maupun tidak dialiri, yang biasanya merupakan tempat ikan-ikan berkembang biak secara alami.
 22. Eka Raung begantung : Adalah tanah atau kayu tempat peti mati, baik untuk perorangan maupun keluarga, yang diletakkan di atas kayu (dahan) atau tongkat.
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 Foto, gambar, dan desain: IAFCP.
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